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A. LATAR BELAKANG MASALAH.
Di dalam hukum kontrak antara lain berlaku asas
konsensualisme, pacta sunt servanda dan kebebasan berkontrak. Maka hukum
kontrak dapat mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Asas
konsensualisme tidak megandung suatu paksaan, sehingga tidak ada paksaan
dalam pembuatan kontrak. Tetapi, apabila para pihak telah bersepakat untuk
membuat suatu kontrak, maka kontrak tersebut mengikat para pihak sebagai
suatu undang-undang.
Pembuatan kontrak yang berlandaskan pada asas kebebasan
berkontrak sering ditemukan adanya dominasi yang tidak adil diantara para
pihak. Tidak jarang suatu kontrak memuat klausula-klausula yang berat
sebelah atau tidak wajar yang sangat memberatkan pihak yang satunya. Asas
kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata
menyebutkan bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam membuat
suatu kesepakatan para pihak tidak boleh membuat perjanjian yang dilarang
oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.
Jadi, asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1)
KUHPerdata tetap ada batas-batasnya. Hal ini disebabkan karena kesusilaan
dan hukum tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itulah dalam
Pasal 1337 KUHPerdata disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang
apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan
kesusilaan ataupun ketertiban umum.
Alih teknologi yang mencakup piranti lunak (software) dan
piranti keras (hardware) serta mencakup pula pula permasalahan tentang Hak
Atas Kekayaan Intelektual. Hak Atas Kekayaan Intelektual memegang




3dikatakan bahwa hampir semua industri modern selalu dibangun dengan
berbasiskan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Pada akhir abad 20, perdagangan
aspek Hak Atas Kekayaan Intelektual juga sudah memegang peranan yang
cukup signifikan dalam perolehan devisa negara (F.X. Soedijana, 2008 : 109).
Penulis tertarik pada piranti lunak, khususnya piranti lunak
BlackBerry. Piranti Lunak BlackBerry termasuk ke dalam hak paten.
Pengalihan teknologi Piranti Lunak Blackberry di Indonesia dibatasi oleh
adanya Hak Atas Kekayaan Intelektual. Hak Atas Kekayaan Intelektual
mengenai hak paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
tentang Paten. Dengan adanya Undang-Undang Paten ini aspek perlindungan
Hak Atas Kekayaan Intelektual juga semakin penting dalam hubungan
ekonomi saat ini. Selain itu, negara-negara di dunia dituntut untuk memberi
perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan baik melalui hukum
nasional atau hukum positif dari  masing-masing negara.
Pengalihan teknologi khususnya Piranti Lunak BlackBerry
dilakukan dengan cara lisensi. Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin
pemanfaatan atau penggunaan HAKI yang bukan merupakan pengalihan hak
yang dimiliki oleh Pemilik Lisensi (Licensor) kepada Penerima Lisensi
(Licensee) dengan imbalan berupa royalti. Pemberian Lisensi dari pemegang
Hak Paten Piranti Lunak BlackBerry kepada Penerima Lisensi dituangkan
dalam suatu Kontrak Lisensi Paten. Kontrak Lisensi Paten itu adalah Kontrak
Lisensi Piranti Lunak BlackBerry. Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry
ada untuk melindungi hasil penemuan atau Invensi berupa Piranti Lunak
BlackBerry di mana Inventor dari Piranti Lunak BlackBerry itu adalah
Research In Motion (RIM). Perlindungan itu berupa kekayaan inintelektual
karena apabila terjadi alih teknologi dengan cara pemberian lisensi, maka
Research In Motion (RIM) tetap akan mendapatkan hak-hak atas kekeyaan
intelektualnya.
Lisensi software atau piranti lunak pada umumnya
digunakan untuk melindungi pencipta software dan membatasi secara jelas
tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh para pengguna akhir.
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menyatakan bahwa produk yang ada tanpa suatu jaminan garansi dan hal
lainnya seperti disclaimers. Hal ini umum diterapkan pada software
closedsource (software sumber tertutup) maupun Open Source Software.
Lisensi software atau Piranti Lunak termasuk ke dalam Lisensi Paten. Lisensi
Paten adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain
berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari
suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat
tertentu. Lisensi Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
tentang Paten.
Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang cocok
untuk menggunakan software dengan lisensi open source software karena
dapat mengembangkan teknologi informasinya berbasis pada sumber daya
manusia dan tidak sepeser uang dari negara Indonesia yang mengalir ke luar
negeri. Oleh karena itu, dalam alih teknologi memerlukan adanya campur
tangan negara yang dalam hal ini adalah Pemerintah. Pemerintah perlu
mempertimbangkan alih teknologi yang tepat guna bagi industri di Indonesia.
Dalam proses alih teknologi Piranti Lunak BlackBerry,
Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai kedudukan yang lemah jika
dihadapkan oleh negara maju atau negara pemilik teknologi. Oleh karena itu,
Pemerintah perlu melakukan pengawasan dan memberikan perlindungan
hukum terhadap proses alih teknologi tersebut.
Dari permasalahan yang ada, maka Penulis tertarik untuk
meniliti dan menyusun suatu karya ilmiah dalam bentuk penulisan hukum atau
skripsi yang diberi judul : ”IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DALAM KONTRAK
LISENSI PIRANTI LUNAK BLACKBERRY DAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP HAK PATEN DI INDONESIA (STUDI KASUS




Berdasarkan uraian latar belakang penulisan hukum ini,
maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang
Paten dalam Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry dan perlindungan
hukum terhadap hak paten di Indonesia, khususnya pada PT XL Axiata
Tbk?
2. Hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaan Kontrak Lisensi Piranti
Lunak BlackBerry di Indonesia, khususnya pada PT XL Axiata Tbk?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Kontrak
Lisensi Piranti Lunak BlackBerry di Indonesia, khususnya pada PT XL
Axiata Tbk?
C. TUJUAN PENELITIAN.
Penelitian merupakan bagian pokok dari ilmu pengetahuan
yang bertujuan untuk mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan.
Penelitian juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan
baik dari segi teoritis maupun praktek. Sehingga di dalamnya dirumuskan
suatu tujuan penelitian secara deklaratif serta merupakan pernyataan-
pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian itu.
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di
atas, berikut akan disampaikan tujuan penelitian, meliputi :
1. Tujuan Obyektif.
a. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2001 tentang peten dalam Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry
dan perlindungan hukum terhadap Hak Paten di Indonesia, khususnya
pada PT XL Axiata Tbk.
b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam
pelaksanaan Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry di Indonesia,
khususnya pada PT XL Axiata Tbk.
digilib.uns.ac.idpustaka.uns.ac.id
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6c. Untuk mencari solusi yang tepat agar hambatan dalam pelaksanaan
Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry di Indonesia dapat teratasi.
2. Tujuan Subyektif.
a. Untuk menambah, memperluas dan mengembangkan pengetahuan
hukum yang berhubungan dengan kontrak lisensi piranti lunak terkait
hak atas kekayaan intelektual terhadap kontrak alih teknologi.
b. Untuk memperoleh data yang lengkap dan jelas sebagai bahan
penyusunan skripsi guna memenuhi persyaratan wajib dalam meraih
gelar sarjana di bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
D. MANFAAT PENELITIAN.
Selain penelitian akan mempunyai arti penting apabila
berguna atau bermanfaat bagi pembaca. Ada beberapa manfaat yang dapat
diperoleh dari penelitian ini antara lain :
1. Manfaat Teoritis.
a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengetahuan hukum
khususnya mengenai perkembangan perjanjian lisensi dan
perlindungan hukum bagi Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam
kontrak alih teknologi di Indonesia.
b. Untuk mengembangkan penelitian di bidang Ilmu Hukum khususnya
di bidang Hukum Kontrak, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual
(HAKI) dan Hukum Perindustrian.
2. Manfaat Praktis.
a. Untuk memberikan masukan-masukan yang bermanfaat kepada pihak-
pihak yang bersangkutan dan berkepentingan dalam perjanjian lisensi
ini agar perjanjian ini saling menguntungkan bagi para pihak.
b. Meningkatkan pengetahuan Penulis tentang masalah-masalah yang





Jenis penelitian yang Penulis gunakan adalah penelitian
hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti awalnya adalah data
sekunder, kemudian dilanjutkan pada data primer di lapangan atau
terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2005 : 52).
2. Sifat Penelitian.
Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini bersifat
deskriptif yang dimaksudkan untuk menggambarkan berbagai gejala dan
fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam tentang
manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.
3. Pendekatan Penelitian.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan dengan mendasarkan pada data-
data yang dinyatakan responden secara lisan maupun tulisan, dan juga
perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari sebagai suatu yang utuh
(Soerjono Soekanto, 2005 : 32).
4. Lokasi Penelitian.
Penulis mengambil lokasi penelitian di PT XL Axiata Tbk
Jakarta sebagai kantor pusat karena pemilihan lokasi tersebut berdasarkan
pertimbangan bahwa PT XL Axiata Tbk merupakan perusahaan operator
selular yang paling banyak penggunanya yang menggunakan layanan
BlackBerry dan merupakan mitra penting Research In Motion (RIM)
dalam pemasaran perangkat BlackBerry di Indonesia.
5. Jenis Data Penelitian.
Data adalah semua informasi mengenai variable atau obyek
yang diteliti. Di dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh
digilib.uns.ac.idpustaka.uns.ac.id
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pustaka (data sekunder/secondary data) (Soerjono Soekanto, 2005 : 12).
Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini
adalah data primer yang berupa keterangan dari pihak terkait dengan
obyek penelitian yang bertujuan untuk memahami maksud dan arti dari
data sekunder yang ada. Data ini diperoleh dari informan yaitu seseorang
yang dianggap mengetahui permasalahan yang dikaji dalam penelitian
dan bersedia memberikan informasi yang berupa kata-kata pada peneliti
(Lexy J. Moleong, 2006 : 112).
Namun, penelitian hukum ini tetap membutuhkan data
sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, dokumen-dokumen
resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, makalah dan
peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian.
6. Sumber Data Penelitian.
Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan dua
sumber data, yaitu :
a. Sumber Data Primer.
Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara
langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat
melalui penelitian (Soerjono Soekanto, 2005 : 12).
Data primer ini dapat diperoleh dengan cara wawancara
dengan pihak-pihak yang terkait di dalam PT XL Axiata Tbk.
b. Sumber Data Sekunder.
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak
langsung dari perpustakaan yakni dari buku-buku, dokumen-dokumen,




9Sumber data yang digunakan dalam Penelitian Hukum ini
adalah :
1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,
yaitu :
a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman
Modal Asing.
c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang berisi penjelasan
mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku, artikel,
majalah, koran, makalah dan lain sebagainya khususnya yang
berkaitan dengan penelitian hukum ini.
3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan
petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder terdiri
dari kamus, ensiklopedia dan bahan-bahan dari internet.
7. Teknik Pengumpulan Data.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui
penelitian langsung  lapangan. Teknik pengumpulan data ini diperlukan
keakuratannya tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah :
a. Studi Lapangan.
Studi lapangan yang digunakan Penulis adalah dengan
metode wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan
tanya jawab dengan narasumber guna memperoleh data yang






Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari
data-data dari buku-buku, dokumen-dokumen, arsip dan juga peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.
8. Teknik Analisa Data.
Analisis data merupakan proses mengumpulkan data
mengolah data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga
dengan analisis akan menguraikan data memecahkan masalah yang
diselidiki berdasarkan data-data yang diperoleh.
Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis
data model kualitatif model interaktif, yaitu data yang terkumpul akan
dianalisis melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan
kemudian menarik kesimpulan. Selama itu pula suatu proses siklus antara
tahapan tersebut, sehingga data yang terkumpul berhubungan satu dengan
yang lain secara otomatis (H.B. Sutopo, 2000 : 19). Untuk lebih jelasnya,
dibuat skema sebagai berikut :
Bagan 1. Interactive Model of Analysis.














Merupakan proses pencarian data dari berbagai sumber
yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti dalam penelitian ini
guna memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.
b. Reduksi Data.
Kegiatan yang bertujuan untuk mempertegas,
memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting
yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini
berlangsung terus menerus sampai lapoan akhir penelitian selesai.
c. Penyajian Data.
Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan
riset apat dilksanakan yang meliputi berbagai jenis matrik, gambar,
tabel dan sebagainya.
d. Penarikan Kesimpulan.
Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi
berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan
peraturan, pernyatan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang
mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan.
F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM.
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari
skripsi yang akan disusun, maka sistematika penulisan hukum ini Penulis akan
memaparkan substansi masing-masing bab dari rancangan skripsi ini, sebagai
berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat




BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori.
1. Tinjauan tentang Teori Implementasi.
2. Tinjauan tentang Hukum Kontrak.
3. Tinjauan tentang Kontrak Standar.
4. Tinjauan tentang Prinsip-prinsip UNIDROIT.
5. Tinjauan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual.
6. Tinjauan tentang Hak Paten.
7. Tinjauan tentang Lisensi.
8. Tinjauan tentang Alih Teknologi.
B. Kerangka Pemikiran.
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian.
1. Deskripsi Lokasi Penelitian.
2. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
tentang Paten yang Berkaitan dengan Kontrak Lisensi
Piranti Lunak BlackBerry.
3. Layanan Jasa BlackBerry pada PT XL Axiata Tbk.
B. Pembahasan.
1 Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
tentang Paten dalam Kontrak Lisensi Piranti Lunak
BlackBerry di Indonesia khususnya pada PT XL Axiata
Tbk.
2 Hambatan dan Solusi dalam pelaksanaan Kontrak Lisensi
Piranti Lunak BlackBerry di Indonesia Khususnya pada
PT XL Axiata Tbk.
BAB IV : PENUTUP
Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran yang terkait









1. Tinjauan tentang Teori Implementasi.
a. Pengertian Implementasi.
Istilah implementasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris
”implementation” yang artinya pelaksanaan. Dalam kamus Webster
yang kemudian diterjemahkan oleh Solichin Abdul Wahab
disebutkan bahwa mengimplementasikan berarti menyediakan sarana
untuk melaksanakan sesuatu serta menimbulkan dampak atau akibat
tertentu (Solihin Abdul Wahab, 2004 : 50).
Pengertian implementasi menurut Soenarko diartikan
sebagai kegiatan  untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan  dalam
kebijaksanaan pemerintah tersebut. Oleh karena itu dapat pula disebut
sebagai kegiatan administrasi. Sedangkan, dalam administrasi
terdapat kegiatan penting yaitu kepemimpinan (Soenarko, 2003 : 56).
Van Meter dan Van Horn merumuskan bahwa proses
implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh
individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang
diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam
keputusan kebijakan. Proses pelaksanaan kebijaksanaan (policy
implementation) merupakan proses yang dapat panjang dan meluas
guna tercapainya tujuan kebijaksanaan itu, karena penerapannya
(aplication) kebijaksanaan itu adalah terhadap rakyat, dan rakyat ini
mempunyai sifat yang berkembang dengan kesadaran nilai-nilai  yang
berkembang pula (Solihin Abdul Wahab, 2004 : 45).
Proses implementasi strategi merupakan salah satu proses
yang dapat dikatakan menjadi penentu keberhasilan suatu kebijakan.





yang penting dari keseluruhan tahap kebijakan. Pelaksanaan suatu
kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan jauh lebih penting
daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan akan sekedar berupa
impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau
tidak diimplementasikan (Solihin Abdul Wahab, 2004 : 60).
Menurut Udoji, pengukuran keberhasilan implementasi
strategi ditentukan oleh variabel isi kebijakan dan konteks kebijakan.
Isi kebijakan terdiri atas (Solihin Abdul Wahab, 2004: 61).
1) Kepentingan yang dipengaruhi.
Kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang
berbeda-beda bahkan lebih sulit diimplementasikan dibanding yang
menyangkut sedikit kepentingan.
2) Tipe Manfaat.
Kebijakan yang memberikan manfaat yang aktual dan
langsung dapat dirasakan sasaran akan lebih mudah
diimplementasikan.
3) Derajat Perubahan yang diharapkan.
Kebijakan cenderung lebih mudah diimplementasikan jika
dampak yang diharapkan dapat memberikan hasil yang
pemanfaatannya jelas dibandingkan dengan yang bertujuan
merubah sikap dan perilaku penerima kebijakan.
4) Letak Pengambilan Keputusan.
Kedudukan pembuat kebijakan akan mempengaruhi
implementasi kebijakannya.
5) Pelaksana Program.
Keputusan mengenai siapa yang ditugasi untuk




pelaksanaannya dan juga hasil yang diperoleh. Dalam hal ini
tingkat kemampuan, keaktifan, keahlian dan dedikasi yang tinggi
akan berpengaruh pada proses pelaksanaan kebijakan.
6) Sumber Daya yang dilibatkan.
Siapa dan berapa sumber dana yang digunakan dan dari
mana asalnya akan berpengaruh terhadap proses implementasi
kebijakan.
b. Faktor-faktor Implementasi.
Adapun Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa
faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi strategi adalah
(Solihin Abdul Wahab, 2004 : 62) :
1) Sasaran dan Standard Kebijakan.
Suatu kebijakan haruslah memiliki standard atau sasaran
yang jelas. Standard dan sasaran ini menjelaskan rincian tujuan
kebijakan secara menyeluruh. Melalui penentuan standard dan
sasaran, maka akan diketahui keberhasilan yang telah dicapai.
2) Sumber Daya.
Kebijakan menuntut ketersediaan sumber daya akan
memperlancar implementasi strategi. Sumber daya dapat berupa
dana dan insentif lainnya yang akan mendukung implementasi
strategi secara efektif.
3) Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana.
Implementasi strategi yang efektif akan selalu menuntut
sasaran dan standar yang jelas. Kejelasan ini ditunjang dengan pola
komunikasi inter organisasi yang jelas sehingga tujuan yang akan




4) Karakteristik Badan Pelaksana.
Berkaitan dengan karakteristik badan pelaksana, norma
dan pola hubungan yang potensial maupun aktual sangat
berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi strategi.
5) Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi.
Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan
bahwa pada dasarnya implementasi merupakan tindakan-tindakan
yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang
diinginkan.
2. Tinjauan tentang Hukum Kontrak.
a. Istilah dan Pengertian Hukum Kontrak.
Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa
Inggris yaitu contract of law, sedangkan menurut bahasa Belanda
disebut overeenscomsrecht. Lawrence M. Friedman mengartikan
hukum kontrak adalah perangkat hukum yang hanya mengatur jenis
perjanjian tertentu (Lawrence M. Friedman, 2001 : 196).
Michael D. Bayles mengartikan contract of law atau
hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan
pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Pendapat Michael D. Bayles
ini mengkaji hukum kontrak dari dimensi pelaksanaan perjanjian yang
dibuat oleh para pihak, namun tidak melihat pada tahap-tahap pra
kontraktual dan kontraktual. Tahap ini merupakan tahap yang
menentukan dalam penyusunan sebuah kontrak. Kontrak yang telah
disusun oleh para pihak akan dilaksanakan juga oleh mereka sendiri
(Salim H.S., 2003 : 3).
Charles L. Knapp and Nathan M. Crystal mengartikan
law of contract atau hukum kontrak merupakan mekanisme hukum
dalam masyarakat untuk melindungi harapan-harapan yang timbul




bervariasi kinerja, seperti pengangkutan kekayaan, kinerja pelayanan
dan pembayaran dengan uang. Pendapat ini mengkaji hukum kontrak
dari aspek mekanisme atau prosedur hukum. Tujuan mekanisme ini
adalah untuk melindungi keinginan atau harapan yang timbul dalam
pembuatan konsensus diantara para pihak, seperti dalam perjanjian
pengangkutan, kekayaan, kinerja pelayanan dan pembayaran dengan
uang (Salim H.S., 2003 : 3-4).
Menurut Ensiklopedia Indonesia, definisi hukum
kontrak adalah rangkaian kaidah-kaidah hukum yang mengatur
berbagai persetujuan dan ikatan antara warga-warga hukum. Definisi
hukum kontrak dalam ensiklopedia Indonesia ini mengkaji dari aspek
ruang lingkup pengaturannya, yaitu persetujuan dan ikatan warga
hukum. Definisi ini tampaknya menyamakan pengertian antara kontrak
(perjanjian) dengan persetujuan. Padahal, antara kontrak (perjanjian)
dan persetujuan adalah dua hal yang berbeda. Kontrak (perjanjian)
merupakan salah satu sumber perikatan, sedangkan persetujuan
merupakan salah satu syarat sahnya kontrak sebagaimana yang telah
diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata (Salim H.S., 2003 : 4).
Dari definisi-definisi mengenai hukum kontrak yang
telah dijelaskan di atas, maka Salim H.S. berpendapat bahwa hukum
kontrak adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur
hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat
untuk menimbulkan akibat hukum (Salim H.S., 2003 : 4).
Definisi ini juga didasarkan pada pendapat Van Dunne
yang tidak hanya mengkaji kontrak hanya pada tahap kontraktual
semata, tetapi juga harus diperhatikan perbuatan sebelumnya.
Perbuatan sebelumnya mencakup procontractual dan post contractual.
Procontractual merupakan tahap penawaran dan penerimaan,
sedangkan post contractual adalah pelaksanaan perjanjian. Hubungan




hukum itu sendiri, yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Hak merupakan
kenikmatan, kewajiban merupakan beban (Salim H.S., 2003 : 4).
b. Subyek Hukum Kontrak.
Istilah lain dari subyek hukum adalah rechtperson.
Rechtperson diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subyek
hukum kontrak adalah manusia (orang pribadi) dan badan hukum.
Setiap manusia di Indonesia adalah orang yang dapat
disimpulkan dari Pasal 3 KUHPerdata. Sedangkan, badan hukum
adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan
tertentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban.
c. Obyek Hukum Kontrak.
Obyek merupakan sesuatu yang akan dicapai oleh subyek.
Obyek hukum kontrak adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi
adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan yang menjadi hak
kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif.
Menurut Pasal 1234 KUHPerdata prestasi dapat berupa :
1) Memberi sesuatu.
2) Berbuat sesuatu.
3) Tidak berbuat sesuatu.
d. Asas Hukum Kontrak.
Di dalam hukum kontrak dikenal beberapa asas hukum
kontrak, antara lain :
1) Asas Kebebasan Berkontrak.
Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah




a) Membuat atau tidak membuat perjanjian.
b) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun.
c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan.
d) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.
Asas ini bermakna bahwa setiap orang bebas membuat
perjanjian dengan siapa pun, apa pun isinya, apa pun bentuknya
sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan
kesusilaan. Dalam perkembangannya hal ini tidak lagi bersifat
mutlak tetapi relatif (kebebasan berkontrak yang bertanggung
jawab). Asas inilah yang menyebabkan hukum kontrak bersistem
terbuka (Handri Raharjo, 2009 : 43-44).
2) Asas Konsensualisme.
Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320
ayat (1) KUHPerdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu
syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah
pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan
bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal,
tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.
Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan
pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak (Salim H.S., 2003 :
10).
3) Asas Pacta Sunt Servanda.
Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas
kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian.
Asas pacta sun servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak
ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para




melakukan intervenís terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh
para pihak (Salim H.S., 2003 : 10).
4) Asas Itikad Baik
Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3)
KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik.
Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak harus
melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau
keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.
5) Asas Kepribadian  (Personalitas).
Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa
seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya
untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam
Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata.
Pasal 1315 KUHPerdata menyatakan bahwa pada
umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama
sendiri atau meminta ditetapkannya statu janji kecuali untuk
dirinya sendiri. Inti dari ketentuan ini bahwa seseorang yang
mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.
Pasal 1340 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian-
perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.
Artinya, bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya
berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun, ketentuan dalam
Pasal 1340 KUHPerdata ini ada pengecualiannya sebagaimana
yang tertuang dalam Pasal 1317 KUHPerdata yang menyatakan
bahwa dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak
ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau





Dalam Pasal 1318 KUHPerdata tidak hanya mengatur
perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli
warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari
padanya.
6) Asas Ganti Rugi.
Penentuan ganti kerugian merupakan tugas para pembuat
perjanjian untuk memberikan maknanya serta batasan ganti
kerugian tersebut karena prinsip ganti rugi dalam sistem hukum
Indonesia mungkin berbeda dengan prinsip ganti kerugian menurut
sistem hukum asing.
Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena
wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.
Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III Pasal 124
sampai Pasal 1252 KUHPerdata. Sedangkan, ganti rugi karena
perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti
rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi
perjanjian yang telah dibuat antara debitur dengan kreditur.
Setiap perbuatan yang melawan hukum karena kesalahan
mengakibatkan orang lain dirugikan, maka ia harus mengganti
kerugian yang diderita oleh orang lain, tetapi harus dibuktikan
adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum
dengan kerugian yang dimaksud sebab tidak akan ada kerugian jika
tidak terdapat hubungan antara perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh si pelaku dengan timbulnya kerugian tersebut.
7) Asas Kepatutan (Equity Principle).
Setiap persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang




segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh
kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.
8) Asas Klausul Pilihan Hukum (Choice of Law).
Pilihan hukum ini diadakan untuk menghindarkan
ketentuan-ketentuan dari sesuatu negara yang dianggap kurang
menguntungkan mereka. Dalam penyusunan hukum kontrak
internasional, pilihan hukum menjadi penting karena tidak semua
pihak asing merasa senang bila persetujuannya diatur dan
ditafsirkan menurut hukum Indonesia.
Sebelum para pihak menyepakati ketentuan-ketentuan
perjanjian lain, harus diselesaikan terlebih dahulu pilihan hukum
yang mereka gunakan dalam melaksanakan kontrak tersebut.
9) Asas Klausul Penyelesaian Perselisihan (Choice of Forum).
Setiap kontrak atau persetujuan tertulis harus memuat suatu
klausul penyelesaian perselisihan diantara para pihak. Hal ini
penting untuk menentukan forum panel wasit (arbitrase) atau
lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan
perselisihan mereka. Apabila terjadi perselisihan mereka tidak
dapat diselesaikan sendiri oleh kedua belah pihak.
e. Syarat Sahnya Perjanjian.
Pasal 1320 ini merupakan pasal yang sangat populer karena
menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu
perjanjian. Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat
perjanjian atau biasa disebut syarat subyektif maupun syarat mengenai
perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang biasa disebut syarat




Menurut Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa untuk
sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
Kesepakatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah
persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara
penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan
berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis.
Dikatakan tidak tertulis, bukan karena lisan karena perjanjian dapat
saja terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi
bahkan hanya dengan menggunakan simbol-simbol atau dengan
cara lainnya yang tidak secara lisan.
Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan
mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau
kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang
dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut.
Apabila perjanjian itu dilakukan karena adanya paksaan di
mana seseorang melakukan perbuatan karena takut terhadap
ancaman, adanya penipuan yang tidak hanya mengenai
kebohongan tetapi juga karena tipu muslihat. Maka, terhadap
perjanjian yang dibuat atas dasar “sepakat” berdasarkan alasan-
alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan.
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
Di dalam dunia hukum, perkataan orang (persoon) berarti
pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subyek hukum.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap manusia baik
warga negara maupun orang asing adalah pembawa hak (subyek





Meskipun setiap subyek hukum mempunyai hak dan
kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan
tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum
(R. Soeroso, 1999 : 139).
Kewenangan memiliki atau menyandang hak dan
kewajiban tersebut disebut kewenangan hukum atau kewenangan
berhak, karena sejak lahir tidak semua subyek hukum (orang atau
persoon) yang pada umumnya memiliki kewenangan hukum itu,
cakap, atau dapat bertindak sendiri (F.X. Suhardana, 1987 : 45).
Kecakapan berbuat adalah kewenangan untuk melakukan
perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Perbedaan antara kewenangan
hukum dengan kecakapan berbuat adalah bila kewenangan hukum
maka subyek hukum dalam hal pasif, sedangkan pada kecakapan
berbuat subyek hukumnya aktif (F.X. Suhardana, 1987 : 50).
3) Suatu hal tertentu.
Suatu hal tertentu di sini berbicara tentang obyek perjanjian
(Pasal 1332-1334 KUHPerdata). Obyek perjanjian yang dapat
dikategorikan dalam pasal tersebut adalah (Mariam Darus
Badrulzaman, 2006 : 104-105) :
a) Obyek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat
ditentukan jenis dan dapat dihitung.
b) Obyek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang
dipergunakan untuk kepentingan umumtidak dapat menjadi
obyek perjanjian).
4) Suatu sebab yang halal.
Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri atau
tujuan dari para pihak mengadakan perjanjian. Kata halal di sini
bukan dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram




adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban
umum dan kesusilaan.
f. Unsur-Unsur Kontrak.
Unsur-unsur perjanjian terdiri dari :
1) Unsur Essensialia.
Unsur Essensialia merupakan unsur yang mutlak harus ada.
Unsur ini sangat erat kaitannya dengan syarat sahnya perjanjian,
yaitu Pasal 1320 KUHPerdata dan untuk mengetahui ada atau
tidaknya perjanjian serta untuk mengetahui jenis perjanjiannya
(Handri Raharjo, 2010 : 46).
2) Unsur Naturalia.
Unsur Naturalia merupakan unsur yang lazimnya ada atau
sifat bawaan perjanjian, sehingga secara diam-diam melekat pada
perjanjian itu (Handri Raharjo, 2010 : 46).
3) Unsur Accidentalia.
Unsur Accidentalia merupakan unsur yang harus tegas
diperjanjikan (Handri Raharjo, 2010 : 46).
g. Jenis-jenis Kontrak.
Macam-macam jenis kontrak dibagi menjadi beberapa
bagian, yaitu :
1) Kontrak Menurut Namanya.
Penggolongan ini didasarkan pada nama perjanjian yang
tercantum di dalam Pasal 1319 KUHPerdata dan Artikel 1355
NBW. Di dalam Pasal 1319 KUHPerdata dan Artikel 1355 NBW




a) Kontrak nominaat (bernama).
Kontrak niminaat atau kontrak khusus atau kontrak
bernama adalah kontrak yang memiliki nama yang dikenal dan
diatur dalam KUHPerdata. Contohnya, kontrak yang diatur
dalam buku III Bab V-XVIII KUHPerdata (Djaja S. Meliala,










b) Kontrak innominaat (tidak bernama).
Kontrak innominaat atau kontrak tidak bernama atau
kontrak umum adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan hidup
dalam masyarakat karena asas kebebasan berkontrak dan
kontrak ini belum dikenal dalam KUHPerdata (Salim H..S.,
2003 : 4). Karena perjanjian innominaat didasarkan pada asas
kebebasan berkontrak maka sistem pengaturan hukumnya
adalah sistem terbuka atau open system. Dari segi
pengaturannya kontrak innominaat terbagi atas tiga, yaitu :
(1) Kontrak innominaat yang diatur secara khusus dan
dituangkan dalam bentuk undang-undang atau telah diatur
dalam pasal-pasal tersendiri.





(3) Kontrak innominaat yang belum diatur atau belum ada
undang-undangnya di Indonesia.
2) Kontrak Menurut Bentuknya.
Di dalam KUHPerdata memang tidak disebutkan secara
sistematis tentang bentuk kontrak. Namun, apabila kita menelaah
berbagai ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata maka
kontrak menurut bentuknya dibagi menjadi dua macam, yaitu :
a) Kontrak Lisan atau Kontrak Konsensual.
Kontrak lisan atau kontrak konsensual adalah kontrak atau
perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau
kesepakatan para pihak (Pasal 1320 KUHPerdata). Dengan
adanya konsensus maka perjanjian itu telah terjadi.
b) Kontrak Tertulis atau Kontrak Riil.
Kontrak tertulis atau kontrak riil adalah kontrak yang dibuat
oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Kontrak tertulis atau
kontrak riil ini hanya berlaku sesudah terjadinya penyerahan
barang atau kata sepakat bersamaan dengan penyerahan
barangnya. Kontrak ini dibagi dalam dua macam, yaitu :
(1) Kontrak standar atau kontrak baku.
Kontrak standar atau baku adalah kontrak yang berbentuk
tertulis berupa formulir yang isinya telah distandarisasi
(dibakukan) terlebih dahulu secara sepihak oleh produsen,
serta bersifat massal tanpa mempertimbangkan perbedaan
kondisi yang dimiliki konsumen (Djaja S. Meliala, 2007 :
90).
(2) Kontrak formal.
Kontrak formal adalah kontrak yang telah ditetapkan




istilah akta, yaitu surat yang diberi tanda tangan yang
memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada
suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan
sengaja untuk pembuktian (Handri Raharjo, 2009 : 64).
3) Kontrak Timbal Balik.
Kontrak timbal balik ini, penggolongannya dapat dilihat
dari hak dan kewajiban para pihak. Kontrak timbal balik
merupakan kontrak yang dilakukan para pihak yang menimbulkan
hak dan kewajiban-kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.
Kontrak timbal balik terbagi atas dua macam, yaitu :
a) Kontrak Timbal Balik Tidak Sempurna.
Kontrak timbal balik tidak sempurna menimbulkan
kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan pihak lainnya
wajib melakukan sesuatu. Di sini tampak ada prestasi-prestasi
yang seimbang satu sama lain.
b) Kontrak yang Sepihak.
Kontrak yang sepihak merupakan kontrak yang
menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedangkan pihak
yang lainnya hanya ada hak.
4) Kontrak Cuma-Cuma atau dengan Alas Hak yang Membebani.
Penggolongan kontrak Cuma-Cuma atau dengan alas hak
yang membebani ini didasarkan pada keuntungan salah satu pihak
dan adanya prestasi dari pihak lainnya.
Kontrak Cuma-Cuma merupakan kontrak yang menurut
hukum hanyalah menimbulkan keutungan bagi salah satu pihak.
Sedangkan, kontrak dengan alas hak yang membebani merupakan
kontrak di samping prestasi pihak yang satu senantiasa ada prestasi




h. Akibat Hukum Kontrak.
Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan
menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan
kewajiban. Hak adalah kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa
semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari Pasal ini dapat
disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan
ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak
yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya
memaksa. Pembatasan dari asas kebebasan berkontrak ini dituangkan
dalam Pasal 1337 KUHPerdata.
Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan
sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh
undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya
mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya,
tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian,
diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu
perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak
ketiga.
Setiap orang melakukan perjanjian harus memenuhi syarat
sah perjanjian yang telah ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
Selain syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sering
ditentukan syarat atau formalitas tertentu dengan peraturan perundang-
undangan. Syarat kesepakatan dan syarat kecakapan sering disebut
sebagai syarat subyektif, di mana syarat tersebut adalah mengenai
subyeknya. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat
dibatalkan. Batas waktu untuk membatalkan perjanjian adalah 5 tahun




Sedangkan, syarat suatu hal tertentu dan syarat sebab yang
halal disebut sebagai syarat obyektif, di mana syarat tersebut adalah
mengenai obyeknya. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian
batal demi hukum atau sejak semula dianggap tidak pernah ada
perjanjian sehingga tidak perlu pembatalan (R. Subekti, 1987 : 20).
Terhadap perjanjian formil bila tidak dipenuhi
formalitasnya yang telah ditetapkan oleh undang-undang, maka
perjanjian itu batal demi hukum (R. Subekti, 1987 : 25).
i. Prestasi atau Obyek Perikatan.
Prestasi atau obyek perikatan adalah segala sesuatu yang
menjadi hak kreditur dan merupakan kewajiban bagi kreditur. Menurut
Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi atau obyek perikatan dapat berupa :
1) Memberi sesuatu.
2) Berbuat sesuatu.
3) Tidak berbuat sesuatu.
Prestasi dari suatu perikatan harus memenuhi syarat, yaitu :
1) Harus diperkenankan, artinya prestasi itu tidak melanggar
ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.
2) Harus tertentu atau dapat ditentukan.
3) Harus memungkinkan untuk dilakukan menurut kemampuan
manusia.
j. Wanprestasi.
Kebalikan dari prestasi adalah wanprestasi. Wanprestasi
(prestasi buruk) atau ingkar janji atau cidera janji yaitu suatu keadaan
yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan




Ada empat macam bentuk wanprestasi, yaitu :
1) Tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tapi tidak bermanfaat
lagi atau tidak dapat diperbaiki lagi.
2) Terlambat memenuhi prestasi.
3) Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana
mestinya.
4) Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh
dilakukan.
Akibat  adanya wanprestasi (Salim H.S., 2003 : 99), yaitu  :
1) Perikatan tetap ada.
2) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243
KUHPerdata).
3) Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu
timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan
atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur
tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
4) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat
membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi
dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdata.
k. Overmacht atau Force Majeure.
Overmacht atau force majeure atau yang sering
diterjemahkan sebagai keadaan memaksa merupakan keadaan di mana
seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena
keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak,
keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan
kepada debitur, sementara debitur tersebut tidak dalam keadaan




Menurut KUHPerdata force majeure terbagi atas :
1) Force majeure karena sebab yang tidak terduga.
Menurut Pasal 1244 KUHPerdata, jika terjadi hal-hal yang
tidak terduga (pembuktiannya di pihak debitur) yang menyebabkan
terjadinya kegiatan dalam melaksanakan kontrak, hal tersebut
bukan termasuk dalam kategori wanprestasi kontrak, melainkan
termasuk dalam kategori force majeure yang pengaturan
hukumnya lain sama sekali (Munir Fuady, 2001 : 114).
2) Force majeure karena keadaan memaksa.
Sebab lain mengapa seorang debitur dianggap dalam
keadaan force majeure sehingga ia tidak perlu bertanggung jawab
atas tidak dilaksanakannya kontrak adalah jika tidak dipenuhinya
kontrak tersebut disebabkan karena keadaan memaksa. Hal ini
seperti yang diatur dalam Pasal 1245 KUHPerdata.
3) Force majeure karena perbuatan tersebut dilarang.
Apabila ternyata perbuatan prestasi yang harus dilakukan
oleh debitur ternyata dilarang oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku, maka kepada debitur tersebut tidak terkena
kewajiban membayar ganti rugi.
Overmacht atau force majeure ini diklasifikasikan menjadi
beberapa, yaitu :
a) Force majuere yang obyektif.
Force majeure yang bersifat obyektif ini terjadi atas benda
yang merupakan obyek kontrak tersebut. Artinya, keadaan
benda tersebut sedemikian rupa sehingga tidak mungkin lagi





b) Force majeure yang subyektif.
Force majuere yang bersifat subyektif terjadi manakala
force majeure tersebut terjadi bukan dalam hubungannya
dengan obyek yang merupakan benda dari kontrak yang
bersangkutan.
c) Force majeure yang relatif.
Force majeure yang bersifat relatif adalah suatu force
majeure di mana pemenuhan prestasi secara tidak normal tidak
mungkin dilakukan, sungguh pun secara tidak normal masih
mungkin dilakukan.
d) Force majeure yang absolut.
Force majeure yang absolut adalah suatu force majeure
yang terjadi sehingga prestasi dari kontrak sama sekali tidak
mungkin dilakukan.
e) Force majeure yang bersifat permanen.
Suatu force majeure dikatakan bersifat permanen jika sama
sekali sampai kapan pun suatu prestasi yang terbit dari kontrak
tidak mungkin dilakukan lagi.
f) Force majeure yang bersifat temporer.
Suatu force majeure dikatakan bersifat temporer bilamana
terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak
mungkin dilakukan untuk sementara waktu.
Syarat-syarat force majeure yang diatur dalam KUHPerdata
yang diambil dari seluruh pasal-pasal dalam KUHPerdata yang
mengatur tentang force majeure dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat




1) Peristiwa yang menyebabkan terjadinya force majeure tersebut
haruslah tidak terduga oleh para pihak.
2) Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada
pihak yang harus melaksanakan prestasi (pihak debitur) tersebut.
3) Peristiwa yang menyebabkan force majeure tersebut di luar
kesalahan pihak debitur.
4) Pihak debitur tidak dalam keadaan itikad buruk.
5) Risiko beralih dari pihak kreditur kepada pihak debitur sejak saat
seharusnya barang tersebut diserahkan.
3. Tinjauan tentang Kontrak Standar.
a. Pengertian Kontrak Standar.
Timbulnya perjanjian standar di dalam lalu lintas Hukum
Kontrak Nasional dan Internasional dilandasi oleh kebutuhan akan
pelayanan yang efektif dan efisien terhadap kegiatan transaksi.
Karakter utama dari sebuah perjanjian standar adalah pelayanan yang
cepat (efisien) terhadap kegiatan transaksi yang berfrekuensi tinggi,
namun tetap dapat memberikan kekuatan serta kepastian hukum
(efektif).
Agar perjanjian standar dapat memberikan pelayanan yang
cepat, isi dan syarat (conditional) perjanjian standar harus ditetapkan
terlebih dahulu secara tertulis dalam bentuk formulir, kemudian
digandakan dalam jumlah tertentu sesuai dengan kebutuhan. Formulir-
formulir itu kemudian ditawarkan kepada konsumen secara massal
tanpa memperhatikan perbedaan kondisi mereka satu sama lain.
Konsumen tidak memiliki posisi tawar menawar yang sama
dengan produsen. Dalam banyak hal para konsumen hanya dapat
menerima atau menolak isi perjanjian yang ditetapkan sepihak oleh




Karakter dari suatu perjanjian standar dapat dikemukakan
secara berurutan sebagai berikut :
1) Isi kontrak telah ditetapkan secara tertulis dalam bentuk formulir
yang digandakan.
2) Penggandaan kontrak dimaksudkan untuk melayani permintaan
para konsumen yang berfrekuensi tinggi (sering dan
banyak/massal).
3) Konsumen dalam banyak hal menduduki posisi tawar menawar
(kedudukan transaksional) yang lebih rendah daripada produsen.
Dari karakter-karakter tersebut, beberapa pakar hukum
mencoba memberikan batasan-batasan tentang kontrak standar adalah
sebagai berikut :
1) E. H. Hondius.
Kontrak standar adalah konsep janji-janji tertulis yang
disusun tanpa membicarakan isinya, serta pada umumnya
dituangkan dalam perjanjian-perjanjian yang tidak terbatas
jumlahnya, namun sifatnya tertentu (Syahmin A.K., 2006 : 10).
2) Mariam Darus Badrulzaman.
Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan
dan dituangkan dalam bentuk formulir (Syahmin A.K., 2006 : 11).
3) Drooglever Fontuijn.
Perjanjian yang bagian isinya yang penting dituangkan
dalam susunan janji-janji.
Berbagai rumusan di atas menimbulkan masalah mengenai
siapa atau pihak yang menetapkan isi perjanjian standar sebelum




yang menetapkan isi perjanjian standar ini menyebabkan timbulnya
berbagai jenis perjanjian standar.
Beberapa macam jenis kontrak standar antara lain :
1) Kontrak Standar Sepihak (eenzijdige standaardvoorwarden).
Jika pihak yang menetapkan isi perjanjian adalah pihak
produsen (kreditur), maka kondisi atau syarat-syarat perjanjiannya
ditetapkan secara sepihak oleh pihak kreditor tanpa melalui proses
tawar menawar terlebih dahulu dengan pihak konsumen (debitur).
2) Perjanjian Standar Berpola (kontraksmodellen).
Jika isi kontrak telah ditetapkan oleh pihak ketiga yang
bertindak sebagai orang yang ahli, disediakan formulir-formulir
berbagai macam perjanjian yang dapat dipakai oleh para pihak
yang meminta jasa mereka.
b. Klausul Eksonerasi.
Di dalam suatu perjanjian standar, khususnya perjanjian
standar yang sepihak (adhesion contract) terdapat suatu kondisi atau
syarat, yaitu pencantuman klausul eksonerasi (exemption clause).
Klausul ini pada prinsipnya bertujuan membatasi bahkan
meniadakan tanggung jawab kreditur atas resiko-resiko tertentu yang
mungkin timbul di kemudian hari. Klausul eksonerasi dapat berupa
pembatasan tanggung jawab kreditor dari yang sempit sampai luas
yang berupa pembebasan dari tanggung jawab memikul resiko.
Pada umumnya klausul eksonerasi ini banyak dijumpai
pada perjanjian-perjanjian standar yang sepihak (adhesion contract).
Namun, tidak tertutup kemungkinan terdapat pada perjanjian standar





4. Tinjauan tentang Prinsip-Prinsip UNIDROIT.
a. Pengertian UNIDROIT.
Prinsip-prinsip UNIDOIT adalah prinsip hukum yang
mengatur hak dan kewajiban para pihak pada saat mereka menerapkan
prinsip kebebasan berkontrak. Jika prinsip kebebasan berkontrak tidak
diatur bisa membahayakan pihak yang lemah. Walaupun, disadari
bahwa prinsip kebebasan berkontrak bersifat fleksibel, namun prinsip
itu bisa menekan pihak yang lemah. Untuk menerapkan prinsip
keseimbangan pengadilan atau arbitrase harus mampu secara kritis
melihat kepincangan dalam kontrak agar diperoleh keputusan yang adil
dalam menerapkan kebebasan berkontrak dengan berpedoman pada
prinsip-prinsip UNIDROIT (Taryana Soenandar, 2004 : 5).
Tujuan dibuatnya prinsip UNIDROIT adalah untuk
menentukan aturan umum bagi kontrak komersial internasional.
Prinsip ini berlaku apabila para pihak telah sepakat bahwa kontrak
mereka tunduk pada prinsip tersebut dan pada prinsip hukum umum
(general principles of law), lex mercatoria (kebiasaan dalam praktek
bisnis yang semula berlaku di antara para pedagang yang tidak tertulis)
dan sejenisnya. Prinsip-prinsip UNIDROIT memberikan solusi
terhadap masalah yang timbul ketika terbukti bahwa tidak mungkin
untuk menggunakan sumber hukum yang relevan dengan hukum yang
berlaku di suatu negara. Sebagian besar prinsip-prinsip UNIDROIT
dimaksudkan seperangkat aturan penyeimbang untuk digunakan di
seluruh dunia tanpa memperhatikan tradisi hukum dan kondisi
ekonomi politik ( Taryana Soenandar, 2004 : 10).
b. Prinsip-Prinsip UNIDROIT.
Prinsip-prinsip UNIDROIT disusun dalam sebuah buku
yang memuat pasal-pasal dan dilengkapi dengan komentar serta contoh
dalam bentuk ilustrasi kasus dimuat dalam tujuh bab dengan 109 pasal.




1) Prinsip Kebebasan Berkontrak.
Prinsip-prinsip UNIDROIT bertujuan untuk
mengharmonisasikan hukum kontrak di negara-negara yang ingin
menerapkannya, sehingga materinya difokuskan pada persoalan
yang dianggap netral. Dengan demikian, ruang lingkup yang diatur
oleh prinsip-prinsip UNIDROIT adalah kebebasan berkontrak.
Dasar pemikirannya adalah apabila kebebasan berkontrak tidak
diatur, dapat terjadi distorsi. Sebaliknya, apabila pengaturannya
terlalu ketat, akan menghilangkan makna dari kebebasan
berkontrak itu sendiri (Taryana Soenandar, 2004 : 37).
Prinsip kebebasan berkontrak diwujudkan dalam lima
bentuk prinsip hukum, yaitu :
a) Prinsip kebebasan menentukan isi kontrak.
Kebebasan berkontrak di sini ditekankan sebagai prinsip
dasar dari perdagangan internasional. Selain itu, terdapat juga
pembatasan atas kebebasan berkontrak oleh aturan hukum yang
bersifat memaksa. (Taryana Soenandar, 2004 : 37).
b) Prinsip bentuk kontrak tidak perlu tertulis.
Kotrak tidak tunduk pada persyaratan formal tertentu di
dalam restatement lebih diperluas lagi dengan penegasan
bahwa walaupun dalam ketentuan tersebut hanya disebut syarat
tertulis, tetapi maksud yang sebenarnya adalah lebih luas,
mencakup juga syarat lain dalam membuat kontrak. Sebagai
konsekuensi dari kebebasan berkontrak, para pihak
dimungkinkan untuk menyepakati bentuk tertentu yang mereka
buat (Taryana Soenandar, 2004 : 38).
c) Prinsip kontrak mengikat sebagai Undang-Undang.
Prinsip pacta sunt servanda merupakan prinsip dasar dari




servanda adalah bahwa kontrak dapat diubah atau diakhiri
kapan saja apabila para pihak menyetujuinya. Sebaliknya,
perubahan atau pengakiran kontrak tanpa melalui persetujuan
para pihak, bertentangan dengan prinsip ”mengikatnya kontrak
sebagai undang-undang”. Kecuali apabila pengakhiran tersebut
sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama di
antara para pihak.
d) Prinsip perkecualian atas adanya aturan memaksa (mandatory
rules).
Prinsip-prinsip UNIDROIT memberikan tempat bagi aturan
yang memaksa (mandatory rules) baik yang berasal dari hukum
domestik maupun dari hukum internasional yang dapat
menghalangi kebebasan berkontrak.
Ada beberapa kategori aturan yang dianggap sebagai
hukum yang memaksa oleh prinsip-prinsip UNIDROIT, yaitu :
(1) Aturan hukum memaksa yang berlaku dalam prinsip-
prinsip UNIDROIT sendiri.
(2) Aturan memaksa yang berlaku apabila prinsip-prinsip
UNIDROIT dipilih sebagai hukum yang mengatur kontrak.
(3) Aturan memaksa berdasarkan hukum perdata internasional
yang relevan.
Dari ketentuan di atas dapat ditarik tiga unsur pokok, yaiyu
bahwa :
(1) Prinsip-prinsip UNIDROIT sebagai pilihan hukum dan
tidak bersifat memaksa.
(2) Penggunaan prinsip-prinsip UNIDROIT dapat





(3) Apabila para pihak sudah menundukkan diri pada prinsip-
prinsip UNIDROIT, maka mereka harus tunduk pada aturan
yang memaksa dari prinsip-prinsip hukumnya.
e) Prinsip sifat internasional dan tujuan prinsip-prinsip
UNIDROIT.
Karena tujuan prinsip-prinsip UNIDROIT adalah dalam
rangka upaya mengharmonisasi maka ketika melakukan
penafsiran harus memperhatikan sifat internasional, sehingga
dalam memahami istilah dan konsep yang dipakai haruslah
dilihat secara otonom (Taryana Soenandar, 2004 : 41).
2) Prinsip Itikad Baik (good faith) dan Transaksi Jujur (fair dealing).
Ada tiga unsur prinsip itikad baik (good faith) dan transaksi
jujur (fair dealing), yaitu :
a) Itikad baik dan transaksi jujur sebagai prinsip dasar yang
melandasi kontrak.
b) Prinsip itikad baik dan transaksi jujur dalam UPICCs
ditekankan pada praktek perdagangan internasional.
c) Prinsip itikad baik dan transaksi jujur bersifat memaksa.
3) Prinsip Diakuinya Kebiasaan Transaksi Bisnis di Negara Setempat.
Seseorang yang melakukan hubungan hukum kontraktual
dengan mitra bisnis di negara lain, di dalam praktek harus tunduk
pada hukum kebiasaan setempat. Dalam hal ini UNIDROIT
memberikan pedoman bagaimana hukum kebiasaan tersebut
berlaku. Praktek yang sudah biasa berlaku diantara para pihak
secara otomatis akan mengikat para pihak, kecuali apabila mereka
sepakat secara tegas untuk mengabaikannya. Kapan suatu praktek
kebiasaan dianggap telah berlaku diantara para pihak, hal itu




suatu praktek yang baru satu kali dilakukan dalam transaksi
tidaklah cukup dianggap sebagai praktek yang sudah berlaku.
Ada enam pokok ketentuan yang perlu diperhatikan, yaitu :
a) Praktek kebiasaan harus memenuhi criteria tertentu.
b) Praktek kebiasaan yang berlaku dilingkungan para pihak.
c) Praktek kebiasaan yang disepakati.
d) Praktek kebiasaan lain yang diketahui luas atau rutin dilakukan.
e) Praktek kebiasaan yang tidak benar.
f) Praktek kebiasaan setempat yang berlaku mengesampingkan
aturan umum.
4) Prinsip Kewajiban Menjaga Kerahasiaan.
Ketika para pihak melakukan negosiasi, tentu ada rahasia
perusahaan yang terbuka dan diketahui oleh kedua belah pihak.
Ada kemungkinan mereka memanfaatkan rahasia tersebut untuk
keuntungannya. Pada dasarnya para pihak tidak wajib menjaga
rahasia. Akan tetapi, ada informasi yang memiliki sifat rahasia
sehingga perlu dirahasiakan dan dimungkinkan adanya kerugian
yang harus dipulihkan. Apabila tidak ada kewajiban yang
disepakati, para pihak dalam negosiasi pada dasarnya tidak wajib
untuk memberlakukan bahwa informasi yang mereka pertukarkan
sebagai hal yang rahasia (Taryana Soenandar, 2004 : 56).
Dengan kata lain, apabila para pihak bebas menentukan
fakta mana yang relevan dengan transaksi yang sedang dinegosiasi,
informasi tersebut dianggap bukan rahasia. Yakni informasi yang
pihak lain dapat membuka kepada orang ketiga atau





5) Prinsip Larangan Bernegosiasi dengan Itikad Buruk.
Prinsip yang cukup penting diatur dalam prinsip-prinsip
UNIDROIT adalah mengenai jangkauan prinsip itikad baik (good
faith) yang berlaku sejak negosiasi. Menurut prinsip-prinsip
UNIDROIT tanggung jawab hukum telah lahir sejak proses
negosiasi.
Prinsip hukum yang berlaku bagi proses negosiasi adalah
sebagai berikut (Taryana Soenandar, 2004 : 54) :
a) Kebebasan negosiasi.
b) Tanggung jawab atas negosiasi dengan itikad buruk.
c) Tanggung jawab atas pembatalan negosiasi dengan itikad
buruk.
Para pihak tidak hanya bebas untuk memutuskan kapan dan
dengan siapa melakukan negosiasi. Akan tetapi, bebas juga
menentukan kapan, bagaimana dan untuk berapa lama proses
negosiasi dilakukan. Setiap orang bebas untuk melakukan
negosiasi dan memutuskan syarat-syarat yang dinegosiasikan.
Namun demikian, negosiasi tersebut tidak boleh bertentangan
dengan prinsip itikad baik dan transaksi jujur (Taryana Soenandar,
2004 : 54).
6) Prinsip Dapat Dibatalkannya Kontrak Bila Mengandung Perbedaan
Besar (gross disparity).
Prinsip ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari
prinsip itikad baik (good faith) dan transaksi jujur (fair dealing)
serta prinsip keseimbangan dan keadilan. Salah satu pihak dapat
membatalkan seluruh atau sebagian syarat individual dari kontrak,
apabila kontrak atau syarat tersebut secara tidak sah memberikan
keuntungan yang berlebihan kepada salah satu pihak. Keadaan




a) Fakta bahwa pihak lain telah mendapatkan keuntungan secara
curang dari ketergantungan, kesulitan ekonomi atau kebutuhan
yang mendesak atau dari keborosan, ketidaktahuan,
kekurangpengalaman atau kekurangahlian dalam tawar
menawar.
b) Sifat dan tujuan dari kontrak.
Salah satu pihak boleh meninta pembatalan kontrak apabila
terjadi perbedaan mencolok (gross disparity) yang memberikan
keuntungan berlebihan secara yang tidak sah kepada salah satu
pihak. Keuntungan berlebihan tersebut harus ada pada saat
pembuatan kontrak. Suatu kontrak walaupun tidak secara
mencolok curang, dapat diubah atau diakhiri.
7) Prinsip Menghormati Kontrak Ketika Terjadi Kesulitan
(Hardship).
Aturan tentang hardship menentukan bahwa apabila
pelaksanaan kontrak menjadi lebih berat bagi salah satu pihak,
pihak tersebut bagaimanapun juga terikat melaksanakan
perikatannya dengan tunduk pada ketentuan tentang kesulitan.
Ketentuan ini menenrukan dua hal pokok, yaitu :
a) Sifat mengikat dari kontrak sebagai aturan umum.
b) Perubahan keadaan yang relevan dengan kontrak jangka
panjang.
Kesulitan (hardship) merupakan suatu keadaan terjadinya
peristiwa yang secara fundamental mengubah keseimbangan
kontrak. Ada tiga unsur hardship, yaitu (Taryana Soenandar, 2004
: 72) :
a) Perubahan keseimbangan kontrak secara fundamental.




c) Menurunnya nilai pelaksanaan kontrak yang harus diterima
oleh salah satu pihak.
Menurut sifatnya, alasan adanya kesulitan hanya relevan
terhadap pelaksanaan kontrak yang masih berlaku. Apabila salah
satu pihak menyelesaikan kewajiban kontraktualnya, ia tidak lagi
berhak menggunakan alasan terjadinya kenaikan substansial dari
ongkos pelaksanaan kontrak atau terjadinya penurunan substansial
dari nilai pelaksanaan kontrak tersebut sebagai kesulitan. Sebab ia
dianggap telah menerima akibat dari perubahan keadaan itu ketika
melaksanakan kontrak (Taryana Soenandar, 2004 : 75).
Para pihak dapat saja mengubah isi aturan kontrak dalam
rangka menyesuaikan dengan keadaan khusus dari transaksi.
Akibat hukum apabila benar-benar terjadi kesulitan, yaitu (Taryana
Soenandar, 2004 : 76) :
a) Pihak yang dirugikan berhak untuk meminta renegosiasi
kontrak kepada pihak lain. Permintaan tersebut harus diajukan
segera dengan menunjukkan dasar-dasarnya.
b) Permintaan renegosiasi tidak dengan sendirinya memberikan
hak kepada pihak yang dirugikan untuk menghentikan
pelaksanaan kontrak.
c) Apabila para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam jangka
waktu yang wajar, masing-masing pihak dapat mengajukannya
ke pengadilan.
d) Apabila pengadilan membuktikan adanya kesulitan (hardship)
maka pengadilan dapat menutuskan untuk :
(1) mengakhiri kontrak pada tanggal dan jangka waktu yang
pasti.





8) Prinsip Pembebasan Tanggung Jawab Dalam Keadaan Memaksa
(force majeur).
Dalam beberapa hal, rintangan akan menghalangi seluruh
pelaksanaan kontrak tetapi adakalanya hanya mengakibatkan
keterlambatan pelaksanaannya. Dalam hal ini hanya memberikan
waktu pelaksanaan tambahan. Perlu diperhatikan bahwa jangka
waktu tambahan yang diberikan mungkin lebih lama atau lebih
pendek dari jangka waktu penundaan. Karena disebabkan oleh
adanya permasalahan krusial yang menimbulkan akibat dari
penundaan itu terhadap kelancaran kontrak tersebut (Taryana
Soenandar, 2004 : 81-82).
5. Tinjauan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual.
a Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual.
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pada awalnya lahir
sebagai dari hak-hak asasi manusia (human rights). Kesadaran hak-hak
dasar yang dimiliki manusia muncul di Barat pada abad ketiga belas.
Isu tentang kepemilikan (property) pun berkembang sejalan dengan
perkembangan konsep hak asasi.
Bermula dari semangat pada era pencerahan (renaissance)
yang disusul dengan revolusi industri di Inggris dan revolusi politik di
Prancis, berbagai penemuan yang dilakukan para ilmuwan Barat
semakin mengembangkan konsep tentang kekayaan intelektual
(intellectual property rights), yakni diawali dengan hak paten, hak
cipta dan kemudian berkembang hingga mencapai bentuknya yang
sangat modern saat ini (Ika Riswanti Putranti, 2010 : 15).
Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual
pada akhirnya juga menimbulkan untuk melindungi atau
mempertahankan kekayaan tersebut. Kebutuhan ini melahirkan
konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual tadi, termasuk




Kekayaan Intelektual dikelompokkan sebagi hak milik perorangan
yang sifatnya tidak berwujud.
Dalam sistem Hukum Perdata Indonesia sendiri hukum
harta kekayaan terdiri dari dua bagian, yaitu hukum perikatan dan
hukum benda. Dalam konsep harta kekayaan setiap barang selalu ada
pemiliknya yang disebut pemilik barang dan setiap pemilik barang
mempunyai hak atas barang miliknya yang lazim disebut hak milik
(Ahmad M. Ramli, 2000 : 24).
Secara substantif, pada hakekatnya pengertian Hak Atas
Kekayaan Intelektual dapat didefinisikan sebagai hak-hak atas harta
kekayaan yang merupakan produk olah pikir manusia. Artinya, Hak
Atas Kekayaan Intelektual adalah hak atas harta kekayaan yang timbul
dari kemampuan intelektual manusia yang bersifat pribadi dan berbeda
dari kekayaan-kekayaan yang timbul bukan dari kemampuan
intelektual manusia (Eddy Damian, 2004 : 34).
Subekti dan Tjitrosoedibio memberikan pengertian hak
milik sebagai barang yang berada dalam hak kekuasaan yang paling
kuat atau paling sempurna menurut hukum yang berlaku. Hak milik itu
sendiri merupakan terjemahan dari eigendomsrecht dalam bahasa
Belanda dan right of property dalam bahasa Inggris yang menunjuk
pada hak yang paling kuat atau paling sempurna (Ika Riswanti
Putranti, 2010 : 22-23).
Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai sebuah hak
eksklusif tidak dapat diganggu gugat, hal ini sejalan dengan prinsip
droit inviolable et sacre dari hak milik itu sendiri. Hak eksklusif ini
tidak saja tertuju pada eigenaar tetapi juga berlaku pada pembentuk
undang-undang atau penguasa di mana mereka tidak boleh begitu saja
membatasi hak milik tetapi harus ada balasannya dengan dipenuhinya
syarat-syarat tertentu. Penerapan prinsip droit inviolable et sacre
sejalan dengan hak moral (moral rights) Hak Atas Kekayaan




b Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual.
Bidang yang dicakup dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual
sangat luas, karena termasuk di dalamnya semua kekayaan intelektual
yang terdiri dari ciptaan seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang
meliputi (Eddy Damian, 2004 : 32) :










d) Pertunjukan, pemusik, aktor dan penyanyi.
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) mencakup karya-
karya yang dihasilkan oleh manusia yang terdiri dari karya-karya di
bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, sehingga dapat dibagi
menjadi :
1) Hak Cipta (Copyright).
Perkataan Hak Cipta terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu hak dan
cipta. Kata hak sering dikaitkan dengan kewajiban yang
merupakan suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak
tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak, sedangkan
kata cipta diartikan sebagai hasil kreasi manusia dengan
menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran,




Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap karya-karya
cipta di bidang Seni, Sastra dan Ilmu Pengetahuan dan pemberian
hak cipta itu didasarkan pada kriteria keaslian sehingga yang
penting adalah bahwa ciptaan itu harus benar-benar berasal dari
pencipta yang bersangkutan, bukan merupakan jiplakan maupun
tiruan karya pihak lain.
Hak Cipta ini diberikan terhadap ciptaan yang berwujud
atau berupa ekspresi yang dapat dilihat, dibaca , didengarkan dan
sebagainya. Hak Cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa
ide. Oleh karena itu, agar suatu ciptaan dapat dilindungi, maka
ciptaan itu harus diekspresikan terlebih dahulu dan sejak telah
diekspresikan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, sejak
saat itu pula ciptaan itu sudah dilindungi.
2) Merek.
Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata,
huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari
unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan
dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dari pengertian
tersebut secara umum diartikan bahwa merek adalah suatu tanda
untuk membedakan barang-barang yang dihasilkan atau
diperdagangkan seseorang atau sekelompok orang atau badan
hukum yang memiliki daya pembeda yang digunakan dalam
kegiatan perdagangan barang atau jasa, sehingga tanda tersebut
mampu memberi kesan pada saat seseorang melihat merek
tersebut.
Menurut Alexandra Yelnik dalam Nottingham Law Journal
mengatakan :
a trade mark is a legally protected part of a brand a sign which is
capable of being represented graphically and can distinguish
goods of one person from those of his/her competitor with regard




used for marketing purposes such as recognition of a product by
consumers and others (Sebuah tanda yang mampu menjadi grafik
dan dapat membedakan barang dari satu orang dari orang-orang
atau pesaingnya dengan hal sumber dan tanggung jawab untuk
kualitas. tanda ini biasanya digunakan untuk tujuan pemasaran
seperti pengenalan produk oleh konsumen dan lain-lain)
(Alexandra Yelnik, 2010 : 7).
Undang Undang membedakan merek menjadi dua, yaitu :
a) Merek Dagang, adalah tanda yang digunakan pada barang yang
diperdagangkan untuk membedakan dengan barang-barang
sejenis lainnya.
b) Merek jasa, adalah merek yang digunakan pada jasa yang
diperdagangkan untuk membedakan dengan jasa sejenis
lainnya.
Hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik
merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka
waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi
izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama
atau badan hukum untuk menggunakannya. Hak khusus yang
diberikan tersebut berfungsi untuk memonopoli, sehingga hak
tersebut mutlak pada pemilik merek dan dapat dipertahankan
terhadap siapapun, selain itu hak atas merek ini hanya diberikan
kepada pemilik merek yang beritikad baik, sehingga orang
lain/badan hukum lain tidak boleh menggunakan merek tersebut
tanpa ijin.
Merek tidak dapat didaftarkan apabila mangandung unsur-
unsur sebagai berikut :
a) Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
b) Tidak memiliki daya pembeda.




d) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa
yang dimintakan pendaftaran.
Selain itu suatu permintaan pendaftaran juga ditolak jika
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan
merek yang sudah terkenal milik orang lain yang sudah terdaftar
terlebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis maupun
yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.
Sedangkan, pengertian suatu merek mempunyai persamaan pada
pokoknya ilamana ada kesan yang sama antara lain mengenai
bentuk, cara penempatan, atau kombinasi antara unsur-unsur
maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-
merek yang bersangkutan.
Permintaan pendaftaran merek akan ditolak apabila :
a) Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, dan
nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas
persetujuan tertulis dari yang berhak.
b) Merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan
nama, bendera, lambang, atau simbol atau emblem dari negara
atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas
setujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
c) Merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau
stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga
pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang
berwenang.
d) Merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi





Penggunaan merek milik orang lain banyak dilakukan
orang atau badan hukum, mereka menggunakan merek tersebut
tanpa ijin pemiliknya, hal ini tentu akan merugikan pemilik merek
yang terdaftar. Biasanya merek yang digunakan secara melawan
hukum ini adalah merek terkenal.
3) Paten.
Obyek pengaturan paten adalah suatu penemuan baru di
bidang teknologi yang dapat diterapkan di bidang industri, sebagai
ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri, teknologi
lahir dari kegiatan penelitian dan pengembangan. Kegiatan tersebut
berlangsung dalam berbagai bentuk, ada yang secara sederhana
tetapi ada pula yang dilakukan dengan cara yang sulit dan
memakan waktu yang lama melalui lembaga Penelitian dan
Pengembangan (Research and Development)
Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada
penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama
waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau
memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk
melaksanakannya. Hak khusus yang terdapat dalam paten
merupakan hak ekslusif, yaitu hak untuk melaksanakan paten yang
dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya
membuat, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan tau
diserahkan hasil produksi yang diberi paten.
Untuk mendapatkan hak khusus tersebut penemu atau
pemegang paten harus mendaftarkan penemuannya tersebut pada
kantor paten. Setelah penemu atau pemegang paten memperoleh
hak khusus, maka penemu atau pemegang paten memperoleh hak
monopoli atas penemuannya tersebut untuk jangka waktu 20 tahun
sejak penerimaan permintaan paten. Setelah itu paten akan




Hal ini berarti setiap orang (masyarakat) bebas untuk
menggunakan paten tersebut tanpa meminta ijin dari pemilik paten
dalam hal ini tidak dianggap pelanggaran hak paten. Dengan kata
lain bila jangka waktu paten berakhir, maka hapuslah hak paten
tersebut.
Penemu adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa
orang secara bersama-sama, melaksanakan kegiatan yang
menghasilkan penemuan. Sedangkan, penemuan adalah  kegiatan
pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi, yang dapat
berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan
pengembangan proses atau hasil produksi. Dalam pengertian ini
yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan
masalah atau idea, sehingga bukan barang atau bendanya.
Penemuan di bidang teknologi baik yang berupa proses atau
hasil produksi yang dapat diberi paten harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut :
a) Penemuan tersebut harus baru.
b) Mengandung langkah inventif.
c) Dapat diterapkan dalam industri.
4) Desain Industri.
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 200 tentang Desain Industri, Desain Industri adalah suatu
kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis, atau
warna atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang
berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan
estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua
dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk,




Desain Industri diaplikasikan pada berbagai bentuk produk
industri dan kerajinan. Untuk dapat dilindungi oleh undang-
undang, suatu Desain Industri harus baru dan dapat dilihat oleh
mata. Hal ini berarti Desain Industri cenderung merupakan nilai
estetis yang bersifat menyeluruh,sehingga setiap karakteristik
teknikal yang menerapkan desain tersebut tidak ikut terlindungi
(Iswi Hariyani, 2010 : 186).
Pada dasarnya yang dilindungi dalam Desain Industri
adalah kreasi Desain Industri yang diterapkan pada suatu produk.
Apabila permohonan pendaftarannya berupa keseluruhan Desain
Industri yang diterapkan pada suatu produk, maka perlindungannya
pun keseluruhan Desain Industri. Jadi bukan bagian demi bagian.
Sedangkan, perlindungan pada permohonan pendaftaran Desain
Industri Parsial adalah bagian dari produk yang dimintakan
perlindungan. Dengan demikian perlindungan Desain Industri
Parsial menjadi lebih luas penggunaan haknya dibandingkan
dengan perlindungan Desain Industri keseluruhan (Andrieansjah
Soeparman, 2009 : 2).
Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah
Pendesain atau Pemegang Hak Desain Industri yang menerima hak
tersebut dari Pendesain. Jika Pendesain terdiri dari beberapa orang,
maka Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara
bersama, kecuali diperjanjikan lain. Pemegang Hak Desain Industri
memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri
yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa
persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor,
mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain
Industri (Iswi Hariyani, 2010 : 190-191).
Hak Eksklusif yang dimiliki Pemegang Hak Desain Industri
tidak berlaku terhadap pemakaian Desain Industri khusus untuk




tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak
Desain Industri. Penggunaan Desain Industri walaupun memiliki
misi sosial, tetap harus mendatangkan keuntungan bagi Pendesain
agar mereka tetap bersemangat merancang desain-desain yang baru
bagi kemajuan masyarakat (Iswi Hariyani, 2010 : 191).
5) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Sirkuit
Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi,
yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-
kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang
sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara
terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan
untuk menghasilkan fungsi elektronik.
Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan
peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya
satu dari elemen itu adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua
interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga
dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit
Terpadu (Iswi Hariyani, 2010 : 211).
Subyek yang berhak menerima Hak Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu adalah Pendesain, baik perorangan maupun
kelompok. Pemegang Hak memiliki hak eksklusif untuk
melaksanakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang
dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya
membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau
mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau
sebagian Desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit





Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2000 Tentang Rahasia Dagang yang dimaksud Rahasia Dagang
adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang
teknologi dan/atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena
berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh
pemilik Rahasia Dagang.
Ruang lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi
metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau
informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki
nilai ekonomidan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Rahasia
Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat
rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya
melalui upaya sebagaimana mestinya.
Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi
tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui
secara umum oleh masyarakat. Pemilik Rahasia Dagang memiliki
hak eksklusif untuk :
a) Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya.
b) Memberikan Lisensi kepada pihak lain atau melarang pihak
lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan
Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan
yang bersifat komersial.
7) Perlindungan Varietas Tanaman.
Pada dasarnya pengertian varietas secara umum sama
dengan sebagaiman dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
bahwa Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh
bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-




Sedangkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman menjelaskan
bahwa Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu
jenis atau species yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan
tanaman, daun, bunga, biji, dan ekskresi karakteristik genotype
atau kombinasi genotypa yang dapat membedakan dari satu jenis
atau species yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang
menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
Dengan ditambahkan penjelasan tentang sifat genotipe atau
kombinasi genotipe adalah susunan gen yang menghasilkan
karakter tertentu. Penilaian dilakukan baik terhadap salah satu atau
beberapa sifat atau karakter tanaman yang bersangkutan. Yang
dimaksud dengan varietas yang apabila diperbanyak tidak
mengalami perubahan adalah varietas tersebut tetap stabil didalam
proses perbanyakan benih atau propagasi dengan metode tertentu,
misalnya produksi benih hibrida, kultur jaringan, dan stek.
Guna lebih meningkatkan minat dan peran serta baik
perorangan maupun badan usaha untuk melakukan kegiatan dalam
pemuliaan dalam rangka menghasilkan varetas unggul baru,
kepada pemulia tanaman atau pemegang hak Perlindungan
Varietas Tanaman (PVT) perlu diberikan hak tertentu serta
perlindungan hukum atas hak tersebut secara memadai berupa hak
Perlindungan Varietas Tanaman.
PVT merupakan hak khusus yang memang selayaknya
harus diberikan kepada pemulia yang telah menciptakan dan
mengembangkan berbagai varietas baru tanaman yang telah
menciptakan dan mengembangkan berbagai varietas baru tanaman
yang yang berguna bagi kehidupan manusia. Perlindungan berupa
Hak Milik Intelektual di bidang pertanian ini sudah lama
dibutuhkan karena melalui pemuliaan seringkali didapatkan hasil




menimbulkan ketidakpuasan bagi pemulia. (Gazalba Saleh dan
Adriana Krisnawati, 2004 : 50-51).
Perlindungan Hak Milik Intelektual berupa hak PVT akaan
menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemulia untuk
menghasilkan varietas-varietas unggul bermutu yang kompetitif,
memanfaatkan keunggulan komparatif komoditi pertanian
nasional, serta menjamin ketersediaannya di setiap tempat dan
waktu.
Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman Indonesia
yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Pasal 2 mengatur
bahwa varietas tanaman akan mendapat perlindungan hukum
apabila varietas tanaman tersebut memenuhi persyaratan meliputi
varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam,
stabil dan diberi nama.
Perlindungan varietas tanaman merupakan hak khusus yang
memang selayaknya harus diberikan kepada pemulia yang telah
menciptakan dan mengembangkan berbagai varietas baru tanaman
yang berguna bagi kehidupan manusia. Hal tersebut mengingat
untuk menghasilkan varietas baru membutuhkan banyak waktu dan
usaha. Tidak adanya perlindungan menimbulkan perasaan tidak
adil dan tidak merangsang pemulia untuk lebih inovatif.
Adanya hak PVT ini dalam beberapa hal mengingatkan
pada hak paten, tetapi hak PVT ini berbeda dengan hak paten. Hak
paten melindungi suatu invensi di bidang industri yang terbentuk
karena tindakan manusia dan karenanya dapat ditelti dan
diproduksi ulang secara identik. Sebaliknya hak PVT mengenai
suatu produk alam yang lebih sulit untuk dijelaskan dan seringkali





6. Tinjauan tentang Hak Paten.
a. Pengertian, Ruang Lingkup dan Perlindungan Paten.
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2001 Tentang  Paten, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan
oleh negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi
yang selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut
atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk
melaksanakannya. Invensi atau penemuan adalah ide Inventor yang
dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik
di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses atau
penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses (Pasal 1 angka
2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten). Sedangkan,
berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
Tentang Paten, Inventor atau penemu adalah seseorang yang secara
sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan
ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
Pemegang paten adalah Inventor sebagai pemilik paten atau pihak
yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang
menerima lebih lanjut hak tersebut yang terdaftar dalam Daftar Umum
Paten (Iswi Hariyani, 2010 : 129-130).
Peraturan mengenai hak paten dituangkan dalam Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Hak Paten seperti
halnya Hak Cipta dan Hak Merek juga mengenai adanya Lisensi,
Royalti dan Hak Prioritas. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, lisensi adalah izin yang
diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan
perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari





Sedangkan, hak prioritas berdasarkan Pasal 1 angka 12
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten adalah hak
pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara
yang tergabung dalam Paris Convention for the protection of
Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade
Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal
penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara
tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama
pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan
berdasarkan Paris Convention tersebut.
Menurut Christopher Wong dan Jason Kreps dalam
International Free and Open Source Software Law Review New York
Law School mengatakan :
When an application for a patent is filed, it is assigned to a class and
an examiner in that class is tasked with comparing the claimed
invention  against  all  of the  scientific  and  technological antecedents
that touch on the claimed invention. A person is entitled to a patent
unless the claimed invention is not novel or would have been obvious
to a person having ordinary skill  in the art. That is, if a claimed
invention is not anticipated by another invention (and therefore novel)
and not an obvious extension of an existing invention or combination
of inventions (and therefore non-obvious), a patent should be granted.
These antecedents are known as prior art and this process of
comparison is one of the most important aspects of patent
examination. (Ketika sebuah aplikasi untuk paten diajukan, itu
ditugaskan ke kelas dan pemeriksa di kelas yang bertugas dengan
membandingkan penemuan mengklaim terhadap semua anteseden
ilmiah dan teknologi yang menyentuh pada penemuan yang di
klaim. Seseorang berhak untuk paten kecuali penemuan yang di klaim
tidak novel atau akan jelas bagi orang yang memiliki keahlian biasa
dalam bidang ini. Artinya, jika penemuan di klaim tidak diantisipasi
oleh orang lain penemuan (dan karena itu novel) dan bukan merupakan
perpanjangan jelas dari penemuan yang sudah ada atau kombinasi dari
penemuan (dan karena itu tidak jelas), paten harus
diberikan. Anteseden ini dikenal sebagai seni sebelumnya dan proses
perbandingan adalah salah satu aspek yang paling penting dari




Hak Paten adalah salah satu bagian dari Hak Kekayaan
Industri, sehingga ruang lingkup Hak Paten berkaitan dengan teknologi
industri. Teknologi merupakan penemuan yang bersifat praktis yang
berasal dari kajian ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, hasil-hasil
ilmu pengetahuan pada akhirnya berperan besar dalam memberikan
ilham bagi penemuan berbagai macam teknologi yang bersifat praktis
dan langsung bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. (Iswi Hariyani, 2010
: 130-131).
Hasil-hasil ilmu pengetahuan, umumnya berwujud tulisan
ilmiah dan teori ilmiah baru digolongkan sebagai hasil ciptaan atau
kreasi, sedangkan ilmuwannya disebut sebagai pencipta atau kreator.
Sebaliknya, pihak yang berhasil menemukan teknologi baru disebut
penemu atau Inventor, sedangkan hasil teknologinya disebut penemuan
atau Invensi. Dalam Undang-UndangNomor 14 Tahun 2001 Tentang
Paten (Undang-Undang Paten Baru), istilah penemuan diubah menjadi
Invensi dengan alasan istilah onvensi berasal dari invention yang
secara khusus dipergunakan dalam kaitannya dengan paten. Istilah
Invensi jauh lebih tepat dibandingkan dengna penemuan, sebab kata
penemuan memiliki aneka pengertian, sedangkan istilah Invensi dalam
kaitannya  dengan Paten adalah hasil serangkaian kegiatan sehingga
terciptakan sesuatu yang baru atau tadinya belum ada (Iswi Hariyani,
2010 : 131).
b. Subyek Paten.
Subyek Paten adalah Inventor atau pihak yang berhasil
menemukan Invensi. Inventor dapat terdiri dari seseorang, beberapa
orang atau sebuah badan hukum. Dalam menghasilkan Invensi,
seorang Inventor dapat bekerja sendiri atau bekerja sebagai karyawan
sebuah badan hukum, baik badan hukum swasta atau Pemerintah.
Yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau yang menerima




dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas
Invensitersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para Inventor yang
bersangkutan. Kecuali terbukti lain, yang dianggap sebagai Inventor
atau Penemu adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama
kalinya dinyatakan sebagai Inventor dalam suatu permohonan (Iswi
Hariyani, 2010 : 131-132).
Pihak yang berhak memperoleh Paten atas suatu Invensi
yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang
memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain. Inventor ini
berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan
manfaat ekonomi yang diperoleh dari Invensi tersebut. Dalam hal tidak
terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan
besarnya imbalan, maka keputusan untuk itu diberikan oleh Pengadilan
Niaga. Ketentuan ini sama sekali tidak menghapuskan hak Inventor
untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Paten.
Pencantuman nama Inventor dalam sertifikat pada dasarnya adalah hal
yang lazim dikenal sebagai Hak Moral atau Moral Right (Iswi
Haryani, 2010 : 136).
Pihak yang melaksanakan suatu Invensi, di mana Invensi
yang sama telah dimohonkan Paten oleh pihak lain, tetap berhak
melaksanakan Invensi tersebut sebagai pemakai terdahulu. Ketentuan
ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pemakai
terdahulu yang beritikad baik, tetapi tidak mengajukan permohonan.
Tetapi, ketentuan ini tidak berlaku jika pihak yang melaksanakan
Invensi sebagai pemakai terdahulu menggunakan pengetahuan tentang
Invensi tersebut dari uraian, gambar atau keterangan lainnya dari
Invensi yang dimohonkan Paten.
Pihak yang melaksanakan suatu Invensi hanya dapat diakui
sebagai pemakai terdahulu apabila setelah diberikan Paten terhadap
Invensi yang sama, ia mengajukan permohonan untuk itu kepada




disertai bukti bahwa pelaksanaan Invensi tersebut tidak dilakukan
dengan menggunakan uraian, gambar, contoh atau keterangan lainnya
dari Invensi yang dimohonkan Paten. Invensi tersebut harus benar-
benar merupakan hasil kegiatan yang dilakukan dengan itikad baik
oleh orang yang pertama kali memakai Invensi tersebut. Pengakuan
sebagai pemakai terdahulu diberikan oleh Ditjen HKI dalam bentuk
surat keterangan pemakaian terdahulu dengan membayar biaya. Surat
keterangan pemakaian terdahulu berakhir pada saat yang bersamaan
dengan saat berakhirnya Paten atas Invensi yang sama (Iswi Hariyani,
2010 : 137).
c. Hak dan Kewajiban Pemegang Paten.
Pemegang Paten Produk memiliki hak eksklusif untuk
melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang
tanpa persetujuannya membuat, menggunakan, menjual, megimpor,
menyewakan, menyerahkan, menyediakan untuk di jual, menyediakan
untuk disewakan atau menyediakan untuk diserahkan, produk yang
diberi paten. Pemegang Paten Proses juga memiliki hak eksklusif
untuk menggunakan proses yang diberi paten untuk membuat barang
dan tindakan lainnya sebagaimana hak eksklusif bagi Paten Produk.
Hak Eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada Pemegang
Paten untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri haknya
secara komersial atau melisensikan hak tersebut kepada orang lain.
Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan Paten tersebut
tanpa persetujuan Pemegang Paten.
Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan
proses yang diberi Paten di Indonesia agar ada alih teknologi,
penyerapan investasi dan penyediaan lapangan kerja. Kewajiban
tersebut tidak berlaku jika pembuatan produk atau penggunaan proses
tersebut hanya layak dilakukan dalam skala regional. Kelonggaran




dilaksanakan di Indonesia, Pemegang Paten harus mengajukan
permintaan kelonggaran disertai alasan dan bukti yang diberikan oleh
instansi yang berwenang (Iswi Haryani, 2010 : 138).
Untuk kelangsungan berlakunya Paten dan pencatatan
Lisensi Pemegang Paten atau Penerima Lisensi membayar biaya
tahunan (annual fee). Biaya tahunan juga dikenal sebagai biaya
pemeliharaan (maintenance fee). Jika suatu produk diimpor ke
Indonesia dan proses untuk membuat produk tersebut telah dilindungi
Paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang
Paten, maka Pemegang Paten Proses tersebut berhak melakukan upaya
hukum terhadap produk yang diimpor apabila produk tersebut telah
dibuat di Indonesia dengan menggunakan proses yang dilindungi
Paten.
7. Tinjauan tentang Lisensi.
a. Pengertian Lisensi.
Dalam Black`s Law Dictionary, lisensi adalah suatu bentuk
hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan
yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin.
Ini berarti lisensi selalu dikaitkan dengan kewenangan
dalam bentuk previlege untuk melakukan sesuatu oleh seseorang atau
suatu pihak tertentu. Lisensi merupakan hak previlege yang bersifat
komersial, dalam arti kata memberikan hak dan kewenangan untuk
memanfaatkan paten maupun merek dagang atau teknologi yang
dilindungi secara ekonomis.
Pengertian lisensi telah berkembang dari sekedar previlege
yang diberikan oleh negara atas pemanfaatan tanah menjadi pengertian
yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan Republik
Indonesia. Pengertian lisensi yang diatur dalam peraturan perundang-




1) Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Rahasia Dagang.
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak
Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian
berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk
menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang
diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat
tertentu.
2) Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang
Desain Industri.
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak
Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian
berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk
menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi
perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.
3) Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak
melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan
pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diberi perlindungan
dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.
4) Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang
Paten.
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten
kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk
menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi




5) Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Merek.
Lisensi adalah izin yang diberikan Pemilik Merek terdaftar
kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada
pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek
tersebut baik untuk seluruh tau sebagian jenis barang dan/atau
jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu tertentu dan syarat
tertentu.
Dapat ditarik kesimpulan bahwa lisensi merupakan suatu
bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu Hak Atas Kekayaan
Intelektual yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima
lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan
usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan yang dapat
dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual, atau
memasarkan barang tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk
melaksanakan kegiatan jasa tertentu dengan mempergunakan Hak Atas
Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut.
Pihak yang menjual atau yang memberikan lisensi tersebut
disebut Licensor atau pemberi lisensi, sedangkan pihak yang menerima
lisensi disebut Licensee atau penerima lisensi. Lisensi senantiasa
melibatkan suatu bentuk perjanjian (kontrak tertulis) dari pemberi
lisensi dan penerima lisensi. Perjanjian ini berfungsi sebagai dan
merupakan bukti pemberian izin dari pemberi lisensi kepada penerima
lisensi untuk menggunakan nama dagang, paten atau hak milik lainnya
(Hak Atas Kekayaan Intelektual).
Sedangkan, secara umum definisi dari perjanjian lisensi
dapat diartikan sebagai memberi kuasa untuk menggunakan karya
cipta, memberi ijin untuk melakukan atau menggunakan sesuatu,




menggunakan atau menjual sesuatu. Secara singkat lisensi dapat
diartikan sebagai pemberian hak atas kepemilikan (property) tanpa
mengalihkan pemiliknya (Hendra Tanu Atmaja, 2003 : 75).
b. Hak dan Kewajiban Para Pihak.
1) Kewajiban Pemberi Lisensi.
a) Memberikan segala macam informasi yang berhubungan
dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan yang
diperlukan oleh penerima lisensi untuk melaksanakan lisensi
yang diberikan tersebut.
b) Memberikan bantuan pada penerima lisensi mengenai cara
pemanfaatan dan/atau penggunaan Hak Atas Kekayaan
Intelektual yang dilisensikan tersebut.
2) Hak Pemberi Lisensi.
a) Melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan dan penggunaan
atau pemanfaatn lisensi oleh penerima lisensi.
b) Memperoleh laporan secara berkala atas jalannya kegiatan
usaha penerima lisensi yang mempergunakan Hak Atas
Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut.
c) Menerima pembayaran royalti dalam bentuk, jenis dan jumlah
yang dianggap layak olehnya.
d) Atas pengakhiran lisensi, melarang penerima lisensi untuk
mengembalikan seluruh data, informasi maupun keterangan
yang diperoleh penerima lisensi selama masa pelaksanaan
lisensi.
e) Atas pengakhiran, melarang penerima lisensi untuk
memanfaatkan lebih lanjut seluruh data, informasi maupun





f) Pemberi lisensi tidak menghapuskan hak pemberi lisensi untuk
tetap memanfaatkan, menggunakan atau melaksanakan sendiri
Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan.
3) Kewajiban Penerima Lisensi.
a) Melaksanakan seluruh instruksi yang diberikan oleh pemberi
lisensi guna melaksanakan Hak Atas Kekayaan Inteleltual yang
dilisensikan.
b) Memberikan keleluasaan bagi pemberi lisensi untuk melakukan
pengawasan maupun inspeksi berkala.
c) Memberikan laporan secara berkala maupun atas permintaan
pemberi lisensi.
d) Menjaga kerahasiaan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual yang
dilisensikan selama maupun setelah berakhirnya masa
pemberian lisensi.
e) Tidak memanfaatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang
dilisensikan selain dengan tujuan untuk melaksanakan lisensi
yang diberikan.
f) Melakukan pembayaran royalti dalam bentuk, jenis dan jumlah
yang telah disepakati secara bersama.
g) Melaporkan segala pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual
yang ditemukan di dalam praktek.
4) Hak Penerima Lisensi.
a) Memperoleh segala macam informasi yang berhubungan
dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan yang
diperlukan olehnya untuk melaksanakan lisensi yang diberikan
tersebut.
b) Memperoleh bantuan dari pemberi lisensi atas segala macam
cara pemanfaatan dan/atau penggunaan Hak Atas Kekayaan




c. Lisensi Paksa atau Lisensi Wajib.
Lisensi paksa atau lisensi wajib berasal dari kata
compulsory license. Lisensi paksa atau lisensi wajib merupakan suatu
bentuk lisensi yang diberikan tidak secara sukarela oleh pemilik atau
pemegang suatu Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan
secara paksa tersebut, melainkan diberikan oleh suatu badan nasional
yang berwenang (Gunawan Widjaja, 2001 : 34).
Lisensi paksa atau lisensi wajib ini diberikan atas alasan-
alasan sebagai berikut :
1) Adanya penolakan untuk memberikan lisensi atas Hak Atas
Kekayaan Intelektual yang diberikan perlindungan (refusal to
deal).
2) Hak Atas Kekayaan Intelektual yang diberikan perlindungan tidak
dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak mencukupi sehingga
mengakibatkan terjadinya kekurangan pasokan dalam pasar (non-
working and inadequate supply).
3) Kepentingan masyarakat umum (public interest).
4) Menghindari praktek terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat
(anti-competitive practices).
5) Keperluan penggunaan oleh pemerintah (governmental use).
d. Pengaturan Lisensi Dalam Undang-Undang Merek.
Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2001 tentang Merek, lisensi adalah izin yang diberikan Pemilik
Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian
berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk
menggunakan Merek tersebut baik untuk seluruh tau sebagian jenis





Dari pengertian di atas mengandung beberapa unsur, yaitu :
1) Adanya izin yang diberikan oleh Pemegang Merek.
2) Izin tersebut diberikan dalam bentuk perjanjian.
3) Izin tersebut merupakan pemberian hak untuk menggunakan
Merek tersebut (yang bukan bersifat pengalihan hak).
4) Izin tersebut diberikan baik untuk seluruh atau sebagian jenis
barang dan/atau jasa yang didaftarkan.
5) Izin tersebut dikaitkan dengan waktu tertentu dan syarat tertentu.
e. Pengaturan Lisensi Dalam Undang-Undang Paten.
Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2001 tentang Paten, lisensi adalah izin yang diberikan oleh
Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian
hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi
perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.
Pengaturan Lisensi dalam Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2001 tentang Paten diatur dalam Pasal 69 hingga Pasal 73
Bagian Kedua Bab V tentang Lisensi dan Pasal 74 hingga Pasal 87
Bagian Ketiga Bab V tentang Lisensi Wajib.
Lisensi Paten memberikan hak kepada pemegang lisensi
untuk (Gunawan Widjaja, 2001 : 57) :
1) Dalam hal paten produk, yaitu membuat, menggunakan, menjual,
mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk
dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.
2) Dalam hal paten proses, yaitu menggunakan proses produksi yang
diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya
sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a.
3) Dalam hal paten proses, melarang pihak lain yang tanpa
persetujuannya melakukan impor droduk yang semata-mata




8. Tinjauan tentang Alih Teknologi.
Teknologi menurut United Nations Conference on
Transnational Corporations (UNCTC) dapat diartikan secara sempit
maupun secara luas. Dalam arti sempit, teknologi adalah technical
knowledge or know-how that is knowledge related to the method and
techniques of production of goods and services. Dalam pengertian ini
keahlian manusia yang diperlukan untuk penerapan teknik-teknik itu dapat
dianggap sebagai teknologi. Sedangkan, teknologi secara luas meliputi
barang-barang modal yaitu alat-alat, mesin-mesin dan seluruh sistem
produksi yang boleh dikatakan sebagai teknologi berwujud (Dewi Astutty
Mochtar, 2001 : 46).
Peter Mahmud Marzuki memandang bahwa pengetahuan,
keahlian dan pengalaman sebagai komponen yang paling penting dalam
teknologi. Teknologi merupakan technical know-how yang berkaitan
dengan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa termasuk alat-alat
(Dewi Astutty Mochtar, 2001 : 47).
Alih teknologi merupakan alih mengenai technical know-
how, yaitu rahasia yang ada di belakang peralatan untuk memproduksi
barang dan jasa. Dapat diartikan pula bahwa alih teknologi sebagai proses
memperoleh kemampuan teknologi dari luar negeri (Dewi Astutty
Mochtar, 2001 : 47).
Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil
Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan
Lembaga Penelitian Dan Pengembangan, alih teknologi adalah pengalihan
kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan
teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam





Ketika sebuah ide ataupun ide-ide sudah dalam bentuk
nyata seperti buku, film, sound recording, desain product ataupun invens,
penjualan atau perlisensian dari suatu produk tersebut menghasilkan
(right-owners). Proses dari komersialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual
(HAKI) melibatkan perpindahan kreativitas pemikiran, riset dan
pengembangan dari laboratorium, hasil studi penulis atau hasil kerja
desainer komputer berupa program komputer ke pada pasar (market
place). Proses penyebaran invensi ataupun inovasi ini ke dalam
masyarakat dikenal dengan transfer of technology. Terminologi ini telah
menjadi bagian dari ilmu dan merupakan pengejawantahan dari hak paten,
scientific know-how, tiset serta berupa pengembangan dalam industri
kepada pasar (Suyud Margono, 2010 : 45).
Di tengah persaingan bisnis yang semakin tajam, satu-
satunya upaya yang dapat menyelamatkan perusahaan adalah melakukan
penelitian untuk inovasi maupun mendapatkan teknologi baru yang lebih
unggul serta efisien dalam ongkos produksi. Proses inovasi ini tidak lepas
dari kebutuhan dan pemintaan pasar. Sementara itu, transfer teknologi
maupun ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) pada umumnya sulit
dilakukan. Oleh karena itu, negara yang relatif tidak menguasai IPTEK
akan bergantung pada negara maju. Pertumbuhan karya intelektual hanya
dapat dirangsang jika penemunya diberi pengakuan bahwa karyanya
adalah asetnya (Dewi Sulistianingsih, 2008 : 11).
Alih teknologi dari suatu negara kenegara lain, umumnya
dari negara maju berkembang dapat dilakukan dengan berbagai cara
tergantung pada macamnya bantuan teknologi yang dibutuhkan untuk








a Memperkerjakan tenaga-tenaga ahli aging perorangan. Dengan cara ini
negara berkembang bisa dengan mudah mendapatkan teknologi, yang
berupa teknik dan proses manufacturing yang tidak dipatenkan. Cara
ini hanya cocok untuk industri kecil dan menengah.
b Menyelenggarakan suplai dari mesin-mesin dan alat equipment
lainnya. Suplai ini dapat dilakukan dengan kontrak tersendiri.
c Perjanjian lisensi dalam teknologi si pemilik teknologi dapat
memudahkan teknologi dengan memeberikan hak kepada setiap
orang/badan untuk melaksanakan teknologi dengan suatu lisensi.




4) Pemasangan dan menja1ankan mesin-mesin.
5) Manajemen.
B. KERANGKA PEMIKIRAN.
Perkembangan teknologi yang sedemikian pesat yang
disertai dengan industrialisasi yang terjadi di mana-mana telah membagi dunia
atas dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang memiliki
perkembangan teknologi yang sangat pesat. Kelompok kedua adalah
kelompok yang terdiri dari negara-negara terbelakang yang sering disebut
sebagai negara dunia ketiga.
Masalah alih teknologi ini sangat penting karena dunia
semakin mengglobal. Cara yang paling baik untuk melakukan alih teknologi
adalah melalui pemberian lisensi. Dengan adanya pemberian lisensi
diharapkan kepada penerima lisensi dapat melakukan memodifikasi,
pengembangan dan penyempurnaan lebih lanjut dari lisensi yang diberikan
oleh pemberi lisensi. Alih teknologi dengan cara pemberian lisensi paten




Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry ada untuk
melindungi produk mereka karena BlackBerry adalah nama paten sebuah
produk yang telah dipatenkan oleh Research In Motion guna melindungi hak-
hak Research In Motion atas kekayaan intelektual mereka agar apabila terjadi
alih teknologi di bidang industri, mereka tetap mendapat hak-haknya.
Teknologi Research In Motion juga terbuka bagi pihak ketiga, developer dan
produsen, untuk meningkatkan produk dan layanan mereka. Portofolio
Research In Motion mencakup berbagai produk, layanan serta teknologi
lainnya, dan sudah digunakan oleh ribuan organisasi di dunia.
Research In Motion dalam Kontrak Lisensi Piranti Lunak
merupakan pemberi lisensi atau Licensor. Sedangkan, Indonesia merupakan
penerima lisensi atau Licensee. Kedua belah pihak telah terikat dalam suatu
kontrak yang bernama Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry. Karena
kedua belah telah mengadakan suatu perjanjian, maka kedua belah pihak
wajib mentaati segala sesuatu yang telah tertuang di dalam kontrak. Pihak
pemberi lisensi dalam hal ini Research In Motion dan penerima lisensi dalam
hal ini Indonesia dituntut untuk menerapkannya dengan baik.
Hukum sebagai sarana pembaharuan sosial harus mampu
untuk memberikan pengaturan terhadap perkembangan baru, untuk itu alih
teknologi harus dapat diatur secara hukum Indonesia, sebagai negara
berkembang menyadari bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai
peranan penting dalam mempercepat pembangunan sosio ekonomi nasional
dan khususnya dalam memperlancar peningkatan produksi dari barang dan
jasa dalam sektor industri dan memasukkan teknologi asing yang cocok yang
tepat dari luar negeri kedalam negeri dengan ketentuan-ketentuan, syarat-
syarat dan harga yang menguntungkan bagi kepentingan nasional berarti akan
memperbesar peranan tersebut.
Pengaturan hukum dalam bidang alih teknologi baik yang
berkaitan dengan lisensi maupun yang berkaitan dengan penanaman modal
asing. Untuk itu perlu menjabarkan dengan tegas dan harus bagaimana




teknologi Indonesia, sehinga produksi suatu teknologi akan lebih meluas ke
negera-negara berkembang.
Pembangunan industri untuk Indonesia sangat diperlukan
terutama dalam kaitan dengan penemuan baru. Suatu penemuan baru harus
dapat direaksir segera dimana paten atau penemuan tersebut didaftarkan.
Pihak-pihak dapat menggunakan paten tersebut dan kepada pihak yang
menggunakan lisensi wajib tersebut harus memberikan royalti yang
wajar kepada pihak pemegang paten tersebut. Berdasarkan kategori di atas
jelas terlihat bahwa penggunaan teknologi baru atau alih teknologi harus
mendapat pengaturan yang memadai sehingga dunia usaha akan terhindar dari
peniruan teknologi lain, dan hal ini sejalan dengan persetujuan umum tentang
tarif dan perdagangan yang merupakan perjanjian perdagangan multilateral
yang pada dasarnya bertujuan menciptakan perdagangan bebas perlakuan yang
sama dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
guna mewujudkan kesejahteraan manusia.
Para pihak yang terlibat dalam penerapan kontrak lisensi
piranti lunak BlackBerry kemungkinan akan menemui hambatan-hambatan.
Hambatan-hambatan ini tentu akan mengganggu implementasi kontrak lisensi
piranti lunak BlackBerry di Indonesia. Salah satu cara agar hambatan dalam
menerapkan kontrak lisensi piranti lunak BlackBerry di Indonesia adalah
dengan memberikan perlindungan hukum yang berupa perlindungan hukum
terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Paten. Adanya
hambatan-hambatan alih teknologi dalam Kontrak Lisensi Piranti Lunak
BlackBerry serta perlindungan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual,
khususnya Hak Paten memerlukan solusi atau penanganan yang tepat sasaran.
Untuk lebih memperjelas kerangka pemikiran di atas, maka
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. HASIL PENELITIAN.
1. Deskripsi Lokasi Penelitian.
a. Sejarah Kepemilikan PT XL Axiata Tbk.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak
Syafriadin Siregar selaku Area Manager – Consumer Jakarta Timur –
Bekasi – Cikarang BlackBerry and Internet Service PT XL Axiata Tbk
yang menggantikan Bapak Handono Warih selaku General Manager
BlackBerry and Internet PT XL Axiata Tbk, PT XL Axiata Tbk (XL
atau Perusahaan) didirikan pada tanggal 6 Oktober 1989 dengan nama
PT Grahametropolitan Lestari yang bergerak di bidang perdagangan
dan layanan umum.
Enam tahun kemudian, Perusahaan mengambil suatu
langkah penting seiring dengan kerjasama antara Rajawali Group,
selaku pemegang saham PT Grahametropolitan Lestari, dan tiga
investor asing, yaitu NYNEX, AIF dan Mitsui). Nama perusahaan pun
berubah nama menjadi PT Excelcomindo Pratama dan berikutnya
menjadi PT XL Axiata, dengan bisnis utama di bidang penyediaan
layanan telepon dasar.
Pada tahun 1996, XL mulai beroperasi secara komersial
dengan fokus cakupan area di Jakarta, Bandung dan Surabaya. Hal ini
menjadikan XL sebagai perusahaan tertutup pertama di Indonesia yang
menyediakan layanan telepon dasar bergerak seluler.
Bulan September 2005 merupakan suatu tonggak penting
untuk perusahaan. Dengan mengembangkan seluruh aspek bisnisnya,
XL kemudian menjadi perusahaan publik dan tercatat dalam Bursa
Efek Jakarta atau Bursa Efek Indonesia. Kepemilikan saham XL saat





Indocel Holding Sdn Bhd sebesar 86,5% dan Emirates
Telecommunications Corporation (Etisalat) melalui Etisalat
International Indonesia Ltd sebesar 13,3%.
XL pada saat ini merupakan penyedia layanan
telekomunikasi seluler dengan cakupan jaringan yang luas di seluruh
wilayah Indonesia bagi pelanggan ritel dan menyediakan solusi bisnis
bagi pelanggan korporat. Layanan XL mencakup antara lain layanan
suara, data dan layanan nilai tambah lainnya (value added services).
Untuk mendukung layanan tersebut, XL beroperasi dengan teknologi
GSM 900/DCS 1800 serta teknologi jaringan bergerak seluler sistem
IMT-2000/3G. XL juga telah memperoleh Izin Penyelenggaraan
Jaringan Tetap Tertutup, Izin Penyelenggaraan Layanan Akses Internet
(Internet Services Protocol atau ISP), Izin Penyelenggaraan Layanan
Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (Voice over Internet
Protocol atau VoIP) dan Izin Penyelenggaraan Layanan Interkoneksi
Internet (NAP).
Berikut ini riwayat kepemilikan saham XL, yaitu :
1) Tahun 1995.
PT Excelcomindo Pratama didirikan melalui kerjasama
antara Rajawali Group dengan tiga investor asing (NYNEX, AIF
dan Mitsui).
2) Januari 2005.
Telekom Malaysia (TM) melalui anak perusahaannya, TM
International (L) Limited (TML), melakukan pembelian 23,1%
saham XL yang dimiliki oleh NYNEX Indocel Holding Sdn
dengan cara mengakuisisi NYNEX yang kemudian berubah nama
menjadi Indocel Holding Sdn. Kemudian, Indocel Holding Sdn
mengubah statusnya menjadi perusahaan tertutup dengan nama





Indocel Holding Sdn Bhd menambah kepemilikannya di
XL dengan mengakuisisi seluruh saham Rogan Patners Inc.
sejumlah 4,2%.
4) Juli 2005.
Sehubungan akan dilakukannya penawaran umum perdana
saham, XL melakukan pemecahan saham (stock split).
5) September 2005.
XL melakukan penawaran umum saham perdana dan
tercatat di Bursa Efek Indonesia atau yang dahulu bernama Bursa
Efek Jakarta sebanyak 1.427.500.000 lembar saham (20%).
Melalui penawaran saham perdana ini, Khazanah Nasional Berhad
mengkuisisi saham XL sebanyak 16,8% sementara Indocel
HoldingSdn Bhd mengakuisisi saham XL sebesar 3,2%. Jumlah
saham yang diperjualbelikan di masyarakat adalah 9.308.500
lembar saham, termasuk diantaranya 5.000.000 lembar sebagai
alokasi saham untuk karyawan. Seluruh dana yang diperoleh dari
penawaran umum perdana telah dipergunakan untuk membiayai
belanja modal dan juga pelunasan hutang jangka pendek sesuai
dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan
pada tanggal 31 Mei 2006.
6) Oktober 2005.
Terjadi perubahan pemegang saham mayoritas di XL
setelah Indocel Holding Sdn mengakuisisi saham yang dimiliki PT
Rajawali Corpora yang dulu bernama PT Telekomindo
Primabhakti sebanyak 2.265.002.500 lembar. Selain itu, Indocel
Holding Sdn Bhd juga melepas sahamnya ke publik sejumlah




yang merupakan anak perusahaan dari TM International (L)
Limited menjadi 56,9%.
7) Juni 2006.
Indocel Holding Sdn Bhd kembali menambah
kepemilikannya di XL dengan mengakuisisi seluruh saham yang
dimiliki AIF (Indonesia) Ltd. sebanyak 195.605.400 lembar saham.
Sepanjang tahun 2006, Indocel Holding Sdn Bhd telah melepaskan
saham XL ke publik sejumlah 3.507.000 lembar saham secara
bertahap.
8) Mei 2007.
Indocel Holding Sdn Bhd kembali menambah
kepemilikannya di XL dengan mengakuisisi seluruh saham yang
dimiliki oleh AIF (Indonesia) Ltd. sebanyak 523.532.100 lembar.
Setelah transaksi ini, kepemilikan Indocel Holding Sdn Bhd di XL
adalah sebesar 6,7%. PT Rajawali Corpora menjual seluruh saham
XL yang dimilikinya sebanyak 1.132.497.500 lembar kepada Bella
Sapphire Ventures Limited (sebuah perusahaan afiliasi Rajawali
Group yang berdomisili di Kepulauan Seychelles).
9) Desember 2007.
Bella Sapphire Ventures Ltd. menjual seluruh
kepemilikannya di XL kepada Emirates Telecommunications
Corporation (ETISALAT) International Indonesia Ltd. ETISALAT
adalah perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Timur Tengah.
Melalui transaksi ini, ETISALAT menjadi pemegang saham di XL
dengan kepemilikan 16%. Sepanjang tahun 2007, Indocel Holding
Sdn Bhd telah melepas 2.050.000 lembar saham perusahaan yang





TM Board mengumumkan bahwa proses demerger TM
Group telah selesai. Indocel Holding Sdn Bhd mengakuisisi
seluruh saham XL yang dimiliki oleh Khazanah Nasional Berhad.
Dengan demikian, total kepemilikan saham XL oleh Indocel
Holding Sdn Bhd menjadi 83,3%.
11) November 2009.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah
menyetujui Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka Penerbitan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) (PUT I) yang
dilakukan oleh perusahaan sejumlah 1.418.000.000 saham baru.
Transaksi yang diselesaikan pada tanggal 11 Desember 2009 ini
mengakibatkan perubahan komposisi kepemilikan saham
perusahaan menjadi sebagai berikut :
a) Indocel Holding Sdn Bhd sebanyak 7.358.709.290 atau sebesar
86,5%.
b) Etisalat International Indonesia Ltd sebanyak 1.132.497.500
atau sebesar 13,3%.
c) Publik sebanyak 16.793.210 atau sebesar 0,2%.
Berikut ini adalah tahun-tahun penting bagi PT XL Axiata
Tbk, yaitu :
1) Tahun 1996.
Memperoleh izin seluler sistem GSM 900 dan resmi
beroperasi secara komersial dengan fokus area di Jakarta, Bandung
dan Surabaya.
2) Tahun 1997.






Meluncurkan merek proXL untuk produk layanan prabayar.
4) Tahun 2000.
Mulai memasuki pangsa pasar di Sumatera dan Batam.
5) Tahun 2001.
Mendapatkan alokasi spectrum DCS 1800 dan
menyelesaikan pembangunan jaringan utama serat optik. Juga
menghadirkan layanan M-banking dan M-Fun.
6) Tahun 2002.
Memperluas cakupan jaringan ke daerah Kalimantan dan
Sulawesi serta meluncurkan layanan leased line dan IP (Internet
Protocol).
7) Tahun 2004.
Melakukan re-branding logo XL dan membuat merek
proXL dengan produk-produk baru, yaitu jempol (prabayar), bebas
(prabayar) dan Xplor (pasca bayar).
8) Tahun 2005.
Menjadi anak perusahaan TM Group dan terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (dahulu bernama Bursa Efek Jakarta) dengan kode
saham EXCL.
9) Tahun 2006.






Menjadi pelopor dalam penerapan tarif Rp 1/detik. Etisalat
menjadi pemegang saham XL. Etisalat adalah perusahaan
telekomunikasi terbesar kedua di Timur Tengah. Memulai
konsolidasi brand menjadi prabayar XL dan pasca bayar XL.
11) Tahun 2008.
TM Group mengumumkan penyelesain proses demerger-
nya, menghasilkan dua entitas yang terpisah, yaitu Telekom
Malaysia (TM) dan TM International Berhad (sekarang berganti
nama menjadi Axiata Group Berhard/Axiata), di mana Indocel
Holding Sdn Bhd secara tidak langsung merupakan anak
perusahaan Axiata melalui TM International (L) Limited.
Kemudian, Axiata mengakuisisi seluruh kepemilikan saham XL
yang dimiliki oleh Khazanah Nasional Berhad, sehingga
kepemilikan Indocel Holding Sdn Bhd menjadi 83,8%.
12) Tahun 2009.
Meluncurkan logo perusahaan yang baru pada bulan Juni
dengan menambahkan logo Axiata sebagai symbol sinergi dengan
Axiata. Pada bulan Desember 2009, XL juga mengubah nama
perusahaan menjadi PT XL Axiata Tbk.
Melakukan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka
Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)
sejumlah 1.418.000.000 saham baru.
b. Tata Kelola Perusahaan PT XL Axiata Tbk.
Dari laporan tahunan perusahaan PT XL Axiata Tbk tahun
2009, PT XL Axiata Tbk berkeyakinan bahwa pelaksanaan tat kelola
perusahaan yang baik atau good corporate governance (CGC) akan




lapisan. Oleh karena itu, XL senantiasa melakukan praktek-praktek
yang terbaik dalam menjalankan bisnis di setiap ruang gerak kegiatan
XL. Di samping itu, XL juga menyadari dan selalu mengikuti
dinamika perkembangan tata kelola perusahaan di Indonesia yang telah
mengalami kemajuan pesat selama ini.
Melalui komitmen tinggi dalam menjunjung prinsip-prinsip
good corporate governance, perusahaan berhasil memaksimalkan
imbal hasil, memperbaiki kinerja melalui nilai-nilai perusahaan serta
melindungi kepentingan para pemegang saham XL. Lebih lanjut lagi,
XL juga senantiasa memperkuat bagan kerja tata kelola perusahaan
seiring dengan peningkatan bisnis yang pesat di tengah lingkungan
persaingan bisnis yang semakin ketat.
Secara prinsip, perusahaan telah membangun landasan
pelaksanaan tata kelola perusahaan yang kokoh gyna menopang
kerangka kerja tata kelola perusahaan melalui fungsi-fungsi strategis
pelaksanaannya, yaitu :
1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan
organisasi tertinggi dalam struktur korporasi XL dengan wewenang
antara lain :
a) Mengankat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris
dan Direksi.
b) Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar.
c) Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan.
d) Menyetujui rencana perolehan dan penggunaan dana.
e) Menunjuk akuntan publik.
f) Menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
2) Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris diberikan kuasa oleh perusahaan untuk




kepada Direksi dalam menjalankan roda usaha perusahaan. Hal ini
bertujuan untuk memastikan Direksi mematuhi ketentuan dan
peraturan yang telah ditetapkan dalam menjalankan tugasnya.
Dewan Komisaris XL beranggotakan paling sedikit tiga
orang, termasuk Presiden Komisaris. Anggota Dewan Komisaris
diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk masa
jabatan tiga tahun dan dapat diangkat kembali setelah berakhirnya
masa jabatan atau diberhentikan sebelum masa jabatannya
berakhir.
Pada saat ini, Dewan Komisaris XL terdiri dari tujuh
anggota, termasuk Presiden Komisaris dan tiga Komisaris
Independen. Komisaris Independen ini memiliki peran yang sangat
penting bagi perusahaan, yakni untuk mewakili kepentingan publik
dalam mengawasi jalannya perusahaan. Salah satu Komisaris
Independen XL juga merangkap sebagai Ketua Komite Audit XL.
Berikut ini adalah nama-nama Dewan Komisaris XL, antara
lain :
a) YBhg Tan Sri Dato’ Ir Muhammad Radzi bin Haji Mansor
selaku Presiden Komisaris.
b) YBhg Dato’ Sri Jamaludin bin Ibrahim selaku Komisaris.
c) YBhg Dato’ Yusof Annuar bin Yaacob selaku Komisaris.
d) Ahmad Abdulkarim Mohd Julfar selaku Komisaris.
e) Gita Irawan Wirjawan selaku Komisaris.
f) Peter J. Chambers selaku Komisaris Independen.
g) Dr. Ir. Giri Suseno Hadihardjono selaku Komisaris Independen.
h) Elisa Lumbantoruan selaku Komisaris Independen.
3) Direksi.
Direksi bertanggung jawab penuh atas perusahaan untuk
kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik




Dasar. Selain memusatkan perhatian pada tugas yang diembankan,
Direksi juga diharapkan dapat melakukan koordinasi dan
komunikasi dalam menerapkan strategi perusahaan untuk
memastikan bahwa mereka bekerja menuju tujuan yang sama.
Direksi XL beranggotakan paling sedikit tiga orang,
termasuk Presiden Direktur. Anggota Direksi XL diangkat oleh
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk masa jabatan tiga
tahun dan dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa jabatan
atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
Direksi XL menyelenggarakan rapat rutin setiap minggu
atau setiap saat jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau
lebih anggota direksi yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan
ketentuan Anggaran Dasar XL.
Berikut ini adalah nama-nama Direksi XL, yaitu :
a) Hasnul Suhaimi selaku Presiden Direktur.
b) Joris de Fretes selaku Direktur Corporate Services.
c) P. Nicanor V. Santiago III selaku Direktur Consumer
Marketing.
d) Joy Wahjudi selaku Direktur Commerce.
e) Willem Lucas Timmermans selaku Direktur Finance.
f) Dian Siswarini selaku Direktur Network Services.
4) Komite Nominasi dan Remunerasi.
Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk untuk
memberikan rekomendasi kepada Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) terkait hal-hal nominasi, pemilihan dan pengusulan calon
anggota Komisaris, Direksi dan Komite Audit. Di samping itu,
fungsi lain Komite ini adalah merumuskan kebijakan remunerasi
bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Komite-komitelainnya




tetap memperhatikan ketepatan, transparansi dan pertanggung
jawabannya.
Melalui Komite ini, perusahaan dapat memastikan bahwa
perusahaan dipimpin oleh orang-orang yang tepat dan kompeten
serta skema pemberian kompensasi yang tepat bagi para Direktur
dan Komisaris yang disesuaikan dengan kinerja perorangan
masing-masing maupun dengan kinerja perusahaan.
Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki peran dan
tanggung jawab, yaitu :
a) Memberikan rekomendasi kepada para pemegang saham
mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
b) Mengevaluasi susunan Dewan Komisaris dan Direksi
berdasarkan kemampuan, pengalaman dan kualifikasi yang
dimiliki oleh anggotanya.
c) Menyusun kebijakan, penilaian, rekomendasi dan pedoman
yang berhubungan dengan remunerasi seperti struktur
penghargaan, fasilitas dan hak-hak lainnya bagi para anggota
Dewan Komisaris, Direksi, Komite (jika ada) dan Manajemen
Senior dengan memperhatikan Anggaran Dasar perusahaan.
d) Memberikan masukan kepada pemegang saham terkait kinerja
setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta
mengevaluasi kinerja dan remunerasi yang diterima oleh
masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
Berikut ini adalah nama-nama anggota Komite Nominasi
dan Remunerasi, yaitu :
a) YBhg Tan Sri Dato’ Ir Muhammad Radzi bin Haji Mansor
sebagai Ketua Komite.
b) YBhg Dato’ Sri Jamaludin bin Ibrahim sebagai Anggota.
c) YBhg Dato’ Yusof Annuar bin Yaacob sebagai Anggota.




e) Peter J. Chambers sebagai Anggota.
f) Hasnul Suhaimi sebagai Anggota
5) Komite Audit.
Komite Audit bertanggung jawab membantu Dewan
Komisaris dalam mengevaluasi integritas laporan keuangan yang
dibuat oleh perusahaan, melakukan penilaian efektifitas sistem
pengawasan internal dan mengidentifikasi masalah yang dapat
muncul jika terjadi pelanggaran hukum dan peraturan.
Anggota Direksi dan Auditor Independen hadir dalam rapat
atas undangan perusahaan dalam rangka memberikan informasi
kepada Komite mengenai hal-hal khusus. Komite ini juga
menyelenggarakan beberapa pertemuan khusus dengan Auditor
Independen tanpa kehadiran manajemen.
Berikut ini adalah nama-nama yang tergabung dalam
Komite Audit, yaitu :
a) Peter J. Chambers selaku Ketua.
b) Elisa Lumbantoruan selaku Anggota.
c) Heru Prasetyo selaku Anggota.
d) Dr. Joko Susanto, MSA selaku Anggota.
6) Komite-komite dibawah Direksi.
Guna memenuhi prinsip tata kelola perusahaan sekaligus
demi mencapai fungsi dewan secara maksimal, Direksi
memebentuk komite-komite untuk mendukung tugas, fungsi dan
tanggung jawab yang diembannya. Pembentukan Komite-komite
ini dilakukan setelah melalui pertimbangan yang seksama untuk
menjamin agar Direksi mampu melaksanakan tanggung jawabnya
dengan cara yang paling efisien. Wewenang dan persyaratan
komite-komite ini harus didefinisikan  secara jelas dan para




Pada saat ini, terdapat lima komite yang dibentuk di bawah
Direksi, yakni :
a) Komite Operasional.
Komite Operasional yang bertanggung jawab kepada
Direksi memiliki wewenang untuk mensahkan, menelaah serta
memantau kinerja pendapatan perusahaan. Untuk mencapai
tujuan tersebut, Komite ini juga bertugas menelaah kelayakan
dan efektifitas program-program perusahaan terkait dengan
produk, biaya dan anggaran serta jaringan sekaligus
mendukung pelaksanaannya.
Komite Operasional ini beranggotakan antara lain :
(1) Wilem Lucas Timmermans sebagai Ketua (Direktur
Finance).
(2) Dian Siswarini, Anggota (Direktur Network Services).
(3) P. Nicanor V. Santiago III, Anggota (Direktur Consumer
Marketing).
(4) Joy Wahjudi, Anggota (Direktur Commerce).
(5) Sekretariat Perusahaan-Sekretaris.
b) Komite Sumber Daya Manusia.
Komite Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertanggung
jawab kepada Direksi dibentuk untuk mengembangkan dan
menelaah strategi perusahaan terkait dengan pengembangan
organisasi organisasi, pemberian pengahargaan dan tunjangan
untuk karyawan, kebijakan Sumber Daya Manusia, program
bakat, strategi outsourcing, budaya perusahaan serta pengaturan
penempatan karyawan.
Komite Sumber Daya Manusia ini beranggotakan, yaitu :
(1) Joris de Fretes, Ketua (Corporate Services Director).
(2) Willem Lucas Timmermans, Anggota (Finance Director).




(4) Dian Siswarini, Anggota (Network Services Director).
(5) M. Hira Kurnia, Anggota dan Sekretaris (General Manajer
Capital Shared Services).
c) Komite Strategi Produk.
Komite Strategi Produk memiliki kewenangan untuk
menelaah, menganalisa dan menyetujui proposal dari skema
harga terkait program baru atau yang sedang berjalan serta
layanan dengan tetap berpegang pada perhitungan biaya, resiko
dan potensi pendapatan. Komite Strategi Produk dibentuk
sebagai suatu sub-komite yang melapor kepada Komite
Operasional.
Komite Strategi Produk beranggotakan antara lain :
(1) Ongki Kurniawan, Ketua (Voice President Corporate
Strategy and Business Development).
(2) Johnson Chan, Anggota (Secretary Voice President
Network Corporation and Corporate Finance).
(3) Rudi Wiryadi, Anggota (Voice President Information
Technology Development).
(4) Mohammed Ali, Anggota (Voice President Business and
Customer Analytics).
(5) Nies Purwati, Anggota (General Manager Regulatory).
(6) Sekretariat Perusahaan-Sekretaris.
d) Komite Teknologi Informasi.
Komite Teknologi Informasi dibentuk sebagai suatu sub-
komite yang bertanggung jawab kepada Komite Operasional.
Komite ini dibentuk untuk mengendalikan dan menjaga
peningkatan aset dan investasi perusahaan secara terkontrol dan
terkelola. Menyelaraskan dengan perencanaan utama teknologi




merekomendasikan perubahan-perubahan terpadu terkait
infrastruktur juga temasuk wewenang dari Komite ini.
Komite Teknologi Informasi terdiri dari :
(1) Hermansyah, Ketua (Voice President Information
Technology Development).
(2) Asni Juita, Anggota (Voice President Intentional Customer
Experience).
(3) Rudy Wiryadi, Anggota (Voice President Added Services
and New Services).




Komite Anggaran bertanggung jawab kepada Direksi dan
membahas tentang topik khusus yang berhubungan dengan
pengaturan anggaran untuk CAPEX dan OPEX agar sesuai
dengan target EBITDA perusahaan. Untuk mencapai tujuan ini,
Komite Anggaran ditugaskan untuk memberikan persetujuan
dan rekomendasi atas permintaan tambahan anggaran,
persetujuan perpindahan anggaran dan secara aktif mencari
peluang untuk penghematan pengeluaran.
Komite Anggaran ini beranggotakan antara lain :
(1) Johnson Chan, Ketua (Secretary Voice President Network
Commerce and Corporate Finane).
(2) Noviyus Kurniawan, Anggota (Voice President Company
Project Management Office).
(3) Lila Nirmandari, Anggota (General Manager Financial
Acounting and Taxation).
(4) Farida, Anggota (General Manager Procurement).





2. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang
Paten yang Berkaitan dengan Kontrak Lisensi Piranti Lunak
BlackBerry.
Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2001 tentang Paten, Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang
Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk
menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan
dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
tentang Paten menyebutkan bahwa Pemegang Paten berhak memberikan
Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk
melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
Berbeda dari pengalihan Paten yang pemilikan haknya juga beralih,
Lisensi melalui suatu perjanjian pada dasarnya hanya bersifat pemberian
hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari Paten dalam jangka waktu dan
syarat-syarat tertentu pula. Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2001 tentang Paten menyebutkan bahwa kecuali jika diperjanjikan
lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua
perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlangsung selama
jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara
Republik Indonesia.
Menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
tentang Paten, kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Paten tetap boleh
melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga





Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
tentang Paten menyebutkan bahwa Perjanjian Lisensi tidak boleh memuat
ketentuan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan
perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat
kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan
teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan Invensi yang diberi
Paten tersebut pada khususnya. Pasal 71 ayat (2) menyebutkan,
permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditolak oleh Direktorat
Jenderal.
Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
tentang Paten menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi harus dicatatkan dan
diumumkan dengan dikenai biaya. Pasal 72 ayat (2) menyebutkan bahwa
dalam hal perjanjian Lisensi tidak dicatat di Direktorat Jenderal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak
mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
Pasal 74 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang
Paten menyatakan bahwa Lisensi-wajib adalah Lisensi untuk
melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan keputusan Direktorat
Jenderal atas dasar permohonan.
Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
tentang Paten menyebutkan bahwa setiap pihak dapat mengajukan
permohonan lisensi-wajib kepada Direktorat Jenderal untuk
melaksanakan Paten yang bersangkutan setelah lewat jangka waktu 36
(tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian Paten dengan
membayar biaya. Pasal 75 ayat (2) menyatakan bahwa permohonan
lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan
dengan alasan bahwa Paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan atau
dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia oleh Pemegang Paten. Pasal
75 ayat (3) menyatakan bahwa permohonan Lisensi-wajib dapat pula




telah dilaksanakan oleh Pemegang Paten atau Penerima Lisensi dalam
bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat.
Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
tentang menyebutkan bahwa selain kebenaran alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), lisensi-wajib hanya dapat diberikan
apabila :
a. Pemohon dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa ia:
1. mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri Paten yang
bersangkutan secara penuh;
2. mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan Paten yang
bersangkutan dengan secepatnya; dan
3. telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu
yang cukup untuk mendapatkan Lisensi dari Pemegang Paten atas
dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak
memperoleh hasil; dan
b. Direktorat Jenderal berpendapat bahwa Paten tersebut dapat
dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat
memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat.
Pasal 76 ayat (2) menyebutkan bahwa pemeriksaan atas
permohonan lisensi-wajib dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan
mendengarkan pula pendapat dari instansi dan pihak-pihak terkait, serta
Pemegang Paten bersangkutan. Pasal 76 ayat (3) menyebutkan bahwa
Lisensi-wajib diberikan untuk jangka waktu yang tidak lebih lama
daripada jangka waktu perlindungan Paten.
Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
tentang Paten menyatakan bahwa pelaksanaan Lisensi-wajib disertai
pembayaran royalti oleh Penerima Lisensi-wajib kepada Pemegang
Paten. Pasal 78 ayat (1) menyebutkan bahwa besarnya royalti yang harus
dibayarkan dan cara pembayarannya ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.




dilakukan dengan memperhatikan tata cara yang lazim digunakan dalam
perjanjian Lisensi Paten atau perjanjian lain yang sejenis.
3. Layanan BlackBerry Pada PT XL Axiata Tbk.
BlackBerry adalah perangkat genggam nirkabel yang
memiliki kemampuan layanan surat e-gegas (push e-mail), telepon selular,
sms, faksimili internet dan berbagai kemampuan nirkabel lainnya.
Keunggulan BlackBerry adalah mempunyai penampilan yang sangat
bersahabat dan bisa selalu terhubung di mana pun kita berada dengan
mengakses e-mail. BlackBerry pertama kali diperkenalkan pada tahun
1997 oleh perusahaan Research In Motion (RIM), sebuah perusahaan asal
Kanada yang didirikan oleh seorang imigran asal Yunani di kota Waterloo
bernama Mike Lazaridis.
BlackBerry pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada
pertengahan Desember 2004 oleh operator selular Indosat dan perusahaan
Starhub. Perusahaan Starhub merupakan pengejawantahan dari Research
In Motion (RIM) yang merupakan rekan utama BlackBerry. Di Indonesia,
Starhub menjadi bagian dari layanan dalam segala hal teknis mengenai
instalasi BlackBerry melalui operator selular Indosat. Sedangkan, di PT
XL Axiata Tbk dalam memperkenalkan produk Blackberry ini
menggandeng perusahaan TAM yang berasal dari Singapura yang dalam
hal ini menyediakan layanan handheld atau segala hal teknis mengenai
instalasi BlackBerry.
BlackBerry masuk ke Indonesia dengan tiga cara, yaitu :
a. BlackBerry yang diimpor langsung oleh operator selular yang menjadi
mitra Research In Motion (RIM). BlackBerry ini masuk secara legal
karena Research In Motion dan operator telepon selular, contohnya
dengan PT XL Axiata Tbk, sudah ada perjanjian tertulis dan diberikan
perlindungan hukum berupa hak paten karena hal ini menyangkut




b. BlackBerry yang berasal dari importir paralel yang bukan ditunjuk
oleh Research In Motion (RIM), melainkan telah mendapat izin dari
Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel). BlackBerry
yang dijual importir paralel tersebut bisa berasal dari berbagai sumber
di luar sana. Bisa dari sejumlah partner Research In Motion (RIM) di
dunia yang membeli secara bulk kepada Research In Motion (RIM).
Misalnya, BlackBerry produksi T-Mobile asal Jerman. BlackBerry
jenis ini biasanya tidak mendapat garansi resmi dari Research In
Motion (RIM) dan hanya mendapat garansi dari importir BlackBerry.
Namun, BlackBerry jenis ini termasuk BlackBerry legal.
c. BlackBerry tentengan atau BlackBerry rekondisi (refurbish) dan
BlackBerry yang di negara asalnya dikatakan garansi 14 hari (14 days
warranty). BlackBerry jenis ini bisa jadi BlackBerry yang sudah
bermasalah di negara asalnya, yaitu Kanada sehingga diperlukan
kosmetik PIN dan IMEI untuk menjadikannya “hidup” dan layak
untuk dijual kembali. BlackBerry ini termasuk BlackBerry ilegal.
PT XL Axiata Tbk merupakan mitra kerja resmi Research
In Motion (RIM) di Indonesia. Oleh karena itu, BlackBerry yang dijual
secara bundling oleh XL adalah BlackBerry resmi atau legal. Hal ini
dijamin oleh Research In Motion (RIM), PT XL Axiata Tbk dan
Pemerintah Indonesia. Garansinya pun garansi resmi.
Berdasarkan Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry, PT
XL Axiata Tbk sebagai penyedia jasa yang meliputi jasa airtime dan jasa
prosumer. Dalam Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry, yang
dimaksud dengan jasa, yaitu Jasa berarti setiap jasa yang disediakan oleh
Research In Motion (RIM) untuk Anda bersamaan dengan BlackBerry
Solution Anda (termasuk tidak terbatas pada setiap jasa RIM, seperti Jasa
Prosumer BlackBerry, yang mana Anda berlangganan dan setiap jasa
baru RIM atau modifikasi dari jasa RIM yang ada yang RIM sediakan




Airtime berarti penyedia jasa atas jasa airtime yang mendukung
BlackBerry Solution Anda. Jasa Airtime berarti jasa wilayah nirkabel dan
jasa-jasa jaringan lainnya (termasuk jaringan nirkabel wilayah lokal, jasa
satelit dan jasa internet) yang dibutuhkan untuk BlackBerry Solution
Anda. Jasa Prosumer BlackBerry berarti jasa yang dirancang untuk
memberikan setidaknya beberapa bagian kegunaan Piranti Lunak Server
BlackBerry tanpa membutuhkan pelanggan RIM untuk mendapatkan
Piranti Lunak Server BlackBerry. Jasa tersebut meliputi penawaran RIM
seperti Jasa Internet BlackBerry dan Mail BlackBerry.
Berdasarkan isi Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry,
maka PT XL Axiata Tbk menyediakan layanan-layanan yang dapat
mendukung BlackBerry. Layanan jasa yang dilakukan oleh PT XL Axiata
Tbk adalah memberikan jaminan kualitas dan kestabilan kecepatan data
serta kenyamanan dalam penggunaan seluruh pelanggan XL BlackBerry di
jaringan luas XL di seluruh Indonesia. Peran PT XL Axiata Tbk adalah
penyedia layanan jasa berupa :
a. BlackBerry One.
Layanan BlackBerry One adalah layanan yang mempunyai
fitur-fitur lengkap seperti push email (yahoo, gmail maupun email
yang mendukung POP3 atau IMAP), melihat attachment, melakukan
internet browsing, chatting, situs-situs jejaring sosial atau social
networking (seperti facebook, twitter, my space dan masih banyak
lagi) serta aplikasi-aplikasi menarik lainnya langsung dari handheld
BlackBerry.
b. BlackBerry Internet Service.
Pada dasarnya BlackBerry One dan BlackBerry Internet
Service sama pengertiannya. BlackBerry Internet Service (BIS)
memungkinkan BlackBerry pengguna untuk mengakses internet dan
POP3 atau IMAP atau Outlook Web Akses account email tanpa




biasanya ditetapkan melalui penyedia layanan operator selular,
meskipun Research In Motion benar-benar menjalankan layanan
tersebut. Layanan ini menggunakan kepemilikan teknologi push
Research In Motion untuk perangkat BlackBerry atas operator selular.
BlackBerry Internet Service mengambil email dari server mail dengan
pemungutan suara sebuah POP3 atau IMAP server. Dengan
BlackBerry Internet Service (BIS), kita juga dapat membuka tambahan
data (attachment) dalam bentuk excel, word, powerpoint, pdf, zip, jpg
serta gif dengan tingkat kompresi data yang lebih tinggi.
c. BlackBerry Corporate.
Layanan perangkat genggam BlackBerry yang terintegrasi
pada sistem email yang terorganisasi melalui paket perangkat lunak
yang disebut pula BlackBerry Enterprise Server (BES). BlackBerry
Enterprise Server (BES) dapat digunakan oleh jaringan email yang
berbasis Microsoft Exchange, Lotus Domino dan Novell Group Wise.
Khusus pada pengguna individu, mereka dapat menggunakan layanan
email nirkabel yang disediakan XL tanpa harus menginstalasi
BlackBerry Enterprise Server (BES).
BlackBerry Enterprise Server (BES) memang ditujukan
bagi pelanggan korporasi dengan cakupan usaha yang besar. Perangkat
lunak ini mengintegrasikan seluruh smartphone BlackBerry pada suatu
organisasi dengan sistem perusahaan yang telah ada. Keuntungan yang
diperoleh adalah memperluas komunikasi nirkabel dan data
perusahaan kepada pengguna aktif dengan cara yang aman.
d. BlackBerry Connect.
BlackBerry Connect adalah layanan BlackBerry dimana
pelanggan dapat langsung menerima, reply, forward serta create email




berlangganan BlackBerry dari XL, Pelanggan dapat menikmati
layananan BlackBerry dengan menggunakan handhelds tersebut.
Pada pertengahan January 2007, XL telah meluncurkan
layanan BlackBerry dengan menggunakan Handheld Blackberry dari
RIM. Saat ini XL meluncurkan BlackBerry Connect (BBC) di mana
Pelanggan dapat menggunakan layanan BlackBerry dengan beragam
handheld (Support untuk layanan BlackBerry) tanpa menggunakan
handheld BlackBerry dari Research In Motion.
e. BlackBerry Hosted.
Untuk meningkatkan jumlah pelanggan BlackBerry
Corporate BlackBerry Enterprise Server (BES), maka pada tanggal 7
Januari 2010 XL mengeluarkan paket baru yaitu BlackBerry Hosted
BlackBerry Enterprise Server (BES). Tujuan produk baru BlackBerry
tersebut adalah membidik pelanggan Corporate Small Medium
Enterprise (SME) sesuai dengan kebutuhan masing-masing dengan
harga yang lebih terjangkau dan mekanisme aktivasi yang lebih mudah
jika dibandingkan dengan paket BlackBerry Corporate BlackBerry
Enterprise Server (BES) yang sekarang sudah ada (BlackbBrry
Corporate BlackBerry Enterprise Server with server dan without
service). Untuk BlackBerry Hosted BlackBerry Enterprise Server
(BES) ini XL menggandeng Infinys selaku partner yang menyediakan
solusi Hosted BlackBerry Enterprise Server (BES).
Konsep dan mekanisme kerja dari BlackBerry Corporate
BlackBerry Enterprise Server (BES), selanjutnya disebut dengan ”BB
Hosted BES”, secara fungsional memiliki kesamaan dengan
BlackBerry with server. Namun kelebihannya adalah bisa aktif dengan
minimum one user subscriber dengan kemampuan FULL BlackBerry
Enterprise Server (BES).
Syarat-syarat untuk menggunakan BlackBerry Hosted




1) Masing-masing user hanya diperbolehkan mendaftar satu layanan
XL BlackBerry. Jika user ingin mendaftarkan layanan XL
BlackBerry Enterprise Server, maka mereka harus berhenti seluruh
layanan BlackBerry Internet Service (BlackBerry One, BlackBerry
regular dan BlackBerry Chat). Setelah itu user dapat mendaftarkan
layanan BlackBerry Enterprise Server.
2) Layanan BlackBerry Enterprise Server ini menggunakan existing
offer BlackBerry Enterprise Server dengan tarif 180K.
3) Registrasi bisa dilakukan oleh PIC Sales dari tim XL E&C
Corporate Sales.
4) Paket Free bulan pertama Hosted BlackBerry Enterprise Server.
Adapun keuntungan menggunakan BlackBerry Hosted
BlackBerry Enterprise Server, antara lain :
1) Merubah CAPEX menjadi OPEX korporat tersebut untuk
implementasi BlackBerry Enterprise Server.
2) Bagi pelanggan korporat yang memiliki email server selain
Microsoft Exchange, Lotus Domino dan Novell bisa menggunakan
solusi Hosted BlackBerry Enterprise Server.
3) Bagi pelanggan korporat yang menggunakan email server
Exchange server dan dan ingin sebagian kecil dari usernya
(dibawah 20 users) implementasi BlackBerry Enterprise Server
pada perusahannya bisa menggunakan solusi Hosted BlackBerry
Enterprise Server ini juga.
4) Tidak terbatas pada jumlah pelanggan yang ingin menggunakan
solusi BlackBerry Enterprise Server.
f. BlackBerry Prepaid Roaming.
Merupakan layanan roaming khusus untuk pelanggan
XL BlackBerry yang menggunakan kartu prabayar. Dengan adanya




operator yang meluncurkan produk pertama di dunia yang
memberikan layanan kepada pelanggan pra bayar untuk bisa roaming
dengan layanan BlackBerry di tujuh negara melalui kesembilan
network partner XL.
Berikut ini adalah daftar ketujuh negara yang bisa roaming
untuk layanan BlackBerry, yaitu :
NO Country Operator Jaringan
1 Singapore M1 2G dan 3G
2 Malaysia Celcom 2G dan 3G
3 Kamboja TMIC Cambodia 2G
4 Sri Lanka Dialog Sri Lanka 2G dan 3G
5 Bangladesh Aktel 2G
6 Hongkong Smartone 2G dan 3G
*Started 4 May 2009 until 31 December 2010
7 Japan Softbank 3G
*Started 1 June 2009 until 31 December 2010
g. BlackBerry Gaul.
Layanan BlackBerry Gaul ini ditujukan kepada pelanggan
yang tidak ingin kehilangan eksistensinya di situs jejaring sosial. XL
sangat memahami kebutuhan pelanggan untuk tetap eksis dan gaul. XL
menyediakan program BlackBerry Chat yang hadir sejak 6 Januari
2010. Program BlackBerry Chat ini ditujukan bagi pelanggan yang
ingin tetap gaul dan eksis dengan harga yang lebih terjangkau
disbanding dengan paket BlackBerry yang tersedia.
Beragam fitur yang dapat dinikmati jika menggunakan
layanan BlackBerry Gaul, yaitu fitur social networking (Facebook,
Twitter, My Space, Uber Twitter) dan fitur chatting yang tersedia di
BlackBerry sepertiYahoo Messenger, MSN, Google Talk, AOL Instant




Namun, di dalam layanan BlackBerry Gaul ini tidak dapat
menggunakan aplikasi untuk browsing seperti BlackBerry Browser
dan BlackBerry App World serta aplikasi Email juga aplikasi Third
Party seperti Beejive, Palringgo,Nimbuzz dan Opera Mini. Semua
aplikasi yang dapat digunakan harus aplikasi resmi yang disediakan
oleh Research In Motion.
h. BlackBerry BIZZ.
BlackBerry BIZZ adalah sebuah paket layanan terbaru XL
untuk memenuhi kebutuhan pelanggan berskala usaha kecil dan
menengah serta terjangkau. Fitur-fitur yang tersedia dalam paket
layanan BlackBerry BIZZ, yaitu :
1) Mendapatkan sepuluh email account dengan fitur standar push
mail.
2) Mendapatkan fitur chatting standar seperti Yahoo Messenger,
MSN, Google Talk dan BlackBerry Messenger.
3) Harga berlaku di awal berlangganan dan saat recurring.
4) Recurring dilakukan setiap hari pada pukul 03.00 pagi.
Fitur yang tidak tersedia di dalam paket layanan
BlackBerry BIZZ yaitu fitur untuk browsing dan fitur social
networking seperti Facebook dan mySpace.
Apabila pelanggan ingin berlangganan paket BlackBerry
BIZZ harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu :
1) Kartu SIM Prabayar dan Pascabayar dalam keadaan aktif .
2) Pelanggan melakukan registrasi dalam waktu 1 X 24 jam. Jika
dalam waktu lebih dari 1 X 24 layan layanan belum aktif,
pelanggan dianjurkan untuk menghubungi Layanan Pelanggan
(Customer Service).
3) Perpanjangan masa aktif layanan BlackBerry One akan dipotong




pembebanan MT setiap harinya, dapat berbeda-beda waktunya
untuk sampai ke pelanggan, Ini berkaitan dengan antrian di
proses billing charging)
4) Tidak ada minimal pulsa.
5) Masa aktif layanan BlackBerry mengikuti masa aktif paket
Prabayar dan Pascabayar.
6) Tarif BlackBerry tidak termasuk dalam tarif menelpon, SMS,
MMS dan penggunaan BlackBerry sebagai modem untuk PC atau
laptop.
7) Tarif Blackberry meliputi layanan data yang menggunakan
APN Blackberry.Net. Aplikasi lain yang menggunakan APN
www.xlgprs.net (APN operator) yang membutuhkan koneksi
GPRS/EDGE/3G, maka koneksi tersebut akan menggunakan tarif
normal yang berlaku saat itu.
8) Pelanggan BlackBerry berhak menggunakan GPRS/EDGE/3G
melalui APN BlackBerry.net secara unlimited dan hanya berlaku
untuk pemakaian di Indonesia. Pemakaian data roaming
internasional di Luar Negeri tidak termasuk dalam tarif
BlackBerry. Tarif roaming internasional yang berlaku adalah tarif
normal yang berlaku di negara tersebut.
9) Bila ponsel BlackBerry atau perangkat BlackBerry Connect
digunakan sebagai modem, maka pemakaian data GPRS/EDGE/3G
tidak melalui APN BlackBerry.net tetapi melalui APN
www.xlgprs.net. Seluruh data yang dilewatkan melalui
APN www.xlgprs.net akan dikenakan tarif normal yang berlaku
saat itu. Tarif roaming internasional akan menyesuaikan jika
pelanggan menggunakan BlackBerry atau ponsel BlackBerry
Connect sebagai modem di luar negeri.
10) Bila masa aktif kartu prabayar sudah habis, pelanggan tidak dapat




11) Layanan BlackBerry dapat digunakan di ponsel BlackBerry
maupun ponsel non BlackBerry yang didalamnya sudah terinstal
aplikasi BlackBerry Connect. Untuk mengaktifkan layanan
BlackBerry di ponsel BlackBerry maupun di ponsel non
BlackBerry menggunakan format sms yang sama.
12) MSISDN Pascabayar tidak sedang berada dalam keadaan suspend
atau hotline.
i. BlackBerry One BES.
Satu lagi inovasi XL untuk solusi korporat adalah
Blackberry Corporate BLackBerry Enterprise Server. Produk baru XL
ini sangat cocok untuk pelanggan korporat karena disesuaikan dengan
kebutuhan pengguna dan dengan harga yang lebih terjangkau.
Keunggulan lainnya, mekanisme aktivasi sangat mudah dibandingkan
layanan paket BlackBerry yang sudah ada sebelumnya.
BlackBerry Enterprise Server (BES) adalah nama
middleware paket perangkat lunak yang merupakan bagian dari
BlackBerry platform nirkabel dari Research In Motion (RIM).
BlackBerry Enterprise Server (BES) menghubungkan ke messaging
dan kolaborasi perangkat lunak seperti Microsoft Exchange, Lotus
Domino dan Novell Group Wise serta baru-baru ini dengan Gmail
melalui konektor BlackBerry Enterprise Server mereka di jaringan
perusahaan untuk mengarahkan e-mail dan sinkronisasi PIM informasi
antara desktop dan mobile software.
BlackBerry Enterprise Server (BES) dirancang untuk
memenuhi mobilitas tinggi di perusahaan dan organisasi pemerintah
serta mencakup fitur canggih seperti ketersediaan tinggi dan
mendukung produk tambahan unggulan. Adapun kelebihan-kelebihan




a Push e-mail, calendar, contact dan task secara real time.
b Push e-mail mampu sampai dengan 12 account, termasuk e-mail
corporate dan master account.
c Pengguna BlackBerry Enterprise Server (BES) dapat masuk ke
aplikasi internal atau intranet via BlackBerry.
d Dapat melakukan look up address ke seluruh karyawan yang
terdaftar di perusahaan tersebut (data yang tersedia tergantung pada
data BlackBerry Enterprise Server (BES) Administrator seperti
nama, alamat e-mail, nomor telepon, nomor ponsel, lokasi kerja,
jabatan dan lainnya).
e Dapat melakukan enterprise activation via wireless device di mana
pun, termasuk pada saat berada di luar negeri.
f Administrator BlackBerry Enterprise Server (BES) dapat
melakukan IT Policy, reset password handheld, kill handheld dan
lain-lain.
g Tidak tergantung oleh server lain (menggunakan BlackBerry
Enterprise Server (BES) server sendiri).
Tujuan dari adanya paket layanan BlackBerry One
BlackBerry Enterprise Server, yaitu :
1) Layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan
2) Kemudahan dalam aktivasi (via SMS &UMB)
3) Layanan dapat digunakan untuk pelanggan korporat Prabayar dan
Pascabayar
j. XLMALL.
XL kembali menghadirkan fasilitas terbaru yang ditujukan
untuk semua pelanggan layanan XL BlackBerry. Fasilitas terbaru ini
adalah XL Mall. Fasilitas XL Mall menyediakan beragam layanan
konten, informasi serta berbagai aplikasi layanan BlackBerry. Fasilitas




memiliki sistem operasi 4.5 dan 4.6, serta BlackBerry tipe 87xx, 81xx,
88xx, 83xx, 89xx dan 90xx.
B. PEMBAHASAN.
1. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
dalam Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry di Indonesia
khususnya pada PT XL Axiata Tbk.
Pertumbuhan ekonomi suatu negara berkembang, termasuk
Indonesia, sangat bergantung pada modal asing. Latar belakang program
pengembangan industri penanaman modal ini untuk pemenuhan kebutuhan
masyarakat harus ada upaya memproduksi secara besar-besaran kebutuhan
dasar. Kebutuhan dasar masyarakat harus dipenuhi dalam waktu sesingkat-
singkatnya. Begitu juga dengan kebutuhan masyarakat pada masa kini
yang tidak lepas dari alat komunikasi yang semakin hari semakin
meningkat.
Untuk menarik investor asing mau menanamkan modalnya
di Indonesia, maka peran sistem Hukum Atas Kekayaan Intelektual
(HAKI) akan memegang peranan yang sangat penting. Peran Hukum Atas
Kekayaan Intelektual adalah dengan menciptakan iklim usaha yang
kondusif dan aman bagi kegiatan eksploitasi dan komersialisasi Hak Atas
Kekayaan Intelektual (HAKI) asing, termasuk memberikan perlindungan
yang memadai terhadap paten, merek terkenal, hak cipta dan Hak Atas
Kekayaan Intelektual lainnya yang dimiliki oleh investor asing tersebut.
Perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual
(HAKI) akan mendorong para investor untuk menanamkam modalnya
pada kegiatan-kegiatan riset dan pengembangan untuk menghasilkan
teknologi serta produk-produk baru yang penting bagi kelangsungan usaha
mereka. Usaha untuk menarik investor asing sebisa mungkin harus
melibatkan pengusaha dalam negeri dalam kegiatan eksploitasi dan
komersialisasi teknologi maupun karya-karya intelektual yang dimiliki




alih teknologi (transfer of technology) dari pihak asing kepada pengusaha
dalam negeri.
Dengan demikian, sistem hukum Hak Atas Kekayaan
Intelektual (HAKI) asing dan domestik dapat berperan bukan hanya untuk
meningkatkan investasi yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berperan dalam proses alih ilmu
pengetahuan (transfer of knowledge) dari pihak asing kepada Indonesia.
Transfer of technology dan transfer of knowledge pada akhirnya akan
meningkatkan kemampuan bangsa Indonesia untuk menemukan teknologi
baru atau merekayasa teknologi yang sudah ada.
Teknologi adalah pengetahuan tentang pemakaian alat-alat
dalam proses pembuatan barang-barang. Umumnya, komersial transfer
dan akuisisi teknologi adalah kegiatan menjual dan membeli dari suatu
hak-hak eksklusif terhadap sebuah penemuan paten atau dengan suatu izin
untuk menggunakan penemuan-penemuan atau know-how, hal mana
aktivitas komersial ini dilakukan dengan cara-cara atau hubungan hukum
tertentu.
Penggunaan teknologi sekarang begitu luas dan setiap
waktu tercipta penemuan baru, sedangkan persaingan pada sektor industri
mendorong penggunaan teknologi mutakhir. Upaya untuk mencari
teknologi yang paling tepat dan ekonomis membutuhkan suatu tim yang
berpengalaman industri cukup luas dan mendalam. Upaya ini memakan
biaya yang sangat tinggi di samping biaya untuk ahli riset sendiri,
kemudian biasanya hasil akhirnya tenggelam dalam perpustakaan
teknologi. Akibatnya, penelitian mengenai teknologi menjadi sangat mahal




Setidaknya terdapat dua alasan penting untuk
menggambarkan kondisi pentingnya alih teknologi, yaitu :
a Hak Eksklusif (exclusive right) untuk menggunakan atau mengerjakan
sebuah penemuan dimiliki oleh pemilik dari penemuan tersebut, tanpa
otorisasi dari pemilik hak karena mereka tidak dapat melakukan apa
saja terhadap penemuan tersebut.
b Tidak semua dari ilmu pengetahuan (know-how) yang digunakan
berguna bagi bekerjanya suatu penemuan adalah mengacu pada
gambaran dari penemuan yang menyebutkan bahwa penemuan itu
terdapat dokumen paten.
Oleh karena itu, transfer teknologi atau alih teknologi ini
akan memberikan keuntungan bagi teknologi dalam suatu korporasi atau
perusahaan di mana produk bisnis menjadi markable. Walaupun
penempatannya pada metode transfer teknologi dan akses terhadap
berbagai macam benda hukum yang dipergunakan, tetapi juga kritik
terhadap invensi tersebut dan rezim hukum yang terjadi diantara mereka
terutama menyangkut akibat dari perubahan budaya dari adanya transfer
teknologi dari suatu negara ke negara lain (dalam Kontrak Lisensi Piranti
Lunak BlackBerry adalah transfer teknologi dari Kanada ke Indonesia).
Seperti yang kita ketahui bahwa pengalihan teknologi dapat
dilakukan dengan cara Pemberian Lisensi. Pemegang Paten seperti yang
terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
tentang Paten, berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan
kontrak Lisensi. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan Kontrak Lisensi
Piranti Lunak BlackBerry adalah suatu kontrak yang sah antara anda
pribadi jika anda menyetujuinya dalam kapasitas pribadi, atau jika anda
berwenang untuk memperoleh Piranti Lunak atas nama perusahaan anda
atau organisasi lainnya, antara badan untuk kepentingan siapa anda
bertindak (Anda) dan Research In Motion Limited (RIM) (bersama-sama




Pemberian Lisensi dari Research In Motion sebagai
Licensor kepada PT XL Axiata Tbk sebagai Licensee diberikan dalam
jangka waktu tertentu dan berlaku di seluruh wilayah Negara Republik
Indonesia, seperti yang diatur dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
Dari pengertian di atas terdapat beberapa subyek hukum
kontrak dalam Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry, yaitu Pengguna
Yang Berhak, Penyedia Jasa Airtime dan Research In Motion (RIM).
Dalam Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry, Pengguna Yang Berhak
berarti setiap orang yang Anda izinkan untuk menggunakan Piranti Lunak
sebagai bagian dari BlackBerry Solution Anda, yaitu setiap pegawai,
konsultan, kontraktor independen Anda, setiap teman atau anggota
keluarga Anda atau setiap orang yang tinggal di tempat Anda, setiap
pihak ketiga yang mengelola (host) Piranti Lunak atas nama Anda
berdasarkan suatu perjanjian dengan Anda untuk keperluan pengelolaan
tersebut dan yang telah membaca dan menyetujui untuk tunduk pada
ketentuan-ketentuan dalam kontrak ini dan setiap orang lainnya yang
diizinkan oleh Research In Motion (RIM) secara tertulis. Yang menjadi
Pengguna Yang Berhak adalah konsumen BlackBerry yaitu masyarakat,
perusahaan dan pihak ketiga yang ditunjuk oleh perusahaan untuk
mengelola (host) Piranti Lunak BlackBerry yaitu penyedia jasa
Information Technology (IT) secara outsourcing. Biasanya, perusahaan
dan Pihak Ketiga yang ditunjuk sebagai host adalah pengguna BlackBerry
yang memakai layanan BlackBerry Enterprise Server (BES).
Dalam Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry, pihak-
pihak yang terlibat di dalamnya tidak hanya antara PT XL Axiata Tbk
dengan Research In Motion (RIM), tetapi juga melibatkan Pihak Ketiga.
Berdasarkan klausul Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry,
Komponen Pihak Ketiga berarti piranti lunak, interfaces dan firmware
yang dilisensikan oleh Research In Motion dari Pihak Ketiga untuk




sebagai bagian yang terintegritas dari produk Research In Motion (RIM)
yang bersangkutan di bawah nama (brand) Research In Motion (RIM).
Komponen Pihak Ketiga juga menghasilkan produk
bernama Produk Genggam Pihak Ketiga. Di dalam kontrak ini
menyebutkan bahwa Produk Genggam Pihak Ketiga berarti setiap
peralatan genggam nirkabel, selain Produk Genggam BlackBerry atau
setiap daripadanya, telah dirancang oleh Research In Motion (RIM) untuk
bekerja dan berkaitan dengan hal tersebut Research In Motion (RIM)
telah terikat suatu kontrak dengan Penyedia Jasa Airtime Anda yang
mengizinkan alat nirkabel pihak ketiga untuk mengakses prasarana
Research In Motion (RIM).
Di sini Research In Motion (RIM) mengizinkan kepada PT
XL Axiata Tbk untuk bekerjasama dengan PT TAM Singapura untuk
menyediakan handheld yang mendukung sarana dan prasarana BlackBerry
produksi Research In Motion (RIM). Handheld merupakan perangkat
keras atau piranti keras (hardware) yang mendukung piranti lunak
(software) dari BlackBerry. Dalam hal handheld dan piranti keras lainnya
antara Research In Motion (RIM) yang bekerjasama dengan Research In
Motion (RIM) Solution Provider, yaitu PT XL Axiata Tbk dan juga PT
TAM Singapura. PT TAM Singapura yang menyediakan handheld
sedangkan PT XL Axiata Tbk adalah perusahaan operator selular yang
menyediakan jasa layanan BlackBerry.
Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2001 tentang Paten, memang Inventor atau Licensor yang dalam hal ini
adalah Research In Motion (RIM) dapat memberikan Lisensi kepada pihak
ketiga untuk membuat barang sebagai penunjang Piranti Lunak
BlackBerry. Dalam hal ini Pihak Ketiga yang dimaksud adalah PT TAM
Singapura yang membuat atau memproduksi handheld di Indonesia.
Adapun Muatan Pihak Ketiga berarti muatan milik pihak ketiga (PT TAM
Singapura selaku produsen handheld di Indonesia), termasuk tidak terbatas




Agar Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry ini
mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga, maka pemberian Lisensi
ini perlu dicatat dan diumumkan di Direktorat Jenderal HAKI (Dirjen
HAKI). Hal ini sesuai dengan perintah dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat
(2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry merupakan
kontrak innominaat atau kontrak tidak bernama. Kontrak Lisensi Piranti
Lunak BlackBerry ini termasuk dalam standar kontrak. Kontrak Lisensi
Piranti Lunak BlackBerry dibuat berdasarkan kehendak masing-masing
pihak, yaitu antara Research In Motion (RIM) sebagai Pemberi Lisensi
(Licensor) dengan PT XL Axiata Tbk sebagai Penerima Lisensi
(Licensee). Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry ini dibuat
berdasarkan asas kebebasan berkontrak di mana kedua belah pihak, yaitu
Research In Motion (RIM) dan PT XL Axiata Tbk terlebih dahulu
melakukan negosiasi. Masing-masing pihak memiliki kepentingan-
kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, antara Research In Motion
(RIM) dan PT XL Axiata Tbk melakukan negosiasi untuk memenuhi
kepentingannya masing-masing. Kontrak pada dasarnya merupakan bagian
penting dari suaru proses bisnis yang syarat dengan pertukaran
kepentingan diantara para pelakunya.
Pada Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry ini proses
negosiasi dibutuhkan dalam rangka terwujudnya pertukaran kepentingan
yang proporsional diantara para pihak yang berkontrak. Negosiasi menjadi
penting karena berperan dalam mempertemukan kepentingan para pihak
yang berkontrak, sehingga pada akhirnya tercapai kata sepakat.
Bertemunya kehendak para pihak yang berkontrak maupun
proporsionalitas pertukaran yang dan kewajiban sangat ditentukan pada




Pemberian lisensi yang diatur dalam Kontrak Lisensi
Piranti Lunak BlackBerry dibuat oleh Research In Motion sebagai pemberi
lisensi (Licensor) dan PT XL Axiata Tbk sebagai penerima lisensi
(Licensee). Lisensi adalah pemberian oleh pemilik dari penemuan paten
kepada orang atau badan hukum dengan izin untuk melakukan di suatu
negara dan dalam batas waktu tertentu, satu atau lebih suatu tindakan yang
mencakup hak-hak eksklusif dari pemilik penemuan paten di negara
tersebut.
Dari segi bisnis, pemberian lisensi dapat memperluas usaha
seorang produsen dan sekaligus untuk meningkatkan perolehan keutungan
financial. Begitu juga dengan Research In Motion, selaku penemu dan
produsen BlackBerry, Research In Motion memberikan lisensi BlackBerry
kepada PT XL Axiata Tbk untuk mengembangkan dan meningkatkan
produksi BlackBerry di Indonesia.
Lisensi Paten yang dimaksud dalam Kontrak Lisensi Piranti
Lunak BlackBerry adalah Piranti Lunak BlackBerry. Perangkat Lunak
atau Piranti Lunak (software) adalah istilah umum untuk data yang
diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer,
dokumentasinya dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh
komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud.
Piranti Lunak menurut Kontrak Lisensi Piranti Lunak
BlackBerry, yaitu Piranti Lunak berarti setiap Piranti Lunak Genggam
BlackBerry, Piranti Lunak PC BlackBerry atau Piranti Lunak Server
BlackBerry yang disediakan untuk Anda berdasarkan perjanjian ini,
dalam bentuk, perantara, atau cara apapun juga yang disediakan atau
yang kemudian diinstal atau digunakan. Artinya, Piranti Lunak itu terdiri
dari Piranti Lunak Genggam BlackBerry, Piranti Lunak PC BlackBerry
dan Piranti Lunak Server BlackBerry. Piranti Lunak juga mencakup seriap
dan seluruh Piranti Lunak Genggam BlackBerry, termasuk setiap dan





Piranti Lunak tidak akan mencakup setiap Piranti Lunak
Pihak Ketiga yang disediakan dengan atau bekerjasama dengan Piranti
Lunak dan/atau setiap bagian manapun dari BlackBerry atau Produk
Genggam Pihak Ketiga. Namun, Piranti Lunak tidak termasuk dalam
Produk Research In Motion (RIM). Hal ini sesuai dengan isi klausul yang
menyatakan bahwa Produk Research In Motion (RIM) berarti setiap
Produk Genggam BlackBerry dan setiap perlengkapan yang disediakan
Research In Motion (RIM) untuk Produk Genggam BlackBerry tidak
termasuk setiap Piranti Lunak, termasuk dan tidak terbatas pada setiap
pembaca kartu pintar (smart card).
Menurut klausul dalam Kontrak Lisensi Piranti Lunak
BlackBerry, Piranti Lunak Genggam BlackBerry berarti piranti lunak
kepunyaan Research In Motion (RIM) yang terdiri dari piranti lunak,
firmware, interfaces, muatan dan data lainnya dan Komponen Pihak
Ketiga yang dirancang untuk penggunaan pada produk genggam yang :
a Terletak pada Produk Genggam sebagaimana asalnya semula dikirim
oleh Research In Motion (RIM).
b Ditransmisikan, didistribusikan atau yang dari waktu ke waktu
disediakan oleh atau atas nama Research In Motion (RIM) untuk
pengguna Produk Genggam.
Piranti Lunak PC BlackBerry berarti piranti lunak
komputer pribadi kepunyaan Research In Motion (RIM) yang terdiri dari
piranti lunak kepunyaan Research In Motion (RIM), interfaces, muatan
dan data lainnya dan Komponen Pihak Ketiga yang dirancang hanya
untuk seorang pengguna untuk menggunakan dan mengakses setiap
waktu.
Pada hakekatnya setiap kontrak harus dibuat berdasarkan
rasa keadilan. Keadilan di sini adalah keadilan bagi para pihak yang




(Research In Motion) dengan pihak penerima lisensi atau Licensee (PT XL
Axiata Tbk).
Dalam pelaksanaannya hal yang paling penting dalam
lisensi adalah menentukan isi kontrak lisensi. Yang perlu di garisbawahi
bahwa dengan adanya lisensi tidak akan menghilangkan hak pemegang
hak paten yaitu Research In Motion (RIM) sebagai penemu maupun
pemegang hak paten atas teknologi produk BlackBerry untuk
melaksanakan sendiri penemuannya. PT XL Axiata Tbk yang sebagai
penerima lisensi sesuai yang tertuang dalam klausul Kontrak Lisensi
Piranti Lunak BlackBerry harus bertanggung jawab atas seluruh aktivitas
yang berkenaan dengan  BlackBerry untuk memastikan bahwa :
a Anda dan Pengguna Yang Berhak Anda hanya akan menggunakan
BlackBerry Solution Anda dan setiap komponen darinya, sesuai
dengan kontrak ini, seluruh peraturan perundng-undangangan yang
berlaku dan Dokumentasi yang berkaitan untuk BlackBerry Solution
Anda atau bagian daripadanya.
b Anda berhak dan berwenang untuk membuat kontrak ini, apakah atas
nama Anda sendiri atau atas nama perusahaan atau badan lain.
c Setiap informasi yang disediakan kepada Research In Motion (RIM)
menurut perjanjian ini adalah benar, akurat, mutakhir dan lengkap.
d Anda dan Pengguna Yang Berhak Anda tidak akan secara sengaja,
setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana yang akan dilakukan
oleh orang secara wajar dalam posisi Anda dan Pengguna Anda Yang
Berhak Anda, menggunakan atau mengizinkan pihak lain untuk
menggunakan BlackBerry Solution Anda atau setiap bagian
daripadanya, secara terpisah atau bersama dengan piranti lunak
lainnya atau data dengan cara yang menurut penilaian Research In
Motion (RIM) yang bertindak secara rasional, mencampuri,
menurunkan kualitas atau memberikan pengaruh yang merugikan
pada setiap poranti lunak, sistem, jaringan atau data yang digunakan




Jasa Airtime atau secara lain mempunyai pengaruh yang mengganggu
terhadap Research In Motion (RIM), Penyedia Jasa Airtime, atau
setiap pelanggan, atau produk-produk atau jasa mereka masing-
masing dan Anda akan segera menghentikan setiap aktivitas tersebut
pada saat Research In Motion (RIM) menyampaikan pemberitahuan
kepada Anda.
e Anda dan Pengguna Yang Berhak Anda tidak akan mentransmisikan
muatan atau informasi yang bersifat memberikan gangguan secara
fisik maupun mental (harassing), kasar, fitnah, pesan-pesan yang tidak
sah atau penipuan.
Hubungan bisnis yang terjalin diantara para pihak (Pihak
Research In Motion dengan PT XL Axiata Tbk) dalam Kontrak Lisensi
Piranti Lunak BlackBerry memiliki tujuan untuk saling menukar
kepentingan. Dalam bisnis, pertukaran kepentingan ini lazim dituangkan
dalam bentuk kontrak karena setiap langkah bisnis adalah langkah hukum.
Karena pada dasarnya setiap pihak yang memasuki belantara bisnis sudah
melakukan langkah-langkah hukum dengan segala konsekuensinya.
Sebagian besar kontrak komersil dibuat tidak berdasarkan
asas keseimbangan. Adanya ketimpangan posisi diantara para pihak yang
berkontrak dapat menimbulkan gangguan terhadap isi kontrak. Oleh
karena itu diperlukan adanya intervensi otoritas tertentu, misalnya
pemerintah.
Bentuk intervensi yang bertujuan untuk memberikan
perlindungan hukum kepada PT XL Axiata Tbk dengan cara membatasi
sekaligus menyeimbangkan posisi tawar para pihak. Oleh karena itu, perlu
dibuat kontrak yang bersifat timbal balik, di mana posisi para pihak




Walaupun karakteristik dari kontrak komersial sebagian
besar tidak menempatkan posisi pada kesetaraan  Kontrak Lisensi Piranti
Lunak BlackBerry harus menempatkan posisi para pihak pada kesetaraan
agar tujuan para pihak yang berkontrak yang berorientasi pada keuntungan
bisnis akan terwujud apabila terdapat pertukaran hak dan kewajiban yang
proporsional (fair). Proporsionalitas di sini tidak hanya dilihat dari konteks
keseimbangan secara matematis (equilibrium), tetapi pada proses dan
mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung secara adil
(fair).
Dengan demikian, kontrak sebagai proses mata rantai
hubungan para pihak harus dibangun berdasarkan pemahaman keadilan
yang dilandasi atas pengakuan hak para pihak yang berkontrak. Pengakuan
terhadap eksistensi hak para pihak yang berkontrak tersebut
termanifestasikan dalam pemberian peluang dan kesempatan yang sama
dalam pertukaran kepentingan antara hak dan kewajiban. Namun,
pengakuan terhadap hak, kebebasan dan kesamaan dalam pertukaran
kepentingan antara hak dan kewajiban tetap harus dalam bingkai aturan
main yang mempertimbangkan prinsip distribusi yang proporsional.
Aktivitas bisnis pada dasarnya senantiasa dilandasi aspek
hukum terkait. Keberhasilan suatu proses bisnis yang menjadi tujuan akhir
para pihak yang berkontrak hendaknya selalu memperhatikan aspek
kontraktual yang membingkai aktivitas bisnis mereka. Dengan demikian,
agar bisnis dapat berjalan sesuai tujuan akan berkorelasi dengan struktur
kontrak yang dibuat secara bersama hendaknya kontrak itu dibuat secara
sah karena hal ini akan menjadi penentu dalam proses hukum selanjutnya.
Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry merupakan
wadah yang mempertemukan kepentingan antara pihak Research In
Motion dengan pihak PT XL Axiata Tbk yang menuntut bentuk pertukaran
kepentingan yang adil. Oleh karena itu, sangat tepat dan mendasar apabila





Keadilan harus dipahami sebagai fairness, maksudnya
adalah tidak hanya mereka yang memiliki bakat dan kemampuan yang
lebih baik saja yang berhak menikmati berbagai manfaat sosial yang lebih
banyak, tetapi keuntungan tersebut juga harus membuka peluang bagi
mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya.
Dalam menjalankan usahanya, sebuah perusahaan harus
berlandaskan asas itikad baik agar usahanya dapat berjalan lancar. Itikad
baik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, adalah perilaku yang adil
dan jujur. Apabila dalam menghasilkan suatu barang dilandasi dengan
itikad baik, maka akan memperoleh hasil yang baik pula.
Demikian juga dengan perdagangan yang menyimpang dari
asas itikad baik dengan cara menipu para pembeli, seperti menjual
BlackBerry yang tidak sesuai asli atau asli tapi palsu, maka akan
merugikan pembeli karena sudah mengeluarkan uang banyak untuk
sesuatu yang ternyata tidak sesuai dengan barang aslinya.
Jadi, baik Research In Motion maupun PT XL Axiata Tbk
harus benar-benar berkomitmen untuk menjalankan usahanya dalam
memproduksi dan memberikan jasa layanan BlackBerry dengan sebaik-
baiknya. Karena tentunya ini menyangkut brand image dari BlackBerry itu
sendiri.
Hubungan perusahaan dengan hak paten adalah perusahaan
dapat menjadi penemu. Dan perusahaan dapat menjadi pemegang hak
paten. Apabila perusahaan yang berbadan hukum tersebut dianggap
sebagai penemu sekaligus sebagai pemegang hak paten karena pada
prinsipnya penemu secara otomatis sebagai pemegang hak paten. Research
In Motion merupakan perusahaan asal Kanada yang berbadan hukum yang
menemukan BlackBerry dan pemegang hak paten BlackBerry.
Di Indonesia, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atas
Piranti Lunak termasuk ke dalam kategori Hak Paten. Di beberapa negara
mengizinkan pematenan terhadap perangkat lunak. Pada industri perangkat




yang berjumlah ratusan bahkan ribuan. Sebagian besar perusahaan-
perusahaan itu memiliki perjanjian cross-licensing yang artinya “saya
izinkan anda menggunakan paten saya asalkan saya boleh menggunakan
paten anda”. Seperti halnya pada produk BlackBerry. Research In Motion
(RIM) mengizinkan PT XL Axiata Tbk untuk menggunakan paten
BlackBerry dengan syarat bahwa Research In Motion (RIM)
diperbolehkan menggunakan paten XL. Namun sayang, akibat dari hukum
paten ini pada industri perangkat lunak sangat merugikan perusahaan-
perusahaan kecil yang cenderung tidak memiliki paten. Tetapi, tidak
sedikit perusahaan kecil yang meyalahgunakan hal ini. Banyak pihak yang
tidak setuju terhadap penggunaan paten pada perangkat lunak karena
sangat merugikan industri perangkat lunak lainnya.
Sebuah paten itu berlaku di sebuah negara. Jika sebuah
perusahaan ingin patennya berlaku di negara lain, maka perusahaan itu
harus mendaftarkan patennya di negara lain tersebut. Paten pada Perangkat
Lunak BlackBerry sudah didaftarkan di Direktorat Jendral Hak Atas
Kekayaan Intelektual (HAKI). Karena pada penggunaan hak paten apabila
paten tersebut tidak didaftarkan terlebih dahulu maka paten tersebut tidak
dapat berlaku.
Pemegang paten untuk produk BlackBerry yang dalam hal
ini adalah Research In Motion (RIM) mempunyai hak eksklusif untuk
melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain tanpa
persetujuannya untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor,
menyewakan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, menyediakan
untuk disewakan atau menyediakan untuk diserahkan atas produk
BlackBerry. Produk yang dimaksud di sini adalah alat, mesin, komposisi,
formula, produk hasil samping, sistem dan lain-lain.
Dalam Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry terdapat
klausul yang menyatakan bahwa anda tidak diperkenankan untuk
mencetak, mendistribusikan atau merubah Piranti Lunak secara




atau dengan cara apapun menggandakan Piranti Lunak, kecuali
sebagaimana diizinkan dalam kontrak tertulis yang dibuat secara terpisah
antara anda dengan Research In Motion. Klausul ini mencerminkan
bahwa Pemberi Lisensi atau Licensor yang dalam hal ini adalah Research
In Motion memberi kuasa kepada Penerima Lisensi atau Licensee yang
dalam hal ini adalah PT XL Axiata Tbk untuk menggunakan penemuan
produk BlackBerry dari Research In Motion (RIM) yaitu Piranti Lunak
BlackBerry tanpa mencetak, mendistribusikan ataupun merubah Piranti
Lunak BlackBerry kecuali diperjanjikan lain dengan kontrak tertulis yang
terpisah dari kontrak ini.
Kontrak Lisensi Paten adalah izin yang diberikan oleh
pemegang paten kepada pihak lain melalui suatu kontrak pemberian hak
untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberikan
perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Secara
umum lisensi dapat diartikan sebagai memberi kuasa untuk menggunakan
karya cipta, memberi izin untuk melakukan atau menggunakan sesuatu,
seperti sanksi resmi, memberi izin atat memberi kuasa untuk melakukan,
menggunakan atau menjual sesuatu. Secara singkat lisensi dapat
didefinisikan sebagai pemberian hak atas kepemilikan tanpa mengalihkan
kepemilikannya.
Artinya, Hak Paten dapat beralih atau dialihkan baik
sebagian atau seluruhnya dengan cara salah satunya melalui kontrak
tertulis, seperti yang terjadi antara Research In Motion (RIM) dengan PT
XL Axiata Tbk yaitu dengan kontrak dalam bentuk Kontrak Lisensi Piranti
Lunak BlackBerry. Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada
pihak lain berdasarkan kontrak lisensi untuk melaksanakan perbuatan
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14




Berbeda dari pengalihan paten yang pemilikan haknya juga
beralih, Lisensi melalui suatu kontrak pada dasarnya hanya bersifat
pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari paten dalam jangka
waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu pula. Lingkup lisensi paten
meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
Pemberi lisensi (Research In Motion) memiliki hak
eksklusif untuk melaksanakan lisensi yang dimilikinya dan melarang pihak
lain untuk melakukan sesuatu tanpa persetujuannya. Hak eksklusif adalah
hak yang diberikan kepada pemberi lisensi untuk dalam jangka waktu
tertentu melaksanakan sendiri haknya secara komersial atau melisensikan
hak tersebut kepada orang atau pihak lain.
Walaupun XL bukanlah perusahaan yang pertama kali
membawa BlackBerry masuk ke Indonesia pada tahun 2004, tetapi
kualitas layanan yang diberikan XL untuk layanan BlackBerry lebih
unggul dibandingkan perusahaan operator selular yang mengenalkan
BlackBerry pertama di Indonesia.
Jika bukan sebagai penemu, semua perusahaan baik yang
berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dapat menjadi pemegang
hak paten berdasarkan telah membuat kontrak dengan penemu. Dalam
lisensi kedudukan perusahaan sebagai penerima lisensi yang berhak untuk
mengumumkan dan memperbanyak ciptaan maupun melarang pihak lain
untuk menggunakan hak paten tanpa izin darinya.
Pelembagaan terhadap komersialisasi Piranti Lunak
BlackBerry sangat berkaitan dengan proteksi terhadap Hak Atas Kekayaan
Intelektual (HAKI) yang merupakan core dari perlisensian Kontrak
Lisensi Piranti Lunak BlackBerry dan transfer of right dari aset intelektual
yang dimiliki oleh BlackBerry. Komersialisasi BlackBerry dilakukan
dengan tujuan untuk memberdayakan ”penguatan” publikasi dan produksi
terhadap piranti lunak BlackBerry yang berupa karya intelektual yang





Dari aspek hukum tentunya serta merta harus melihat
bahwa komersialisasi Piranti Lunak BlackBerry merupakan karya
intelektual yang telah diwujudkan secara nyata dengan kekayaan bagi
pemiliknya. Berkaitan dengan aset kekayaan Piranti lunak BlackBerry di
sini mencakup hak dan kewajiban dari pemegangnya.
Karena terdapat kompleksitas hubungan kontraktual dalam
dunia bisnis, khususnya terkait dengan aspek keadilan dalam kontrak
komersial, misalnya pada Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry yang
bersifat modern, kita tidak boleh terpaku pada keadilan yang bersifat
klasik. Artinya, dalam melakukan analisa keadilan dalam Kontrak Lisensi
Piranti Lunak BlackBerry harus memadukan konsep persamaan hak dalam
pertukaran prestasi dan kontra prestasi sebagaimana dipahami dalam
konteks keadilan kumutatif maupun konsep keadilan distributif sebagai
landasan hubungan kontraktual. Perlu untuk diingat bahwa memahami
sebuah kontrak komersil tidak boleh membawa kita kepada sikap
berpaham tunggal (monistic), namun harus komprehensif.
Kepentingan-kepentingan yang berbeda dari masing-
masing pihak menghasilkan hak dan kewajiban bagi mereka. Adapun
dalam pemberian lisensi BlackBerry dari Research In Motion kepada PT
XL Axiata Tbk ada hal-hal yang diatur dalam pemberian lisensi paten
tersebut. Hal-hal yang diatur dalam pemberian lisensi paten tersebut
memuat klausul kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima Lisensi
(Licensee), antara lain :
a. Identifikasi Atas Jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual yang
Dilisensikan.
Jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang
dilisensikan oleh Research In Motion (RIM) kepada PT XL Axiata
Tbk di sini adalah hak paten, merek, design, hak cipta atau hak-hak
dalam setiap informasi kerahasiaan atau rahasia dagang, dalam atau





b. Luasnya Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual yang
Dilisensikan.
Ruang lingkup pemberian lisensi oleh Research In Motion
kepada PT XL Axiata Tbk mencakup lisensi paten dikaitkan dengan
merek dan hak cipta. Tidak ada kepemilikan dan/atau hak kepemilikan
apapun atas produk BlackBerry yang diproduksi Research In Motion
berdasarkan Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry ini. Piranti
Lunak, termasuk setiap salinan yang dibuat hanya dilisensikan dan
tidak dijual kepada PT XL Axiata Tbk.
c. Tujuan Pemberian Lisensi Hak Atas Kekayaan Intelektual.
Tujuan pemberian lisensi BlackBerry oleh Research In
Motion (RIM) kepada PT XL Axiata Tbk adalah :
1) Memperluas pasar dari produk BlackBerry hingga menjangkau
pasar yang semula berada di luar pangsa pasar pemberi lisensi.
2) Mempercepat proses pengembangan usaha bagi industri
BlackBerry dengan menyerahkan produksi handhelds kepada PT
Teletama Artha Mandiri dan jasa layanan BlackBerry kepada
operator selular, yaitu PT XL Axiata Tbk melalui teknologi yang
dilisensikan.
3) Penyebaran produk BlackBerry di Indonesia menjadi lebih mudah
dan terpusat pada pasar.
4) Memberikan keuntungan pada PT XL Axiata Tbk dari nama besar
dan good will produk BlackBerry sehingga meningkatkan
pendapatan perusahaan.
Dengan kata lain, tujuan dari pemberian lisensi paten ini
adalah untuk mengembangkan kegiatan usaha pemberi lisensi
(Research In Motion) di Indonesia yang akan menerima royalti dari
penerima lisensi (PT XL Axiata Tbk). Sedangkan, bagi penerima




mempunyai hak untuk mengeksploitasi teknologi BlackBerry yang
lisensinya dibeikan oleh Research In Motion.
d. Eksklusifitas Pemberian Lisensi.
Pemberian lisensi yang diberikan oleh Research In Motion
kepada PT XL Axiata Tbk adalah dengan memberikan kewenangan
secara penuh untuk melaksanakan, memanfaatkan atau
mempergunakan lisensi terhadap produk BlackBerry yang diberikan
perlindungan hukum oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Dalam Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry, Piranti
Lunak yang mencakup piranti lunak encryption yang mungkin tunduk
pada hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkenaan
ekspor, impor dan/atau penggunaannya dikendalikan oleh pemerintah.
Anda harus menyetujui bahwa  Produk dan Piranti Lunak BlackBerry
tidak akan diekspor, diimpor, digunakan atau diekspor kembali kecuali
dalam rangka mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan
suatu negara dan/atau pemerintah lainnya yang bersifat sub-nasional
dan/atau supranasional yang kewenangannya mencakup negara-
negara dan/atau wilayah-wilayah di mana Produk dan Piranti Lunak
BlackBerry atau Research In Motion (RIM) diekspor atau diimpor.
Tanpa pembatasan atau eksklusifitas, Produk dan Piranti
Lunak Blackberry kepunyaan Research In Motion (RIM) tidak akan
diekspor ke :
1) Setiap negara yang berada dalam Daftar Wilayah Pengawasan
Kanada.
2) Setiap negara yang terkena sanksi embargo atau tindakan dari
Dewan Keamanan PBB.
3) Bertentangan dengan Daftar Pengawasan Ekspor Kanada.





5) Setiap orang atau badan yang dilarang menerima barang-barang
yang berasal dari ekspor Amerika Serikat atau barang-barang asli
dari Amerika Serikat.
e. Pengawasan oleh Pemberi Lisensi.
Dalam hal melakukan pengawasan atas jalannya kegiatan
usaha penyebaran produk BlackBerry di Indonesia, Research In
Motion melakukan pengawasan terhadap adanya kemungkinan kloning
PIN BlackBerry yang dapat terjadi apabila produk BlackBerry tersebut
didapat di dalam pasar gelap atau Black Market (BM).
Research In Motion juga melakukan pengawasan terhadap
pertumbuhan produk BlackBerry di pasar Indonesia apakah sudah
berjalan sesuai dengan target yang direncanakan dan kendala yang
dapat menghambat penyebaran produk BlackBerry di Indonesia untuk
kemudian dilakukan perbaikan. Pengawasan yang dilakukan oleh
Research In Motion (RIM) biasanya tidak menentu, minimal tiga kali
dalam satu tahun.
Menurut Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry,
Research In Motion (RIM) juga mengawasi Produk dan Piranti Lunak
BlackBerry kepunyaan Research In Motion (RIM) dalam hal
pengembangan, produksi, penanganan, perawatan, penyimpanan,
deteksi, identifikasi atau penyebaran Produk dan Piranti Lunak untuk
senjata kimia, biologi atau nuklir atau sistem pengiriman peluru atau
menjual kembali atau mengekspor kepada siapapun atau badan
apapun yang terlibat dalam aktivitas di atas.
Research In Motion (RIM) juga melakukan pengawasan
dalam hal pembatasan melakukan reverse engineering. Hal ini seperti
yang tertuang dalam Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry.
Kontrak ini tidak memberikan hak source code atas Piranti Lunak
Research In Motion (RIM) atau distributornya dan kecuali sejauh




membuat larangan atas kegiatan ini, Anda setuju bahwa Anda atau
Pengguna Yang Berhak Anda tidak akan merubah, memodifikasi,
mengadaptasi, menciptakan karya turunan, menerjemahkan, merusak,
decompile, mengurai atau melakukan Reverse Engineering atas
Piranti Lunak atau mencoba melakukannya atau mengijinkan,
menyetujui tanpa bantahan, menguasakan atau menganjurkan pihak
lain untuk melakukannya.
f. Kerahasiaan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual yang Dilisensikan.
Pemberian lisensi oleh Research In Motion kepada PT XL
Axiata Tbk dilakukan secara rahasia. Maksudnya, kedua belah pihak
yaitu pemberi lisensi dengan penerima lisensi saling menjaga
kerahasiaan atas seluruh data, informasi maupun keterangan yang
diterima penerima lisensi dari pemberi lisensi agar tidak
disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry mengatur hal ini
dengan sangat hati-hati. Dalam Kontrak Lisensi Piranti Lunak
BlackBerry menyebutkan bahwa Produk BlackBerry Solution boleh
memanfaatkan suatu tingkat perlindungan data encrypton dalam
berkomunikasi antara Produk Genggam dengan sistem komputer
terhadap Produk Genggam yang beroperasi. Anda menerima penuh
atas pembuatan keamanan terhadap kerahasiaan Produk dan Piranti
Lunak BlackBerry kepunyaan Research In Motion (RIM) untuk
mengawasi akses Produk dan Piranti Lunak dan sistem komputer.
Anda telah mengerti dan menyetujui bahwa Piranti Lunak
telah dikembangkan oleh Research In Motion (RIM) dalam waktu dan
biaya yang tidak sedikit serta bersifat rahasia pada dan memuat
rahasia dagang Research In Motion (RIM) dan pemasoknya. Anda
setuju untuk menjaga Piranti Lunak dengan kerahasiaan yang ketat




dengan kebutuhan untuk mengakses untuk melaksanakan hak-hak
lisensi sebagaimana yang diberikan oleh Research In Motion (RIM).
Berdasarkan prinsip UNIDROIT dalam hal berkewajiban
menjaga kerahasiaan atas informasi tentang piranti lunak BlackBerry,
apabila terjadi pelanggaran atas tersebarnya informasi tentang piranti
lunak BlackBerry kepada pihak-pihak di luar Research In Motion
(RIM) dan PT XL Axiata Tbk akan menimbulkan tanggung jawab
untuk mengganti kerugian. Jumlah kerugian yang harus dibayarkan
dapat bermacam-macam tergantung kepada para pihak apakah telah
membuat persetujuan khusus atau tidak untuk membuka informasi.
Apabila pihak yang dirugikan tidak menderita kerugian apapun
terhadap terbukanya kerahasiaan atas piranti lunak BlackBerry, tetap
berhak atas keuntungan yang didapat si pembuka rahasia ini bahkan
sekalipun itu terhadap pihak ketiga.
g. Kompensasi Dalam Bentuk Royalti dan Pembayarannya.
Pemberi lisensi (Research In Motion) menerima royalti dari
penerima lisensi (PT XL Axiata Tbk) atas teknologi BlackBerry.
Sayang, penulis tidak dapat mengetahui besarnya royalti yang
diberikan oleh PT XL Axiata Tbk kepada Research In Motion (RIM)
karena termasuk dalam menjaga kerahasiaan atas informasi pemberian
lisensi. Namun, royalti tersebut dibayarkan kepada Research In Motion
setiap bulan Juli dan Desember tiap tahunnya yang telah terbebas dari
segala macam beban pajak dan biaya-biaya maupun ongkos-ongkos
yang dikeluarkan untuk memperoleh lisensi.
Pembayaran royalti oleh PT XL Axiata Tbk sebagai
Licensee kepada Research In Motion (RIM) sebagai Licensor telah
sesuai dengan Pasal 78 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2001 tentang Paten, di mana penerima Lisensi wajib




tata cara yang lazim digunakan dalam kontrak Lisensi atau kontrak-
kontrak lainnya.
h. Penyelesaian Perselisihan.
Apabila terdapat perselisihan diantara Research In Motion
dengan PT XL Axiata Tbk dilakukan secara hati-hati mengingat sifat
kerahasiaan dari pemberia lisensi itu sendiri. Biasanya akan dilakukan
musyawarah atau negosiasi sebelum dibawa ke pengadilan. Pilihan
hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut
adalah dengan menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau
hukum positif Indonesia.
Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry mengatur secara
terpisah mengenai penyelesaian sengketa. Dalam Kontrak Lisensi
Piranti Lunak BlackBerry disebutkan bahwa setiap ketidaksepahaman
atau sengketa yang timbul yang disebabkan oleh atau berkaitan
dengan kontrak ini, atau pelanggaran daripadanya, di mana Para
Pihak tidak mampu menyelesaikannya setelah menempuh perundingan
dengan beritikad baik diserahkan terlebih dulu penyelesaiannya
kepada management yang tingkatnya lebih tinggi dari Para Pihak.
Para Pihak melalui management yang tingkatnya lebih tinggi akan
bertemu dalam waktu tiga puluh (30) hari semenjak sengketa
diserahkan kepada mereka dan jika Para Pihak tidak mampu untuk
menyelesaikan ketidaksepahaman atau sengketa tersebut dalam waktu
tiga puluh (30) hari pertemuan, kecuali secara khusus dilarang oleh
hukum yang berlaku di Yurisdiksi Anda, ketidaksepahaman atau
sengketa tersebut akan diselesaikan oleh arbitrase dengan keputusan
yang bersifat final dan mengikat arbitrase mana akan dilaksanakan di
Ontario, Canada menurut Commercial Rules of American Arbitration
Association dan akan diperiksa oleh seorang arbitrator yang ditunjuk
sesuai dengan Aturan tersebut dan yang akan disetujui bersama oleh




arbitrator tersebut, jika penunjukan tersebut gagal, pihak ketiga yang
netral akan menunjuk arbitrator.
Penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan dipilih
karena proses peradilan yang dianggap tidak efektif dan efisien karena
prosesnya membutuhkan waktu yang sangat lama, biayanya mahal,
prosedur berbelit-belit, tidak ada jaminan kerahasiaan, putusannya
bersifat menang- kalah (win-lose solution), dapat merusak hubungan
baik antara Research In Motion (RIM) dan PT XL Axiata Tbk dan
biasanya cenderung akan berpihak kepada pihak yang memiliki modal
besar.
i. Pengakhiran Pemberian Lisensi.
Dalam hal pengakiran pemberian lisensi, pemberian lisensi
terhadap produk BlackBerry akan berlangsung dalam jangka panjang
dan akan terus diperbaharui dengan melihat situasi dan kondisi di pasar
Indonesia.
Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry akan berlaku
efektif pada saat para pihak menyetujuinya untuk terkait dengan
ketentuan-ketentuan di dalam Kontrak Lisensi Piranti Lunak
BlackBerry sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam kontrak ini
dan akan terus berlaku sampai batas waktu yang telah ditentukan,
kecuali berakhir sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur
dalam kontrak ini.
Pada saat terjadi pengakhiran pada Kontrak Lisensi Piranti
Lunak BlackBerry, maka :
1) PT XL Axiata Tbk akan berhenti menggunakan seluruh Piranti
Lunak dan jika dimungkinkan, memusnahkan dan/atau menghapus
untuk selamanya seluruh salinan dari Piranti Lunak dalam
penguasaan atau pengawasan PT XL Axiata Tbk dan rekanan yang




2) Research In Motion (RIM) berhak untuk menghalangi setiap
transmisi data ke dan dari Piranti Lunak tanpa pemberitahuan
terlebih dahulu kepada PT XL Axiata Tbk.
Karena Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry termasuk
dalam kontrak standar, maka dalam Kontrak Lisensi Piranti Lunak
BlackBerry juga terdapat klausul eksonerasi. Klausul eksonerasi adalah
kalusul pengalihan kontrak. Dalam Kontrak Lisensi Piranti Lunak
BlackBerry menyebutkan bahwa Research In Motion (RIM) dapat
mengalihkan kontrak ini tanpa adanya pemberitahuan kepada Anda. Anda
tidak boleh mengalihkan kontrak ini tanpa persetujuan terlebih dahulu
secara tertulis dari Research In Motion (RIM) di mana persetujuan
tersebut dapat ditahan atau dengan syarat menurut kebijakan Research In
Motion (RIM) dan setiap pengalihan tanpa persetujuan terlebih dahulu
secara tertulis dari Research In Motion (RIM) dan setiap pengalihan
tanpa persetujuan terlebih dahulu secara tertulis dari Research In Motion
(RIM) berakibat batal dan tidak akan berdampak apapun. Research In
Motion (RIM) dapat melaksanakan seluruh kewajiban berdasarkan
kontrak ini secara langsung atau dapat pula beberapa atau seluruh
kewajibannya dilakukan oleh kontraktornya atau subkontraktornya,
dan/atau dalam hal jasa Airtime atau anak perusahaan atau afiliasinya.
Akibat hukum dari adanya Kontrak Lisensi Piranti Lunak
BlackBerry ini adalah adanya kekuatan mengikat dari Kontrak Lisensi
Piranti Lunak BlackBerry muncul karena adanya asas kebebasan
berkontrak yang memberikan kebebasan dan kemandirian kepada Licensor
(Research In Motion) dan Licensee (PT XL Axiata Tbk) untuk membuat
suatu kontrak kemitraan. Namun, pada situasi tertentu daya berlaku
Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry dibatasi oleh dua hal, yaitu :
a Daya mengikat Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry dibatasi
oleh itikad baik dari para pihak yang berkontrak, yaitu Research In




b Adanya overmacht atau force majeure atau keadaan memaksa juga
membatasi daya mengikatnya kontrak tersebut terhadap Research In
Motion dan PT XL Axiata Tbk sebagai pihak yang membuat kontrak
tersebut.
Kekuatan mengikat kontrak pada prinsipnya mempunyai
daya kerja (strekking) sebatas para pihak yang membuatnya. Hal ini
menunjukkan bahwa hak lahir merupakan hak perorangan (personlijk) dan
bersifat relatif. Namun demikian, pada situasi tertentu dapat diperluas
menjangkau pihak-pihak lain.
Pada prinsipnya kontrak itu harus dipenuhi oleh para pihak
yang membuatnya. Apabila tidak dipenuhi, maka akan timbul wanprestasi
dan bagi Licensor (Research In Motion) melekat hak untuk mengajukan
gugatan, baik berupa pemenuhan hak, ganti rugi maupun pembubaran
kontrak. Namun, dengan adanya overmacht atau force majeure atau
keadaan memaksa, maka gugatan Licensor (Research In Motion) akan
dikesampingkan mengingat ketiadaan prestasi tersebut di luar kesalahan
Licensee (PT XL Axiata Tbk).
Dalam Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry
menyebutkan bahwa Research In Motion (RIM) berhak untuk mengakhiri
Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry dengan menyampaikan
pemberitahuan jika :
1) Anda lalai mematuhi atau melaksanakan ketentuan atau syarat yang
diatur dalam Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry.
2) Anda secara material melanggar perjanjian lisensi atau ketentuan-
ketentuan jasa yang mungkin Anda sepakati dengan Research In
Motion (RIM) atas setiap bagian dari Produk dan Piranti Lunak
BlackBerry.





4) Suatu pembayaran bulanan atau pembayaran tetap lainnya atau biaya
yang berkaitan dengan penggunaan lisensi tidak dibayarkan dalam
waktu tiga puluh (30) hari sejak pembayaran tersebut wajib
dibayarkan.
Research In Motion (RIM) boleh mengakhiri Kontrak
Lisensi Piranti Lunak BlackBerry dan/atau segera menghentikan untuk
menyediakan jasa tanpa adanya pertanggungjawaban apapun Anda jika
Research In Motion (RIM) dilarang untuk menyediakan setiap bagian atau
seluruh jasa jika berlaku oleh hukum, peraturan perundang-undangan
atau keputusan yang dikeluarkan dalam bentuk apapun oleh pengadilan
atau lembaga pemerintah atau jika ada pemberitahuan dari lembaga atau
departemen pemerintah yang mengindikasikan bahwa Research In Motion
(RIM) atau penyedia jasa airtime lainnya dilarang untuk menyediakan
setiap bagian atau seluruh jasa airtime.
Jika selama sembilan puluh (90) hari setelah pengiriman
Piranti Lunak dari Research In Motion (RIM) kepada PT XL Axiata Tbk
atau termasuk dalam Periode Jaminan, Piranti Lunak yang disediakan oleh
Research In Motion (RIM) atau distributor Research In Motion (RIM)
yang sah tidak dapat melaksanakan fungsi-fungsi sebagaimana diuraikan
dalam standar Dokumentasi pengguna akhir, ketika digunakan
sebagaimana diterangkan oleh Research In Motion (RIM) dalam
Dokumentasi yang berlaku untuk tipe dan versi tertentu dari Piranti Lunak
bersama-sama dengan bagian yang tidak dapat diubah dari BlackBerry
Solution Anda, Research In Motion (RIM) berdasarkan pilihan dan
kebijakan sendiri, akan memutuskan apakah akan melakukan suatu upaya
yang wajar untuk memperbaiki atau menyediakan kepada PT XL Axiata
Tbk dengan workaround terhadap masalah tersebut, misalnya perbaikan
atau workaround mana mungkin akan disediakan kepada Anda
berdasarkan kebijakan Research In Motion (RIM) yang wajar dalam salah




pelanggan disediakan kepada PT XL Axiata Tbk, fax release Piranti
Lunak yang tersedia secara umumnya, pada website Research In Motion
(RIM) atau dalam bentuk lainnya yang dianjurkan Research In Motion
(RIM) kepada PT XL Axiata Tbk atau menyediakan pembayaran kembali
(refund) untuk sekali pembayaran fee yang telah PT XL Axiata Tbk
bayarkan untuk Piranti Lunak yang berlaku jika PT XL Axiata Tbk
berhenti menggunakan Piranti Lunak dan media dengan mana Piranti
Lunak tersebut disediakan untuk Pengguna Yang Berhak dan seluruh
kemasan yang berkaitan dengannya dikembalikan kepada Research In
Motion (RIM) dalam Periode Jaminan sesuai dengan mekanisme
pengembalian jaminan Anda yang normal disertai dengan bukti
pembelian.
Dalam hal ganti rugi, Kontrak Lisensi Piranti Lunak
BlackBerry menyebutkan bahwa Anda harus membela, memberikan ganti
rugi dan melepaskan Research In Motion (RIM), afiliasi Research In
Motion (RIM), pemasok, penerus, agen, distributor yang sah dan
penerima hak Research In Motin (RIM), termasuk setiap direktur, pejabat
dan kontraktor independen dari mereka masing-masing dari setiap klaim,
ganti rugi, kerugian pengeluaran atau biaya-biaya, termasuk tidak
terbatas pada biaya dan ongkos tindakan hukum yang diderita oleh Pihak
Research In Motion (RIM) sehubungan dengan seluruh klaim, gugatan,
putusan dan tindakan terhadap :
a Pelanggaran paten atau hak-hak kekayaan intelektual lainnya atau
hak kepemilikan yang timbul dari pengkombinasian dengan atau
penggunaan setiap alat (selain Produk Genggam), sistem atau jasa
sehubungan dengan BlackBerry Solution atau setiap bagian
daripadanya.
b Ganti rugi yang timbul akibat pelanggaran atas setiap ketentuan yang
ada di dalam perjanjian Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry.
c Atas setiap adanya cedera, kematian atau kerusakan pada properti




dengan penggunaan BlackBerry Solution bundling-an PT XL Axiata
Tbk.
d Klaim yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap Research In Motion
(RIM)  yang timbul semata-mata karena penggunaan dari Produk,
Piranti Lunsk dan/atau jasa dari Research In Motion (RIM) yang
secara ketat telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di
dalam Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry dan dokumentasi
yang secara khusus berkaitan dengan versi dari Piranti Lunak
dan/atau Produk dari Research In Motion (RIM).
Tindakan perbaikan yang diberikan di sini kepada
Research In Motion (RIM) tidak dimaksudkan dan tidak mengecualikan
tindakan perbaikan lainnya yang disediakan oleh PT XL Axiata Tbk atau
sebagaimana yang diizinkan oleh hukum melainkan seluruh tindakan
perbaikan tersebut secara kumulatif.
Hal yang diatur dalam Kontrak Lisensi Piranti Lunak jika
PT XL Axiata Tbk melanggar perjanjian Kontrak Lisensi Piranti Lunak
BlackBerry ini, Research In Motion (RIM) boleh sebagai tambahan atas
hak-hak dan kompensasi lainnya yang disediakan dalam Kontrak Lisensi
Piranti Lunak BlackBerry atau oleh hukum, mengakhiri Kontrak Lisensi
Piranti Lunak BlackBerry dan kontrak lisensi antara PT XL Axiata Tbk
dan Research In Motion (RIM) atas setiap Produk dan Piranti Lunak
BlackBerry kepunyaan Research In Motion (RIM) dengan menyampaikan
pemberitauan pengakhiran, maka dianggap telah melanggar kontrak
dalam Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry.
Namun, apabila terjadi suatu keadaan memaksa atau
overmacht, maka Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry mengatur
bahwa meskipun ada ketentuan lainnya dalam kontrak ini, tidak satu pihak
pun dianggap telah lalai (default) menurut kontrak ini dalam hal kelalaian
melaksanakan kewajiban masing-masing disebabkan oleh keadaan di luar
kekuasaannya yang wajar. Ketentuan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai




untuk melakukan pembayaran kepada pihak lainnya berdasarkan kontrak
ini.
Berdasarkan Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry,
dalam hal pengakiran kontrak ini oleh Research In Motion (RIM)
berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kontrak Lisensi Piranti
Lunak BlackBerry, PT XL Axiata Tbk harus membayar kepada Research
In Motion (RIM) seluruh biaya, termasuk biaya advokat dan pengeluaran-
pengeluaran yang berkaitan dengan yang dikeluarkan oleh atau yang
diperlukan Research In Motion (RIM)  untuk melaksanakan setiap hak
atau hak istimewa lainnya.
Seperti yang sudah dibahas di atas bahwa asas kebebasan
berkontrak merupakan konsekuensi dari asas konsensualisme dan pacta
sunt servanda. Konsensualisme berhubungan dengan terjadinya kontrak,
pacta sunt servanda berhubungan dengan akibat adanya kontrak, yaitu
terikatnya para pihak yang mengadakan kontrak, sedangkan kebebasan
berkontrak menyangkut isi kontrak.
Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
tentang Paten pun telah mengatur bahwa Perjanjian Lisensi tidak boleh
memuat ketentuan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat
merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang
menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan
mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan
Invensi yang diberi Paten tersebut pada khususnya.
Menyimak isi klausul antara Research In Motion selaku
pemberi lisensi (Licensor) dengan PT XL Axiata Tbk selaku penerima
lisensi (Licensee) dalam Kontrak Piranti Lunak BlackBerry, hendaknya
kita tidak menilai bahwa klausul tersebut tidak adil dan sedikit merugikan
PT XL Axiata Tbk selaku penerima Lisensi. Dalam asas proporsionalitas
klausul tersebut harus dianalisis secara obyektif, bahwa perbandingan itu
akan diterima sebagai pola pembagian keutungan maupun kerugian yang




Selain itu,  harus pula mempertimbangkan dari segi bisnis yang melandasi
hubungan baik diantara para pihak, sehingga dapat disimpulkan bahwa
hubungan tersebut adil (fair) atau tidak yang dapat diterima sebagai pola
hubungan kontraktual yang proporsional.
Berikut ini argumentasi yang diajukan sebagai
pertimbangan penilain mengenai ada tidaknya tendensi keberpihakan pada
salah satu pihak, yaitu :
a Licensor atau Research In Motion (RIM) untuk mengembangkan
bisnisnya melalui proses research and development yang lama dan
mengeluarkan biaya yang sangat besar.
b Licensor atau Research In Motion (RIM) untuk mengembangkan
bisnisnya telah membuat jaringan pemasaran yang luas (networking)
dan tentunya telah mengeluarkan biaya yang sangat besar.
c Licensor atau Research In Motion (RIM) perlu menjaga mutu serta
melindungi temuannya dengan jaminan-jaminan yang harus dipenuhi
oleh Licensee atau PT XL Axiata Tbk. Kesalahan atau
ketidakcermatan menjaga mutu produk dapat mengakibatkan
hilangnya kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya akan
merugikan mereka.
d Licensee atau PT XL Axiata Tbk tidak perlu melakukan proses
penemuan produk yang dilisensikan, tetapi perlu membuat jaringan
pemasaran di Indonesia karena hal tersebut terkait dengan pendanaan
dalam jumlah besar.
e Licensee atau PT XL Axiata Tbk berperan untuk mengoperasikan,
mengelola dan/atau memasarkan produk yang telah mempunyai nama
terkenal (branded name) di Indonesia ataupun di dunia.
f Dengan berbagai fasilitas dan keunggulan yang diterima PT XL Axiata
Tbk, dalam jangka waktu singkat mampu memperoleh keuntungan




Dari berbagai aspek yang disebutkan di atas, tentunya wajar
dan pantas diterima apabila dalam pembagian keuntungan bisnis tersebut
Research In Motion (Licensor) seolah-olah mendapat porsi lebih banyak
dibandingkan dengan PT XL Axiata Tbk (Licensee). Namun, bukan berarti
Licensee dirugikan oleh adanya pembagian tersebut. Dalam konteks bisnis,
ketidaksamaan pembagian keutungan (dalam hal ini Research In Motion
memperoleh royalti yang cukup besar terkait alih teknologi ini dari PT XL
Axiata Tbk) dapat diterima apabila proses pembagian royalti berjalan
dengan adil (fair). Apabila kondisi ini dianggap tidak adil dan merugikan,
niscaya tidak akan mungkin bisnis layanan jasa BlackBerry berkembang
dengan pesat dan merambah ke seluruh penjuru Indonesia dengan berbagai
jenis produk layanan jasa.
Sebagai bukti, sampai pada awal Juli 2010, pelanggan XL
yang menggunakan jasa layanan BlackBerry yang disediakan XL sudah
mencapai 450.000 orang di Indonesia. Hal ini melebihi target yang
”hanya” sebanyak 400.000 orang.
Selain itu, XL juga telah membuka gerai Xperience Land,
yaitu layanan yang berkaitan dengan penggunaan BlackBerry seperti untuk
men-setting unit BlackBerry, upgrade software, wipe or flash handset,
perbaikan unit BlackBerry dan klaim garansi, release PIN, klaim asuransi
BlackBerry, penjualan aksesoris BlackBerry dan penjualan handset
BlackBerry serta Lisence. Xperience Land ini tersebar di delapan kota di
Indonesia dengan empat belas jumlah gerai.
Jadi, Research In Motion sebagai penemu yang sekaligus
sebagai pemegang hak paten tentu sudah mempertimbangkan masak-
masak mengenai pemberian lisensi kepada PT XL Axiata Tbk dan
beberapa operator selular di Indonesia merupakan salah satu upaya dalam
rangka mencegah adanya BlackBerry-BlackBerry ilegal dan palsu yang
dijual di pasar gelap (black market), di mana harga-harga BlackBerry itu




2. Hambatan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Kontrak Lisensi Piranti
Lunak BlackBerry di Indonesia Khususnya Pada PT XL Axiata Tbk.
Pertumbuhan layanan BlackBerry di Indonesia terus
meningkat signifikan akhir-akhir ini. Informasi dari Research In Motion
(RIM) selaku penyedia teknologi BlackBerry menyatakan bahwa
pertumbuhan penggunaan layanan tersebut di Indonesia merupakan yang
tertinggi di antara negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik.
Saat ini ada sekitar empat ratus lima puluh ribu lebih
pengguna layanan BlackBerry dari XL selaku operator selular yang
menyediakan layanan BlackBerry di Indonesia. Jumlah tersebut tentunya
sangat mencengangkan mengingat harga perangkat ini yang relatif lebih
mahal dibandingkan dengan perangkat selular lainnya.
Merebaknya penggunaan layanan BlackBerry tentunya
tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh XL. Tidak hanya
dari sisi fungsionalnya saja, tetapi juga upaya mereka menjadikan
penggunaan BlackBerry sebagai bagian dari gaya hidup. Hal ini sudah
terbukti nyata. Pemakaian BlackBerry sudah tidak mengenal batas usia,
pekerjaan ataupun atribut-atribut status sosial lainnya. Apalagi sejak XL
mampu menyediakan inovasi dan terobosan penyediaan layanan
BlackBerry dengan basis tarif yang kian terjangkau oleh masyarakat.
Tingginya tingkat permintaan akan BlackBerry, jelas tak
mampu sepenuhnya dipenuhi XL. Banyak pengguna BlackBerry
menggunakan perangkat tidak resmi atau Black Market (BM). Artinya,
penggunanya tidak membeli perangkat BlackBerry tersebut dari operator
selular (dalam hal ini XL tentunya) sebagai penyedia resmi perangkat dan
layanan BlackBerry.
Tumbuhnya BlackBerry yang dijual secara Black Market
tersebut juga tidak terlepas dari kurangnya pemahaman calon pengguna
mengenai karakteristik layanan BlackBerry sendiri. Calon pengguna yang
masih awam rata-rata berpikiran bahwa pemakaian layanan BlackBerry




pengguna awam, proses menggunakan BlackBerry cukup dengan membeli
perangkat handset, membeli kartu atau SIM card dari salah satu operator,
kemudian diaktivasi dan siap digunakan. Bahkan banyak yang tidak
mengetahui adanya unique identity yang disebut dengan PIN dan IMEI.
Kalaupun pengguna awam mengenal PIN dan IMEI, rata-
rata hanya mengetahui dari sisi istilahnya saja karena sering mendengar
dari teman, relasi atau saudaranya yang terlebih dahulu menggunakan
layanan BlackBerry. Banyak diantara calon pengguna BlackBerry yang
tidak mengetahui atau memahami bahwa di dalam penyediaan layanan
BlackBerry ada keterkaitan beberapa pihak. Pihak disini termasuk operator
selaku penyedia jaringan, penggunanya sendiri serta tentunya Research In
Motion selaku penyedia teknologi layanan BlackBerry.
Ketidaktahuan mengenai hal ini, acapkali membuat
pengguna beranggapan bahwa bila perangkat BlackBerrynya mengalami
masalah yang ada kaitannya dengan PIN dan IMEI, misalnya suspend,
penyelesaiannya cukup hanya melalui operator saja. Padahal permasalahan
yang ada kaitannya dengan PIN dan IMEI seperti yang dialami oleh
beberapa pengguna serta harus dirujuk kembali kepada Research In
Motion. Padahal hanya Research In Motion yang mempunyai data dan
mengetahui secara pasti peredaran PIN dan IMEI yang resmi dari satu
perangkat BlackBerry.
Peningkatan penggunaan BlackBerry yang sangat pesat dan
tidak diimbangi dengan pemahaman yang cukup dari calon pengguna
mengenai layanan BlackBerry sendiri yang pada akhirnya akan
mendorong keberadaan pasar gelap atau jalur penjualan BlackBerry tidak
resmi ini. Ini seolah menjadi "berkah" bagi para pedagang perangkat
seluler. Di satu sisi, banyak calon pengguna yang kurang paham mengenai
layanan BlackBerry, namun ingin memiliki dan menggunakan layanan
BlackBerry. Di sisi lain, penjualan perangkat BlackBerry tidak resmi ini
juga menawarkan margin keuntungan yang sangat menggiurkan.




masalah dengan PIN dan IMEInya, sebenarnya juga d ipicu oleh
"kelihaian" para penjual handhelds dalam memanfaatkan ketidaktahuan
para calon pengguna.
Untuk mengantisipasi dan meminimalkan kemungkinan
munculnya kasus BlackBerry yang bermasalah tentunya dituntut peran
serta antara calon pengguna dengan para operator di Indonesia, termasuk
dengan Research In Motion selaku pihak penyedia teknologi BlackBerry.
Pengguna diharapkan lebih jeli dan tidak tergoda untuk membeli
perangkat BlackBerry di luar jalur penjualan resmi yang dimiliki oleh
operator dan jalur resmi lainnya yang telah ditunjuk oleh operator.
Agar calon pengguna BlackBerry di Indonesia tidak
mendapat masalah untuk penggunaan BlackBerry, disarankan agar
mengetahui ciri-ciri BlackBerry yang beredar di Indonesia. Seperti yang
sudah diungkapkan di atas bahwa BlackBerry masuk ke Indonesia dengan
tiga cara, yaitu :
a. BlackBerry yang diimpor langsung oleh operator selular yang menjadi
mitra Research In Motion (RIM). BlackBerry ini masuk secara legal
karena Research In Motion dan operator telepon selular, contohnya
dengan PT XL Axiata Tbk, sudah ada perjanjian tertulis dan diberikan
perlindungan hukum berupa hak paten karena hal ini menyangkut
dengan transfer atau alih teknologi.
b. BlackBerry yang berasal dari importir paralel yang bukan ditunjuk
oleh Research In Motion (RIM), melainkan telah mendapat izin dari
Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel). BlackBerry
yang dijual importir paralel tersebut bisa berasal dari berbagai sumber
di luar sana. Bisa dari sejumlah partner Research In Motion (RIM) di
dunia yang membeli secara bulk kepada Research In Motion (RIM).
Misalnya, BlackBerry produksi T-Mobile asal Jerman. BlackBerry
jenis ini biasanya tidak mendapat garansi resmi dari Research In
Motion (RIM) dan hanya mendapat garansi dari importir BlackBerry.




c. BlackBerry tentengan atau BlackBerry rekondisi (refurbish) dan
BlackBerry yang di negara asalnya dikatakan garansi 14 hari (14 days
warranty). BlackBerry jenis ini bisa jadi BlackBerry yang sudah
bermasalah di negara asalnya, yaitu Kanada sehingga diperlukan
kosmetik PIN dan IMEI untuk menjadikannya “hidup” dan layak
untuk dijual kembali. BlackBerry ini termasuk BlackBerry ilegal.
Selain itu, pengguna juga harus mengetahui ciri dan macam
dari garansi BlackBerry. Macam dan ciri-ciri BlackBerry terdiri dari :
a. Garansi Resmi.
Garansi resmi mempunyai ciri-ciri antara lain :
1) BlackBerry bergaransi resmi hanya diberikan oleh operator lokal,
misalnya garansi dari XL.
2) BlackBerry bergaransi resmi memiliki logo operator lokal pada
body Blackberry, layar utama BlackBerry, maupun pada kartu
garansi.
3) Produsen BlackBerry yaitu Research In Motion (RIM) tidak pernah
menjual langsung BlackBerry kepada toko-toko penjual ponsel,
namun dijual kepada operator lokal yang selanjutnya operator
tersebut menunjuk pihak ketiga sebagai distributor resmi.
4) Garansi Melingkupi Jaminan Service dan SparePart.
5) BlackBerry ini hanya dapat menerima SIMCard operator yang
memberikan garansi.
b. Garansi Distributor.
1) Merupakan BlackBerry tidak resmi yang membayar pajak kepada
DirJenPosTel (Stiker DJPT).
2) Logo yang tertera pada BlackBerry adalah logo operator luar
ataupun kosong tanpa logo.
3) Garansi Melingkupi Jaminan Service dan Sparepart.




karena distributor membeli UNLOCK CODE dari operator asal
atau membuka UNLOCK CODE dengan cara tertentu
c. Garansi Toko.
1) Merupakan BlackBerry tidak resmi (Ilegal).
2) Logo yang tertera pada BlackBerry adalah logo operator luar
ataupun kososong tanpa logo.
3) Garansi sesuai dengan perjanjian dengan toko dimana Anda
membelinya biasanya antara 3 hari sampai dengan 3 minggu.
Jadi, jangan melupakan faktor keamanan dan kenyamanan.
Terutama bila hanya karena tergiur harga perangkat yang lebih murah,
ditunjang dengan adanya kemudahan berlangganan BlackBerry dengan
tarif harian, mingguan, atau bulanan. Tidak ada jaminan BlackBerry Anda
akan selalu bekerja dengan baik. Mungkin saja esok BlackBerry kita akan
bermasalah dengan PIN dan IMEInya. Tentunya kita sebagai pengguna
tentunya tidak menginginkan hal ini terjadi.
Selain terjamin dari sisi keamanan dan kenyamanan,
pembelian perangkat BlackBerry melalui operator, akan memberikan
jaminan purna jual yang lebih baik. Hal ini didapatkan karena adanya
kepastian mengenai keaslian perangkat BlackBerry.
BlackBerry kita akan mendapatkan garansi resmi dari
Research In Motion yang berlaku setahun penuh. Selain itu, kita juga akan
mendapatkan kemudahan untuk bisa melakukan upgrade system dan
perbaikan BlackBerry pada saat BlackBerry kita bermasalah. Semua ini
dapat dilakukan di XL service center. Dengan memilih perangkat
BlackBerry resmi dari XL, artinya kita sudah menentukan sendiri bahwa
BlackBerry kita memiliki resiko kecil bahkan terbebas dari fenomena PIN




XL sebenarnya juga sudah mulai mengintensifkan program
edukasi atau pembelajaran mengenai perlunya pemakaian BlackBerry
resmi ini. Mereka sudah tidak lagi sekadar mendorong aktifitas penjualan
yang berorientasi profit semata, XL juga menyadari sepenuhnya bahwa
tanpa mendorong upaya edukasi ini, penggunaan BlackBerry tidak resmi
akan terus berlangsung. Pada akhirnya XL juga yang akan kena getahnya.
Komplain pelanggan akan terus meningkat dan yang paling terasa
tentunya adalah "tidak bergeraknya" unit BlackBerry resmi yang
dijualnya.
Padahal target penjualan unit BlackBerry resmi merupakan
salah satu obligasi yang dibebankan oleh Research In Motion kepada PT
XL Axiata Tbk dalam pemberian lisensi. Dalam hal ini, justru yang masih
menjadi tanda tanya besar dikalangan pengguna BlackBerry adalah masih
minimnya peranan dan perhatian dari pihak Research In Motion.
Agak terasa tidak masuk akal dikala jumlah pengguna
layanan BlackBerry di Indonesia tumbuh dengan demikian pesatnya, tetapi
Research In Motion belum juga membuka kantor perwakilan (apalagi
service center) di Indonesia. Semua seolah diserahkan kepada XL selaku
operator selular yang menyediakan layanan BlackBerry, termasuk untuk
sejumlah kasus kerusakan dan ter-suspend-nya perangkat BlackBerry yang
dialami oleh pelanggan.
Menurut narasumber, sejujurnya mereka harus mengakui
bahwa sangat tidak adil apabila semua penanganan permasalahan
BlackBerry tersebut harus ditimpakan seluruhnya kepada operator selular
(XL). Oleh karena itu, alangkah baiknya bila pengguna BlackBerry
mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh para operator selular di
Indonesia untuk mendorong agar Research In Motion secepatnya
menyediakan layanan perbaikan kerusakan BlackBerry (service center)




Dinamika bisnis yang seringkali mengalami pasang surut
akan berakibat pada keberlangsungan hubungan kontraktual para pihak.
Apa yang diproyeksikan lancar, untung, memuaskan, prospek bisnis cerah
kadang kala dapat berubah merugi dan memutus hubungan bisnis para
pihak. Para pihak yang berkontrak tentunya sangat berharap bahwa
kontraknya akan berakhir happy ending, namun tidak menutup
kemungkinan kontrak itu bermasalah atau menemui hambatan bahkan
berujung pada kegagalan kontrak dikemudian hari.
Terkait dengan kegagalan kontrak, dapat terjadi karena
faktor internal para pihak yang berkontrak maupun faktor eksternal yang
sangat berpengaruh terhadap eksistensinya Kontrak Lisensi Piranti Lunak
BlackBerry. Faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan
pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontraktual dari Kontrak Lisensi
Piranti Lunak BlackBerry, yaitu wanprestasi.
Kontrak yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan
sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi Licensor untuk
menuntut pemenuhan prestasi. Sedangkan, sisi pasif menimbulkan beban
kewajiban bagi Licensee untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi
normal antara prestasi dengan kontra prestasi akan saling bertukar.
Namun, pada situasi tertentu perttukaran prestasi tidak berjalan
sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa wanprestasi.
Pelanggaran pada hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban
ganti rugi berdasarkan wanprestasi.
Licensee dinyatakan lalai apabila ia tidak memenuhi
prestasi, misalnya PT XL Axiata Tbk tidak memenuhi untuk menjaga
kerahasiaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), sehingga karenanya
Research In Motion mengalami kerugian yang cukup besar. Selain itu
Licensee terlambat berprestasi, misalnya PT XL Axiata Tbk telat
membayarkan royalti kepada Research In Motion. Terakhir, berprestasi




produk BlackBerry pada daerah pemasaran eksklusif yang telah ditetapkan
dalam Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry.
Dengan adanya wanprestasi, pihak Licensor yang dirugikan
sebagai akibat kegagalan pelaksanaan kontrak oleh pihak Licensee,
sehingga Licensor mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-
hak kontraktualnya. Hak Licensor tersebut dapat diajukan dengan
kombinasi sebagai berikut :
1) Pemenuhan.
2) Ganti rugi.
3) Pembubaran, pemutusan atau pembatalan kontrak.
4) Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap.
5) Pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap.
Tetapi, kecil kemungkinan adanya wanprestasi dalam
Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry ini karena kontrak ini
memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang berkontrak.
Research In Motion diuntungkan dengan adanya kontrak ini karena dapat
memperluas daerah pemasaran untuk produk BlackBerry di luar Kanada
dan Amerika Serikat. Indonesia dikenal sebagai negara di Asia yang
paling banyak menggunakan produk smartphone BlackBerry yang
merupakan terobosan mutakhir di bidang telekomunikasi. Sedangkan, di
pihak PT XL Axiata Tbk, dengan adanya Kontrak Lisensi Piranti Lunak
BlackBerry ini XL diuntungkan dengan pemasukan tambahan dan dapat
memberikan jasa layanan BlackBerry yang semakin hari semakin banyak
pelangganya.
Hambatan lainnya adalah banyak terdapat negara di Timur
Tengah yang mulai memblokir BlackBerry. Isu pemblokiran terhadap
BlackBerry juga mampir ke Indonesia. Wacana pemblokiran ini dinilai
tidak adil jika hanya ditujukan kepad Research In Motion (RIM) selaku
prinsipal BlackBerry. Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)




Indonesia. Karena itu, Menteri Komunikasi dan Informatika
(Menkominfo), Tiffatul Sembiring, meminta semua perusahaan
telekomunikasi dan perbankan asing yang beroperasi di Indonesia
membangun data center di Indonesia sebagai syarat untuk melanjutkan
bisnis dan operasionalnya.
Memang, kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 yang mewajibkan perusahaan asing di kedua jenis
usaha itu memiliki kegiatan operasional di Indonesia dengan membangun
data center di Indonesia. Oleh karena itu, Research In Motion yang
notabenenya sebagai produsen smartphone BlackBerry harus segera
membangun data center di Indonesia karena menjadi bagian dari
perusahaan atau usaha yang terkena kewajiban berdasarkan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.
Memang semua informasi pengguna BlackBerry di
Indonesia akan tersedot ke server BlackBerry yang berada di Kanada,
termasuk semua proses komunikasi akan dienkripsi, juga data penting
seperti username dan password. Dan semua arsip chattingan, email akan
diambil dulu oleh server BlackBerry di Kanada, baru di push ke perangkat
BlackBerry yang dipakai di Indonesia.
Hanya saja, tuduhan Research In Motion yang sebagai
produsen BlackBerry melanggar kedaulatan Indonesia sepertinya terlalu
berlebihan. Memangnya ada berapa pengguna BlackBerry di Indonesia?
Lebih banyak mana pengguna BlackBerry dengan pengguna email Yahoo
dan Gmail? Padahal justru semua data email, termasuk password
pengguna Indonesia lebih banyak di Yahoo dan Gmail.
Apakah tidak sia-sia apabila BlackBerry memindahkan
server ke Indonesia? Apakah BlackBerry pusat trafik internet di
Indonesia? Percuma saja. Karena pada akhirnya server BlackBerry itu
akan mengambil trafik lagi dari Facebook, Yahoo dan Gmail. Bukankah




pindah ke Indonesia operator telepon selular di Indonesia bisa lebih
dipercaya untuk tidak melakukan sniffing layanan paket BlackBerry
dibandingkan dengan operator di Kanada?
Menurut penulis, hal seperti ini perlu dipikirkan lebih
dalam karena ini tidak hanya menyangkut BlackBerry. Masalahnya karena
kita semua suka dibuat tergantung pada luar. Kita bisa saja tidak perlu
tergantung pada luar kalau user internet di Indonesia besar dan semua







1. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten
dalam Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry dan perlindungan hukum
terhadap Hak Paten di Indonesia sudah dapat diterapkan secara baik oleh
Research In Motion dan PT XL Axiata Tbk. Pengaturan mengenai hak dan
kewajiban masing-masing pihak telah dituangkan dengan sangat jelas
dalam Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry. Begitu pula untuk
perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Perlindungan hukum itu
apabila terjadi perselisihan, maka hukum yang digunakan adalah hukum
positif Indonesia dan diselesaikan melalui badan arbitrase. Kontrak Lisensi
Piranti Lunak BlackBerry juga telah sesuai dengan standar internasional
hukum kontrak karena telah memenuhi standar kualitas, kejujuran,
permainan bersih dan tidak memonopoli, perlindungan terhadap pihak
yang lemah, pembinaan usaha yang baik, persaingan secara sehat dengan
vendor atau produsen telepon selular lainnya yang ada di Indonesia dan
perlindungan konsumen pengguna BlackBerry di Indonesia. Namun,
dilihat dari klausul-klausul dalam Kontrak Lisensi Piranti Lunak
BlackBerry terdapat ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Kontrak
Lisensi Piranti Lunak BlackBerry cenderung memihak Research In Motion
(RIM) sebagai pemilik teknologi BlackBerry. Perlindungan hukum
Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry terhadap Hak Paten telah
dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
2. Pengguna BlackBerry di Indonesia merupakan pengguna terbesar di
kawasan Asia Pasifik. Sayang, hambatan-hambatan pelaksanaan Kontrak
Lisensi Piranti Lunak BlackBerry di Indonesia cukup besar. Hambatan-
hambatan itu terdiri dari maraknya BlackBerry di Indonesia yang tidak





untuk tidak berprestasi sebagaimana mestinya, belum adanya service
centre BlackBerry dari Research In Motion (RIM) di Indonesia hingga isu
adanya pemblokiran BlackBerry di Timur Tengah yang merambat ke
Indonesia karena belum adanya service data centre di Indonesia.
3. Solusi atas adanya permasalahan yang ada adalah dengan memberikan
edukasi kepada calon pengguna dan pengguna BlackBerry untuk lebih
memahami apa itu PIN dan IMEI karena PIN dan IMEI yang ter-
suspended harus melibatkan pihak operator selular dan juga Research In
Motion (RIM). Mengajarkan masyarakat untuk lebih jeli dalam membeli
perangkat BlackBerry serta membeli BlackBerry di jalur resmi. Selain itu,
PT XL Axiata Tbk dan Research In Motion (RIM) untuk tidak saling
melanggar Kontrak Lisensi Piranti Lunak BlackBerry agaar kontrak
kemitraan ini dapat menguntungkan kedua belah pihak. Di lain pihak,
Research In Motion (RIM) harus membuka data center dan service center
resmi di Indonesia.
B. SARAN.
1. Bagi Inventor dan Licensor, yaitu Research In Motion (RIM) diharapkan
untuk dapat mengerti bagaimana pola pasar di Indonesia agar konsumen
dan pengguna BlackBerry di Indonesia merasa aman dan nyaman
menggunakan BlackBerry. Disarankan pula agar Research In Motion
bekerjasama dengan PT XL Axiata Tbk dan operator selular lainnya untuk
membuat suatu kerjasama yang dituangkan dalam bentuk kontrak
komersial lebih proporsional dan seimbang. Kontrak yang dapat mengikuti
dan diterima oleh kebiasaan di negara ini. Selain itu, untuk secepatnya
membuka service centre dari Research In Motion (RIM) agar tidak ada
pemblokiran BlackBerry di Indonesia seperti yang terjadi di negara-negara
Timur Tengah.
2. Bagi PT XL Axiata Tbk agar lebih bisa mempunyai posisi atau kekuatan
tawar seimbang di dalam pembuatan Kontrak Lisensi Piranti Lunak




bundling-nya mengikuti harga BlackBerry yang dijual oleh distributor
yang telah mendapat izin dari Ditjen Postel agar pengguna BlackBerry di
Indonesia tidak harus membeli BlackBerry dari distributor karena agak
tidak terjamin keasliannya. Serta untuk lebih memperhatikan tarif, baik
BIS maupun BES, agar lebih murah sehingga pemakaian BlackBerry bisa
lebih maksimal.
3. Bagi konsumen atau calon pengguna BlackBerry agar lebih cerdas dalam
membeli BlackBerry. Tidak membeli BlackBerry di luar partner resmi
Research In Motion (RIM) di Indonesia. Jangan tergiur harga murah.
4. Bagi pemerintah Indonesia, khususnya Departemen Komunikasi dan
Informasi (Depkominfo) agar lebih memperketat pengawasan terhadap
BlackBerry yang masuk ke Indonesia. Apakah BlackBerry tersebut resmi
atau illegal. Pemerintah juga perlu memperbaiki regulasi yang ada agar
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